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Tidak ada satupun kelompok masyarakat yang dikunjungi oleh FPP dan organisasi mitra yang pernah dikunjungi oleh penilai 
independen, termasuk kelompok masyarakat di Sumatra Utara di mana penilaian dasar sosial dilaporkan telah selesai. Salah satu 
faktor penyebabnya adalah penilai independen hanya mempertimbangkan desa administratif  saat menyusun daftar kelompok 
masyarakat yang berpotensi terdampak; mereka tidak mengunjungi masyarakat pemangku hak yang mungkin berbeda dalam 
hal seperti tata kelola, populasi, dan luas lahan dibandingkan desa administratif.3 Tidak ada kelompok masyarakat yang diminta 
untuk memberikan FPIC atau PADIATAPA mereka terhadap bagian mana pun dari proses RF.

Akhirnya, dari kunjungan ke masyarakat, jelas bahwa meskipun penilai independen telah mengunjungi kelompok masyarakat 
pemegang hak, waktu yang terbatas yang dialokasikan untuk kunjungan-kunjungan tersebut—yakni hanya satu hari untuk 
pengumpulan informasi membatasi kemampuan mereka untuk mengumpulkan informasi akurat mengenai kerugian yang 
dialami masyarakat sejak 1994. Masyarakat berbagi informasi dengan FPP tentang kerugian kolektif dan individu, termasuk 
pelanggaran hak atas tanah, pembatasan terhadap mata pencaharian tradisional, kerusakan pada situs budaya dan spiritual, 
dampak kesehatan yang negatif, serta ancaman, intimidasi, dan kriminalisasi. Kunjungan singkat tim FPP – satu hari untuk 
pengumpulan informasi dan satu hari untuk verifikasi – tidak cukup untuk melakukan lebih dari sekadar mengumpulkan 
gambaran umum dan ringkasan tentang beberapa kerugian yang dialami.

Pada saat kunjungan FPP dan organisasi mitra ke kelompok-kelompok masyarakat dan pada saat penerbitan laporan ini, 
beberapa laporan publik tentang pelanggaran hak asasi manusia yang aktif yang melibatkan perusahaan-perusahaan dalam 
kelompok korporasi APRIL telah diterbitkan. Secara khusus, dalam beberapa bulan terakhir, terdapat beberapa laporan 
mengenai salah satu anggota kelompok korporasi APRIL, PT Toba Pulp Lestari (PT TPL), yang melakukan intimidasi, kekerasan, 
dan kriminalisasi terhadap anggota masyarakat Batak Toba di Sumatra Utara. PT TPL telah mengeluarkan pernyataan yang 
menyatakan bahwa LSM lokal dan individu yang mengklaim mewakili masyarakat asli telah menghalangi operasional mereka 
dan terlibat dalam aksi protes yang melibatkan kekerasan.

Kekurangan utama dalam proses penilaian dasar sosial hingga saat ini, serta konflik yang intens antara salah satu perusahaan 
yang terlibat dalam proses RF dan masyarakat asli, membuat FPP, Bahtera Alam, dan YMKL mendesak penundaan implementasi 
proses Kerangka Kerja Remedi hingga proses tersebut dapat diperbaiki. Setidaknya, perbaikan proses penilaian dasar sosial 
memerlukan (rekomendasi yang lebih lengkap dan rinci dapat ditemukan di bagian Rekomendasi dalam laporan ini):

•	 Penghentian ancaman, intimidasi, pelecehan, dan kriminalisasi terhadap masyarakat masyarakat adat dan komunitas lokal 
oleh anggota kelompok korporasi APRIL.

•	 Pembentukan dan implementasi mekanisme khusus untuk berbagi informasi dengan masyarakat yang terdampak 
mengenai proses Kerangka Kerja Remedi FSC.

•	 Revisi metodologi penilaian dasar sosial sesuai dengan praktik terbaik internasional untuk memastikan bahwa dampak 
negatif didokumentasikan secara akurat dan komprehensif. Kemungkinan besar hal ini akan memerlukan masyarakat untuk 
dapat berperan dalam mendokumentasikan dampak negatif sendiri, dengan tinjauan oleh penilai independen, mengingat 
waktu yang terbatas yang dapat dihabiskan oleh penilai independen di setiap kelompok masyarakat yang terdampak.

•	 Komunikasi langsung dengan kepemimpinan adat masyarakat, serta kolaborasi dengan organisasi masyarakat sipil lokal 
dan organisasi berbasis masyarakat untuk memahami lebih baik praktik adat dan struktur tata kelola

3	 Meskipun pemegang hak adalah masyarakat adat dan masyarakat adat lainnya yang diatur berdasarkan sistem kepemilikan adat, penilai independen 
tidak mengunjungi masyarakat sesuai dengan struktur adat mereka. Sebaliknya, mereka mengunjungi desa-desa yang didirikan berdasarkan sistem 
administratif pemerintah. Meskipun dalam beberapa kasus, desa-desa administratif ini sesuai dengan masyarakat adat, dalam banyak kasus tidak 
demikian; satu desa administratif dapat mencakup beberapa masyarakat adat, dan beberapa kelompok masyarakat adat mungkin tinggal di lebih dari 
satu desa administratif. Masyarakat pemegang hak yang diwawancarai untuk studi kasus ini menyatakan bahwa, meskipun penilai independen mungkin 
telah mengunjungi desa administratif mereka, mereka tidak mengetahui kunjungan tersebut.

Ringkasan Eksekutif

1	 FSC telah menerbitkan dua Kerangka Kerja Remedi. Salah satunya (FSC-PRO-01-007) berlaku untuk perusahaan yang melanggar Kebijakan Asosiasi 
FSC, versi 2, sementara yang lain (FSC-PRO-01-004) berlaku untuk perusahaan yang melanggar Kebijakan Asosiasi FSC, versi 3. Proses Kerangka Kerja 
Remedi yang aktif pada saat penulisan ini adalah Kerangka Kerja Remedi yang berlaku bagi perusahaan yang melanggar Kebijakan Asosiasi FSC, versi 2, 
dan laporan ini akan menggunakan istilah “Kerangka Kerja Remedi” untuk merujuk pada proses tersebut.
2	 Lihat FSC, “Kebijakan Terbaru FSC tentang Asosiasi Menjamin Integritas dalam Sistem FSC”, 4 Oktober 2022, https://ca.fsc.org/ca-en/newsfeed/
fscs-updated-policy-for-association-ensures-integrity-in-the-fsc-system: “Sebuah kelompok perusahaan kini didefinisikan sebagai keseluruhan entitas 
yang terhubung dengan organisasi yang terkait melalui ‘kendali’. Definisi kendali mencakup, namun tidak terbatas pada, kepemilikan. Konsep kendali 
yang diadopsi oleh FSC selaras dengan definisi yang ditetapkan oleh Inisiatif Kerangka Akuntabilitas (AFi).”

Dewan Pengelolaan Hutan (FSC) menerbitkan Kerangka Kerja Remedi (RF)1barunya pada tahun 2023 sebagai prosedur 
“terobosan” untuk menangani kerusakan sosial dan lingkungan yang disebabkan oleh perusahaan kehutanan di masa lalu. RF 
berlaku bagi perusahaan kehutanan yang sebelumnya melanggar standar FSC dan kini ingin kembali bergabung dengan FSC 
serta memperoleh sertifikasi. Bergabung kembali dengan (dan kemungkinan disertifikasi oleh) FSC mengharuskan perusahaan 
tersebut serta perusahaan lain yang FSC anggap berada dalam kelompok korporasi yang sama untuk menerapkan RF.2  Asia 
Pacific Resources International Holdings Ltd (APRIL), anggota kelompok korporasi Royal Golden Eagle (RGE), adalah perusahaan 
pertama yang mengejar implementasi RF, dan kelompok korporasi tersebut (pada saat penulisan) sedang terlibat dalam tahap 
kedua dari proses RF yang terdiri dari tujuh bagian.

Tahap kedua dari proses ini memerlukan penilaian dasar terhadap dampak sosial dan lingkungan yang mungkin perlu ditangani. 
Pada tahun 2024, sebuah perusahaan bernama Remark Asia ditunjuk untuk melakukan penilaian dasar terhadap operasi grup 
APRIL di Sumatra Utara, sementara Hatfield Indonesia ditunjuk untuk melakukan penilaian dasar di Riau serta Kalimantan Utara 
dan Timur. Pada saat laporan ini diterbitkan pada Juni 2025, Remark Asia dilaporkan telah menyelesaikan penilaian dasar di 
Sumatra Utara; laporan penilaian dasar telah dibagikan kepada APRIL dan FSC, tetapi baik Remark Asia, APRIL, maupun FSC 
belum merilis laporan tersebut untuk ditinjau oleh kelompok masyarakat yang terdampak atau masyarakat umum. Sementara 
itu, kontrak Hatfield telah berakhir dan tidak diperpanjang, dan Remark Asia kini telah ditunjuk untuk melanjutkan penilaian di 
dan Kalimantan.

FSC dan APRIL, serta penilai pihak independen Remark Asia dan Hatfield Indonesia, telah menerima kritik signifikan dari 
organisasi non-pemerintah (NGO) lingkungan dan sosial yang berargumen bahwa Kerangka Kerja Remedi belum diterapkan 
dengan benar hingga saat ini. Beberapa kritik berfokus pada implementasi penilaian dasar. Pada November 2024, FPP, Bahtera 
Alam dan YMKL, bersama dengan organisasi mitra lokal, mengunjungi beberapa kelompok masyarakat yang terdampak oleh 
operasi kelompok APRIL untuk memahami bagaimana pelaksanaan penilaian dasar sosial telah dilakukan di lapangan. FPP dan 
organisasi mitra mengunjungi total sembilan kelompok masyarakat: lima di Sumatra Utara, di mana penilaian dasar dilaporkan 
telah selesai; dua di Riau; dan dua di Kalimantan Timur.

Temuan dari sampel kelompok masyarakat ini megungkap adanya tantangan signifikan dalam proses penilaian dasar sosial, 
serta dalam proses Kerangka Kerja Remedi secara lebih luas. Kelompok masyarakat yang dikunjungi menyoroti bahwa dalam 
proses penilaian dasar sosial hingga saat ini, terdapat: 1) kurangnya informasi yang didapatkan masyarakat sehingga transparansi 
proses terbatas; 2) kegagalan untuk bertemu dengan semua kelompok masyarakat yang terdampak oleh konsesi kelompok 
APRIL, apalagi memperoleh FPIC untuk penilaian dasar sosial, sebagaimana diwajibkan oleh Kerangka Kerja Remedi; dan 3) 
kurangnya metodologi praktis untuk mendokumentasikan secara akurat semua kerugian yang perlu diperbaiki.

Dari sembilan kelompok masyarakat yang dikunjungi, hanya dua kelompok masyarakat di Riau yang pernah mendengar tentang 
FSC, APRIL, atau Kerangka Kerja Remedi sebelum tim FPP melakukan kunjungan. Kelompok masyarakat lain menyatakan 
ketidaktahuan tentang FSC sebagai entitas atau RF sebagai proses, hal ini menunjukkan kegagalan FSC dan APRIL dalam 
memastikan pembagian informasi yang tepat dengan masyarakat sejak awal untuk memungkinkan mereka berpartisipasi dalam 
proses tersebut. Pembagian informasi formal: yang dilakukan oleh FSC Kantor Sekretariat Indonesia tentang proses RF hanya 
dilakukan dalam sesi-sesi terbatas yang diadakan di kabupaten atau empat ibu kota provinsi (Samarinda, Medan, Pekanbaru, 
dan Tanjung Selor), yang terutama ditujukan untuk organisasi masyarakat sipil, perwakilan administratif desa hanya hadir dalam 
beberapa sesi ini, tidak semuanya. APRIL saat ini sedang menguji coba proses pembangunan kapasitas dengan 15 kelompok 
masyarakat di Riau, namun sementara itu, ratusan kelompok masyarakat yang terdampak belum menerima dukungan untuk 
memahami proses RF.
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Pengantar

4	 FSC, “Apa yang terkandung dalam label?”, https://fsc.org/en/what-the-fsc-labels-mean.
5	 FSC, “Asia Pacific Resources International Holdings Ltd. Group (APRIL)”, https://connect.fsc.org/current-cases/policy-association-cases/asia-
pacific-resources-international-holdings-ltd-group.
6	 Ibid.
7	 FSC, “Kerangka Kerja Remedi FSC: FSC-PRO-01-007 V1-0 EN: Memfasilitasi sertifikasi dan asosiasi, diatur oleh Kebijakan untuk Mengatasi Konversi 
V1-0 dan Kebijakan untuk Asosiasi Organisasi dengan FSC V2-0”, 15 Maret 2023.
8	 Lihat Yayasan Auriga Nusantara, Environmental Paper Network, Greenpeace International, Woods &amp; Wayside International, dan Rainforest 
Action Network, “Deforestation Anonymous: Penghancuran Hutan Hujan dan Konflik Sosial yang Dipicu oleh PT Mayawana Persada di Kalimantan 
Indonesia”, Maret 2024, https://www.greenpeace.org/static/planet4-international-stateless/2024/03/3fb4c6b2-deforestation-anonymous.pdf; 
Rainforest Action Network, “Deforestasi Massal dan Masalah Akuntabilitas Tetap Ada di Grup Royal Golden Eagle”, 15 Agustus 2024, https://
www.ran.org/forest-frontlines/massive-deforestation-and-accountability-issues-remain-at-royal-golden-eagle-group/?_gl=1*2g5r26*_up*MQ..*_
ga*MTkxNzY3NDI3NS4xNzMyNjU1OTgz*_ga_5DXDCWR1WZ*MTczMjY1NTk4Mi4xLjEuMTczMjY1NjAxNS4wLjAuMA; dan Greenpeace International, Di 
Bawah Bayang-bayang Elang, 20 Mei 2025, https:// www.greenpeace.org/static/planet4-international-stateless/2025/05/31292ae8-under-the-eagles-
shadow-report-2025-p4-.pdf
9	 Ibid.
10	 APRIL, “Forum Pemangku Kepentingan APRIL tentang Solusi FSC: Laporan Forum Lengkap”, Agustus 2024, https://remedy.aprilasia.com/wp-
content/uploads/2024/08/ Full-Report_ENGLISH_APRIL-Stakeholder-Forum.pdf, hlm. 14-18.

Forest Stewardship Council (FSC) adalah organisasi multi-pemangku yang mempromosikan pengelolaan hutan berkelanjutan 
melalui sertifikasi perusahaan dan produk yang mematuhi standar lingkungan dan sosialnya. FSC menggambarkan sertifikasinya 
sebagai “tanda kepercayaan dunia untuk pengelolaan hutan berkelanjutan”.4 Perusahaan yang mematuhi Kebijakan Asosiasi 
FSC dapat “bergabung” dengan FSC dan mengajukan permohonan sertifikasi FSC. Perusahaan yang terbukti melanggar 
Kebijakan Asosiasi akan diputus hubungannya. Sebelum 2023, tidak ada opsi bagi perusahaan yang diputus hubungannya untuk 
bergabung kembali dengan FSC. Namun, pada 2023, FSC merilis Kerangka Kerja Remedi Baru yang menetapkan proses bagi 
perusahaan yang diputus hubungannya untuk memperbaiki pelanggaran masa lalu dan bergabung kembali dengan FSC.

Asia Pacific Resources International Holdings Ltd (APRIL) adalah perusahaan pertama yang memulai proses implementasi 
Kerangka Kerja Remedi FSC yang baru untuk mengajukan permohonan kembali menjadi anggota FSC. Pada tahun 2013, APRIL 
dicabut keanggotaannya dari FSC setelah adanya tuduhan tentang deforestasi skala besar.5 APRIL dan semua anggota yang 
ditemukan oleh FSC sebagai bagian dari kelompok korporasinya harus berhasil menerapkan Kerangka Kerja Remedi untuk dapat 
kembali menjadi anggota FSC. Seperti yang diidentifikasi oleh FSC, kelompok korporasi APRIL terdiri dari sepuluh entitas dalam 
kelompok korporasi Royal Golden Eagle Pte Ltd (RGE): delapan kelompok bisnis – APRIL, APR, Asia Symbol, Sateri, Asian Agri, 
Apical, Bracell, dan Pacific Energy – serta dua unit bisnis, dan sebuah perusahaan saudara, PT Toba Pulp Lestari (PT TPL).6

Kerangka Kerja Remedi FSC, yang berlaku untuk APRIL dan anggota kelompok korporasinya yang diidentifikasi, mengharuskan 
proses tujuh tahap untuk memperbaiki kerugian yang menyebabkan pemutusan hubungan.7  Pada saat penulisan, kelompok 
APRIL sedang berada di tahap kedua proses ini, yang melibatkan persiapan penilaian dasar sosial dan lingkungan. Langkah 
pertama dalam proses ini melibatkan pembentukan sistem dan prosedur untuk menerapkan Kerangka Kerja Remedi (RF).

FSC dan APRIL keduanya menerima kritik dari LSM lingkungan dan sosial yang berargumen bahwa Kerangka Kerja Remedi hingga 
saat ini belum diterapkan dengan tepat. Salah satu kritik yang menonjol adalah bahwa kelompok RGE terus menyebabkan 
kerusakan lingkungan dan sosial, dan FSC tidak boleh mengizinkan APRIL untuk melanjutkan implementasi RF – dan dengan 
demikian pemulihan hubungan dengan FSC – selama tindakan merusak tersebut masih berlangsung. Beberapa LSM telah 
menerbitkan laporan yang menyatakan bahwa kelompok RGE terlibat dengan kelompok dan perusahaan “bayangan” seperti PT 
Mayawana Persada yang terlibat dalam aktivitas deforestasi dan pelanggaran hak adat yang dianggap tidak dapat diterima oleh 
FSC.8 Laporan-laporan ini mendesak penangguhan proses Kerangka Kerja Remedi APRIL hingga aktivitas-aktivitas yang tidak 
dapat diterima tersebut dihentikan.9

Pada Juni 2024, APRIL menyelenggarakan Forum Pemangku Kepentingan untuk membahas perkembangan implementasi 
Proses Kerangka Kerja Remedi (Remedy Framework) hingga saat ini. Pada forum tersebut, peserta mengemukakan kekhawatiran 
terkait proses penilaian dasar, antara lain menyoroti perlunya metodologi yang lebih kokoh dan transparan untuk penilaian 
dasar; bahwa penilai independen perlu menghabiskan lebih banyak waktu dengan masyarakat yang terdampak; bahwa penilai 
independen perlu menghormati hak masyarakat untuk FPIC; serta mengangkat pertanyaan seputar potensi konflik kepentingan 
dan independensi penilai.10  Perwakilan masyarakat yang hadir juga menekankan perlunya penilai independen untuk memetakan

jangkauan hak adat dan berinteraksi dengan masyarakat setempat yang kritis terhadap perusahaan-perusahaan tersebut. 
Selama Forum, FSC menyatakan bahwa pihaknya telah mencatat kekhawatiran yang diajukan, termasuk terkait tuduhan konflik 
kepentingan para penilai. FSC juga menyampaikan bahwa pihaknya sedang mengembangkan indikator FPIC untuk proses 
Kerangka Kerja Remedi, yang akan dibagikan pada akhir 2024.11  APRIL melaporkan bahwa tidak semua pemegang hak telah 
diidentifikasi, tetapi ketika mereka telah diidentifikasi, penilai independen akan bertemu dengan kelompok masyarakat yang 
terdampak untuk membahas hasil penilaian mereka.12  Juga perlu dicatat bahwa pekerjaan penilai independen – PT Hatfield 
Indonesia – di Riau dan Kalimantan telah dihentikan sementara.13  (Sejak dilaksanakannya Forum, proses penilaian dasar di Riau 
dan Kalimantan telah dilanjutkan kembali, dengan Remark Asia sebagai penilai independen yang ditunjuk.)

Sejak Forum Pemangku Kepentingan APRIL, belum ada pembaruan publik mengenai proses penilaian dasar. Menurut informasi 
yang diterima tim FPP dari APRIL, penilaian dasar sosial untuk konsesi PT TPL di Sumatra Utara telah diselesaikan oleh Remark 
Asia pada November 2024 dan diserahkan ke Sekretariat FSC. Pada saat laporan ini diterbitkan pada Juni 2025, penilaian 
dasar ini masih belum dirilis, bahkan belum dibagikan kepada masyarakat yang terdampak, dan penulis laporan ini belum 
dapat mengakses salinan penilaian dasar tersebut meskipun telah mengajukan beberapa permintaan kepada Remark Asia dan 
FSC. Pada Desember 2024, Remark Asia menanggapi permintaan informasi, menjelaskan bahwa prosedur FSC mensyaratkan 
penilaian dasar harus melalui verifikasi pihak ketiga sebelum dapat dipublikasikan, dan bahwa mereka terikat Perjanjian 
Kerahasiaan dengan FSC yang mencegah mereka membagikan informasi secara langsung. Mereka mencatat bahwa verifikasi 
pihak ketiga untuk penilaian dasar yang telah selesai belum dimulai.

FSC tidak menanggapi beberapa permintaan untuk merilis laporan penilaian dasar. Setelah mengetahui bahwa FSC telah 
menugaskan Remark Asia untuk melakukan penilaian dasar di Kalimantan meskipun ada kekhawatiran yang telah diajukan 
mengenai pekerjaan penilaiannya di Sumatra Utara, FPP, bersama dengan organisasi mitra Yayasan Masyarakat Kehutanan 
Lestari (YMKL) dan Bahtera Alam, mengajukan pengaduan resmi kepada FSC, Remark Asia, dan APRIL pada Februari 2025 
mengenai kelemahan dalam implementasi Kerangka Kerja Remedi hingga saat ini.1414  Setelah pengajuan keluhan dan email 
tindak lanjut yang meminta pelepasan laporan penilaian dasar, FSC mencatat bahwa “Laporan penilaian dasar mengandung 
informasi sensitif dan rahasia yang dilindungi dan tidak dapat dibagikan. Ringkasan penilaian dasar akan dipublikasikan sebagai 
bagian dari Catatan Konsep yang disetujui di Bagian 23.6, Bab 3.”15  Catatan Konsep yang dimaksud adalah Catatan Konsep APRIL 
untuk rencana perbaikan mereka, yang harus didasarkan pada laporan analisis dampak yang dihasilkan dengan memasukkan 
hasil penilaian dasar lingkungan dan sosial.

Penilaian dasar sosial atas konsesi anak perusahaan APRIL, yaitu PT Riau Andalan Pulp & Paper (PT RAPP) di Riau, PT Adindo 
Hutani Lestari (PT AHL) di Kalimantan Utara, dan PT Itci Hutani Manunggal (PT IHM) di Kalimantan Timur, sedang berlangsung; 
penilaian meja telah selesai, dan kunjungan lapangan belum dilakukan. Penilaian meja telah diselesaikan oleh Hatfield Indonesia, 
dan kunjungan lapangan akan diselesaikan oleh penilai yang berbeda. LSM sosial mengetahui pada akhir Januari 2025 bahwa 
penilai yang dikontrak untuk menyelesaikan penilaian dasar sosial di Riau dan Kalimantan adalah Remark Asia.

Banyaknya kekhawatiran dan pertanyaan yang diajukan, terutama terkait pelaksanaan penilaian dasar sosial, dan hal ini 
mendorong perlunya penyelidikan yang lebih mendalam dan adanya informasi publik mengenai proses tersebut. Tim dari FPP, 
bersama Bahtera Alam, YMKL, dan organisasi mitra lokal lainnya, mengunjungi beberapa kelompok masyarakat pada November 
2024 untuk memahami pengalaman mereka dalam proses penilaian dasar sosial. Laporan ini merangkum temuan dari sampel 
kecil kelompok-kelompok masyarakat dan berbagi pelajaran yang dipetik untuk implementasi berkelanjutan proses Kerangka 
Kerja Remedi FSC, baik untuk APRIL maupun untuk perusahaan-perusahaan di masa depan yang mungkin mengikuti proses 
ini. Meskipun laporan ini dimaksudkan terutama untuk mendokumentasikan, kekhawatiran spesifik dan rekomendasi untuk 
perbaikan proses penilaian dasar sosial melalui format studi kasus, laporan ini juga mendokumentasikan tuduhan pelanggaran 
hak asasi manusia, baik yang terjadi di masa lalu maupun yang sedang berlangsung. Informasi tersebut dipublikasikan atas 
permintaan masyarakat yang dikunjungi.

11	 Ibid, hlm. 16-17.
12	 Ibid, hlm. 16.
13	 Ibid, hlm. 11.
14	 Lihat Lampiran B
15	 Email dari Julian Nierentz, Manajer Program (Pengelolaan Kasus), FSC International, tertanggal 20 Maret 2025. Lihat Lampiran K.
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Sumatra Utara
Latar Belakang: Perjuangan Suku Batak Toba 
melawan pelanggaran hak-hak mereka oleh 
PT TPL

a.	 Suku Batak Toba

Suku Batak Toba adalah suku asli yang mendiami bagian utara Sumatra, terutama di sekitar Danau Toba. Suku Batak Toba 
secara tradisional mengidentifikasi diri mereka berdasarkan marga (klan) dan huta (desa), dan masyarakat sering kali dinamai 
berdasarkan pendiri leluhur mereka (ompu berarti “kakek” dalam bahasa Batak Toba). Sistem pemerintahan tradisional dan 
sistem kepemilikan tanah mereka saling terkait erat, dengan huta sering kali merujuk pada unit politik dan teritorial. Desa 
(huta) dikelola oleh para tetua desa yang secara kolektif dikenal sebagai raja ni huta, serta diatur melalui sistem hukum adat dan 
tradisi yang jelas. Biasanya, kepemimpinan adat (ketua adat) meliputi para tetua dari berbagai marga di dalam desa. Struktur 
pemerintahan tradisional Batak Toba tidak sejalan dengan struktur pemerintahan administratif yang ditetapkan oleh negara, 
dan batas-batas desa adat juga tidak sejalan dengan batas-batas desa administratif , terutama karena banyak desa telah 
didorong oleh pemerintah untuk pindah ke dekat jalan dan layanan. Meskipun demikian, Batak Toba tetap menjaga hubungan 
yang erat dengan tanah mereka, yang menjadi sumber daya untuk kehidupan sehari-hari maupun praktik spiritual

Metodologi

16	 Lampiran A terlampir.

Tim yang terdiri dari staf FPP, YMKL, Bahtera Alam, dan organisasi mitra lokal menghabiskan beberapa hari berkunjung di 
Sumatra Utara, Riau, dan Kalimantan Timur untuk mempelajari lebih lanjut tentang pengalaman mereka dalam penilaian dasar 
sosial yang dilakukan sebagai bagian dari proses Kerangka Kerja Remedi APRIL. Tim mengunjungi empat kelompok masyarakat 
(meskipun bertemu dengan perwakilan dari lima kelompok masyarakat) di Sumatera Utara bersama AMAN Tano Batak; dua 
desa di Riau bersama Bahtera Alam; dan satu kelompok masyarakat di Kalimantan Timur bersama AMAN Kalimantan Timur. 
Setiap kunjungan berlangsung selama satu hari dan melibatkan wawancara kelompok dan diskusi dengan anggota masyarakat 
yang hadir. Meskipun tidak semua anggota masyarakat hadir dalam setiap pertemuan, ketua adat (pemimpin adat) dari setiap 
kelompok masyarakat serta anggota lain dari lembaga adat (lembaga pemerintahan adat) hadir dalam setiap pertemuan. Pada 
Februari 2025, FPP dan organisasi mitra lokal mengunjungi kelompok masyarakat yang sama (kali ini mengunjungi kelima 
kelompok masyarakat di Sumatera Utara) untuk memverifikasi dan memperbarui informasi dalam laporan ini. AMAN Kalimantan 
Timur juga mengunjungi kedua kelompok masyarakat di Kalimantan Timur yang telah mendengar tentang penelitian ini dan 
menyampaikan keinginan agar informasi mereka dimasukkan dalam laporan ini. Tim FPP menjalin kontak dengan masyarakat 
melalui organisasi masyarakat sipil atau organisasi berbasis masyarakat yang bekerja erat dengan kelompok masyarakat 
tersebut dan meminta izin untuk setiap kunjungan dari kepemimpinan adat (ketua adat atau kepala adat) masyarakat. Setiap 
anggota tim menggunakan kuesioner yang sama16  untuk mengumpulkan informasi mengenai pelanggaran hak yang dialami 
anggota setiap kelompok dan mengenai partisipasi masyarakat dalam proses penilaian dasar sosial.

Tim FPP telah meminta dan memperoleh izin untuk mencatat dan menyertakan informasi yang diperoleh dari wawancara 
kelompok dalam laporan ini. Naskah draf yang telah diverifikasi oleh masyarakat sebelum diterbitkan.

Tim FPP juga memberikan kesempatan kepada FSC, APRIL, Remark Asia, Hatfield Indonesia, PT TPL, PT RAPP, dan PT IHM 
untuk memberikan tanggapan terhadap isi laporan ini. FPP menerima tanggapan dari FSC International, APRIL, PT TPL, dan 
Remark Asia. Tanggapan FSC terbatas pada komentar mengenai karakterisasi persyaratan Kerangka Kerja Remedi FSC, dan 
komentar tersebut telah dipertimbangkan dan ditangani dalam laporan akhir. Tanggapan dari APRIL, PT TPL, dan Remark Asia 
dipublikasikan dalam laporan ini sebagai Lampiran F, H, dan J, masing-masing, bersama dengan catatan pendahuluan yang 
menanggapi masalah yang diangkat dalam Lampiran E, G, dan I.

Area hutan alam di dekat sungai yang dibersihkan oleh PT Toba Pulp Lestari (TPL). Toba Pulp Lestari di Kecamatan 
Parmonangan, Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara. (Foto: Hengky, AMAN Tano Batak)

Kelompok-kelompo 
masyarakat yang dikunjungi 
di Sumatera Utara, Riau, 
dan Kalimantan Timur 
untuk mendokumentasikan 
pengalaman mereka dalam 
penilaian dasar sosial. Peta 
menyoroti lokasi desa (titik 
merah) dan wilayah konsesi 
tiga perusahaan pulp dan 
kertas besar: PT Toba Pulp 
Lestari (TPL), PT Riau 
Andalan Pulp and Paper 
(RAPP), dan PT ITCI Hutani 
Manunggal (IHM).
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Sumatera Utara
Pengalaman Masyarakat dalam Penilaian 
Dampak Sosial di Wilayah Konsesi PT TPL

Lima kelompok masyarakat Batak Toba, yaitu Natumingka, Sihaporas, Dolok Parmonangan, Sigala-gala Lobunauli, dan Ompu 
Ronggur, semuanya terletak di dalam atau berdekatan dengan konsesi PT TPL di Sumatera Utara. Empat dari kelompok-
kelompok masyarakat tersebut, atau setidaknya desa administratif tempat kelompok tersebut berada, diidentifikasi oleh 
Remark Asia sebagai kelompok masyarakat yang berpotensi terdampak yang memerlukan kunjungan dalam proses penilaian 
dasar sosial, dan kelima kelompok tersebut memiliki hak atas tanah adat di desa-desa yang diidentifikasi oleh Remark Asia.

Secara keseluruhan, terdapat 18 huta atau kelompok masyarakat adat yang diidentifikasi oleh Badan Registrasi Wilayah Adat 
(BRWA) dan AMAN Tano Batak, di mana tanah adat mereka tumpang tindih dengan konsesi PT TPL. Lahan adat dari 18 kelompok 
masyarakat ini mencakup 35.121 ha, di mana 25.531,01 ha tumpang tindih dengan konsesi PT TPL, tersebar di lima kabupaten: 
Toba, Tapanuli Utara, Humbang Hasundutan, Simalungun, dan Samosir. Lima huta yang dikunjungi untuk laporan ini secara adat 
memiliki lahan seluas 6.786 ha, di mana sekitar 3.725 ha tumpang tindih dengan konsesi PT TPL.

b.	 PT TPL

PT Toba Pulp Lestari (TPL) adalah perusahaan terbuka yang terdaftar di Indonesia yang mengoperasikan hampir 168.000 ha 
konsesi perkebunan pulp dan kertas di Sumatra Utara.17 Meskipun kedua perusahaan membantah adanya hubungan, 18 PT 
TPL telah dinyatakan oleh FSC sebagai bagian dari kelompok korporasi yang lebih luas, yakni Royal Golden Eagle (RGE) dan 
karenanya,  juga merupakan bagian dari APRIL.19 PT TPL pertama kali didirikan di Indonesia pada tahun 1983 dengan nama 
PT Inti Indorayan Utama. Konsesi perusahaan tumpang tindih dengan tanah Batak Toba, dan terdapat banyak laporan tentang 
kekerasan yang digunakan perusahaan untuk menekan protes terhadap operasi mereka pada tahun 1980-an dan 1990-an.20 
Perusahaan mengubah namanya menjadi PT Toba Pulp Lestari pada tahun 2001 dalam upaya rebranding, tetapi tuduhan 
pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan perusahaan terus berlanjut.

17	 APRIL, “Area Dampak: Sumatera Utara”, https://remedy.aprilasia.com/impact-areas/north-sumatra/.
18	 Lihat “Pernyataan tentang Keterlibatan RGE dengan TPL”, 25 April 2022, https://www.rgei.com/attachments/article/1805/RGE%20statement%20
on%20 TPL_25%20April%202022.pdf dan Toba Pulp Lestari, “Pernyataan TPL tentang Laporan Rainforest Action Network”, 21 Maret 2024, https://www.
tobapulp.com/ wp-content/uploads/2024/03/tpl-statement-on-rainforest-action-network-report.pdf.
19	 FSC, “Asia Pacific Resources International Holdings Ltd. Group (APRIL)”, https://connect.fsc.org/asia-pacific-resources-international-holdings-ltd-
group-april.
20	 Lihat, misalnya, Wikipedia, “PT Inti Indorayon Utama”, https://en.wikipedia.org/wiki/PT_Inti_Indorayon_Utama.

Pembukaan hutan alami untuk perkebunan eucalyptus oleh PT Toba Pulp Lestari (TPL). PT Toba Pulp Lestari di Huta Tornauli, 
Desa Manalu Dolok, Kecamatan Parmonangan, Kabupaten Tapanuli Utara. (Foto: Hengky, AMAN Tano Batak)

Kelompok-kelompok 

masyarakat di Sumatra 

Utara—seperti Sihaporas, 

Sigala-gala, dan Ompu 

Ronggur—berbagi 

pengalaman mereka terkait 

penilaian dasar sosial dalam 

konteks operasi PT Toba Pulp 

Lestari (TPL).
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Database BRWA tentang wilayah adat

Badan Registrasi Wilayah Adat (BRWA)21 adalah organisasi yang mengumpulkan data tentang wilayah adat 

masyarakat adat di Indonesia. Organisasi ini dibentuk oleh koalisi organisasi berbasis masyarakat dan organisasi 

masyarakat sipil untuk memenuhi kebutuhan mendokumentasikan data dan informasi tentang tanah masyarakat 

adat.

BRWA mengelola database wilayah adat milik masyarakat adat. Database ini berisi informasi tentang sejarah, 

populasi, praktik penggunaan lahan adat, lembaga dan aturan tata kelola adat, serta fitur dan batas lahan setiap 

kelompok masyarakat yang terdaftar. Masyarakat adat harus terlebih dahulu mendaftarkan informasi mereka ke 

BRWA, dan kemudian BRWA akan memverifikasi data yang diajukan oleh kelompok masyarakat tersebut. Kedua 

langkah ini harus mengikuti proses yang diterbitkan oleh BRWA.22 Database mencatat apakah informasi untuk 

suatu kelompok masyarakat hanya terdaftar atau telah diverifikasi. Database juga mencatat apakah masyarakat 

telah menerima pengakuan resmi dari pemerintah mengenai keberadaan mereka sebagai masyarakat adat dan/

atau wilayah mereka. Meskipun tidak semua kelompok masyarakat adat telah mendaftar ke BRWA, data BRWA 

dapat memberikan gambaran tentang skala pengakuan klaim wilayah adat di seluruh negeri.

a.	 Natumingka

Kelompok masyarakat adat Ompu Raja Duraham Simanjuntak Natumingka terletak di kecamatan Borbor, kabupaten Toba, 
Sumatera Utara. Batas administratif Desa Natumingka adalah sama persis dengan batas Desa tersebut secara adat, dan desa 
ini diidentifikasi oleh Remark Asia sebagai desa yang berpotensi terdampak oleh konsesi PT TPL.23 Meskipun masyarakat adat 
terletak di dalam satu desa administratif, Pimpinan desa bukanlah salah satu pemimpin adat (ketua adat). Kelompok masyarakat 
tersebut masih mematuhi sistem kepemilikan tanah adat dan aturan adat mereka, beberapa di antaranya tercatat dalam basis 
data publik BRWA.24 Mereka mencatat bahwa tanah masyarakat telah diakui sejak tahun 1950-an oleh program reboisasi 
pemerintah saat itu, dan pada saat itu pemerintah telah berjanji untuk mengembalikan tanah tersebut kepada masyarakat.

Masyarakat telah berjuang untuk melindungi tanah mereka dari PT Inti Indorayon Utama sekarang PT Toba Pulp Lestari (TPL) 
sejak tahun 1997. Anggota masyarakat melaporkan bahwa sejak perusahaan pertama kali masuk ke tanah mereka, perusahaan 
tersebut tidak pernah berusaha untuk bertemu dengan masyarakat dan meminta izin untuk bekerja di tanah mereka. Sebaliknya, 
perusahaan membawa polisi untuk mengintimidasi dan mengancam masyarakat agar menyerahkan tanah mereka. Seorang 
tokoh tua mengingat bahwa pada masa itu, anggota masyarakat diancam dengan senjata api dan diberitahu bahwa jika mereka 
ingin tetap hidup, mereka harus meninggalkan tanah mereka. Ia menyatakan, “Kami siap mati untuk tanah kami di sini… Jika 
kami tidak berjuang untuk tempat ini, apa yang akan kami tinggalkan untuk anak-anak kami?”

Masyarakat memperkirakan bahwa sekitar 1.156 ha dari 2.406,26 ha lahan tradisional yang meliputi hutan yang tumbuh dengan 
kemenyan, perkebunan kopi, dan tanaman lainnya, telah dihancurkan oleh perusahaan. Operasi perusahaan telah meratakan 
kuburan masyarakat serta situs pemukiman lama. Operasi perkebunan juga memperkenalkan hama yang merusak tanaman 
masyarakat, termasuk kopi dan padi, yang ditanam oleh anggota masyarakat di luar area konsesi. Masyarakat juga menyadari 
bahwa air mereka tampaknya tercemar, dan longsor terjadi setiap tahun yang membuat berbahaya bagi anak-anak mereka 
untuk berjalan ke sekolah.

21	  BRWA dalam bahasa Inggris adalah Badan Pendaftaran Wilayah Adat.
22	 Lihat BRWA, “Prosedur”, https://brwa.or.id/pages/prosedur; BRWA, “Pedoman Registrasi Verifikasi: Masyarakat Adat dan Wilayah Adat”, https://
brwa.or.id/assets/image/rujukan/1639145265.pdf.
23	 Surat dari Remark Asia kepada YMKL dan Koalisi LSM, 5 April 2024.
24	 BRWA, “Wilayah Adat Huta Natumingka”, https://brwa.or.id/wa/view/a055a2k0WDN2NmM/.

Pada tahun 2018, masyarakat mulai mengambil kembali lahan mereka dengan menanam di ganti dengan “tanaman pangan 
masyarakat” di beberapa area di mana PT TPL telah selesai memanen pohon Akasia/eucalyptus. Hal ini telah menyebabkan 
peningkatan kasus intimidasi dan kriminalisasi oleh perusahaan. Setidaknya tiga anggota masyarakat dilaporkan ke polisi pada 
tahun 2020, meskipun mereka dibebaskan tanpa dikenakan tuntutan. Seorang perempuan dari masyarakat melaporkan bahwa 
pada tahun 2021, Ia dibawa paksa ke kantor PT TPL saat sedang mengerjakan lahan untuk ditanam. Di tempat tersebut Ia 
dipaksa  menandatangani sebuah surat yang menyatakan bahwa Ia tidak akan mengelola tanah miliknya lagi. Ia tidak pernah 
mendapatkan salinan dari surat yang dipaksakan kepadanya untuk ditandatangani. Pada Mei 2021, sekitar selusin anggota 
masyarakat memprotes penanaman paksa yang dilakukan oleh PT TPL di wilayah adat mereka. Karyawan PT TPL yang bekerja 
di area tersebut serta  anggota kepolisian dan militer yang mengawasi persitiwa ini, melempari batu ke arah para pengunjuk rasa 
dan memukul salah satu perempuan dengan tongkat. Perempuan di dalam kelompok masyarakat tersebut melaporkan bahwa 
mereka mengalami trauma akibat tindakan kekerasan seperti demikian dalam membela hak atas tanah mereka, dan kini mereka 
takut akan terjadinya kekerasan fisik lebih lanjut.

Pada akhir tahun 2024, masyarakat Natumingka mengorganisir diri untuk menghadapi petugas tanggung jawab sosial PT TPL 
terkait hak atas tanah mereka. Mereka menandatangani perjanjian pada 7 November 2024 yang menyatakan bahwa: kedua 
belah pihak mengakui hak masyarakat atas tanah adat mereka; masyarakat memberikan izin kepada perusahaan untuk 
menebang pohon eucalyptus di tanah adat mereka; dan bahwa perusahaan tidak akan menanam pohon eucalyptus di tanah 
mereka setelah menebang pohon yang sudah tumbuh. Ini adalah kali pertama masyarakat tersebut membuat perjanjian 
dengan PT TPL, yang sebelumnya tidak pernah meminta izin masyarakat untuk bekerja di lahan mereka. Perusahaan memanen 
sisa pohon eucalyptus di lahan masyarakat pada November. Pada Desember 2024, PT TPL mengirim surat25 kepada pejabat 
pemerintah setempat mengeluhkan pihak-pihak yang mengklaim mewakili masyarakat asli mengganggu operasional mereka 
di delapan lokasi yang disebutkan. Salah satu lokasi yang disebutkan berada di Natumingka, dan PT TPL menyatakan bahwa 
masyarakat berusaha mengklaim 1.158 ha dari konsesi perusahaan. Masyarakat menyatakan kekhawatiran serius terhadap klaim 
PT TPL ini, karena informasi yang mereka miliki menunjukkan bahwa konsesi PT TPL tumpang tindih dengan 600 ha lahan 
adat mereka. Masyarakat mencatat bahwa banyak area yang diklaim oleh PT TPL adalah area yang berisi rumah-rumah desa 
dan makam, dan mereka khawatir bahwa klaim yang diperluas ini mencakup area-area penting lainnya di dalam tanah adat 
mereka. Perusahaan membawa peralatan berat ke Natumingka segera setelah surat ini dibagikan untuk memulai pembersihan 
lahan untuk penanaman baru. Penduduk Natumingka khawatir bahwa perusahaan tidak berniat menegakkan perjanjian mereka 
dengan desa dan berencana untuk meningkatkan intimidasi, kekerasan, dan perusakan tanah mereka.

Selama bertahun-tahun, beberapa keluarga telah meninggalkan masyarakat untuk mencari penghidupan di tempat lain. 
Kehadiran PT TPL telah menyebabkan perpecahan internal dalam masyarakat, dengan sekitar 30 dari 150 keluarga, termasuk 
kepala desa, memilih untuk bekerja sama dengan perusahaan. Akibat 30 keluarga melanggar hukum adat dan menyerahkan 
tanah mereka kepada perusahaan, kepemimpinan adat masyarakat (ketua adat) menjatuhkan sanksi kepada keluarga-keluarga 
tersebut dengan cara mengucilkan mereka. Hal ini berarti keluarga-keluarga tersebut kehilangan hak untuk ikut serta dalam 
pengelolaan dan penggunaan tanah komunal di dalam wilayah tanah adat masyarakat. Mereka hanya dapat mengelola lahan 
keluarga mereka sendiri.

Hanya sedikit anggota masyarakat yang pernah mendengar tentang FSC sebelum kunjungan tim FPP, dan tidak ada yang pernah 
mendengar tentang Remark Asia. Pemimpin adat masyarakat (ketua adat) belum menerima informasi apa pun dari Remark 
Asia, APRIL, atau FSC mengenai proses Kerangka Kerja Remedi FSC maupun penilaian dasar. Meskipun masyarakat memiliki 
rasa tidak percaya yang mendalam terhadap PT TPL, mereka menyatakan kesediaan untuk bertemu dengan Remark Asia atau 
penilai independen lain untuk berpartisipasi dalam penilaian dasar sosial untuk proses Kerangka Kerja Remedi FSC. Mereka 
melaporkan bahwa satu-satunya solusi yang mereka bersedia terima adalah agar perusahaan meninggalkan tanah mereka dan 
mendesak pemerintah untuk mengakui dan menghormati tanah adat masyarakat. Hal ini dapat mencakup perusahaan menulis 
surat kepada pemerintah meminta agar tanah masyarakat dikeluarkan dari konsesi perusahaan.

25	  Lihat Lampiran D.
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b.	 Dolok Parmonangan

Masyarakat Ompu Umbak Siallaggan, huta Dolok Parmonangan, terletak di desa administratif Pondok Bulu, di kecamatan 
Dolok Panribuan, kabupaten Simalungun, Sumatera Utara. Pondok Bulu memiliki lima dusun, di mana Ompu Umbak Siallaggan 
merupakan dusun kelima. Perlu dicatat bahwa terdapat desa administratif terpisah bernama Dolok Parmonangan. Kedua desa 
administratif Dolok Parmonangan dan Pondok Bulu terdaftar dalam daftar kelompok masyarakat yang berpotensi terdampak 
oleh Remark Asia. Pemimpin Administratif desa tidak berasal dari masyarakat Ompu Umbak Siallaggan. Kelompok masyarakat 
ini masih mengikuti hukum adat mereka dengan ketat dan telah mendokumentasikan beberapa tradisi ini dalam basis data 
BRWA yang terbuka untuk umum.26

PT TPL pertama kali memasuki tanah adat Ompu Umbak Siallangan pada tahun 1984. Tidak ada perwakilan dari perusahaan yang 
pernah mendekati masyarakat untuk meminta izin beroperasi di tanah mereka. Kawasan konsesi perusahaan tumpang tindih 
dengan 425 ha dari 851 ha lahan adat masyarakat, dan operasi perusahaan telah menghancurkan kebun-kebun yang ditanam 
oleh anggota masyarakat seperti pete, jengkol, nangka, dan tanaman lainnya. Ketika anggota masyarakat terus menanam ubi 
jalar di lahan adat mereka, perusahaan menyemprot ladang mereka dengan pestisida dan herbisida yang membunuh tanaman 
mereka. Sumber air masyarakat juga tercemar akibat operasi perusahaan melalui erosi tanah dan penggunaan pestisida serta 
herbisida, sehingga anggota masyarakat tidak dapat lagi memancing di sungai yang mengalir melalui lahan mereka. Mereka 
khawatir bahwa pohon Eucalyptus yang tumbuh cepat milik perusahaan dan perubahan iklim memperparah dampak ini, karena 
mata air tawar di dataran tinggi mereka telah mengering dan menghilang.

Anggota masyarakat juga mengaitkan peningkatan konflik manusia-satwa liar dengan operasi PT TPL; mereka mencatat bahwa 
operasi perusahaan telah mengurangi habitat satwa liar, menyebabkan tikus hutan, babi hutan, dan monyet masuk ke kebun 
dan desa mereka mencari makanan. Masyarakat berencana untuk mengembalikan dua pertiga lahan mereka menjadi hutan 
setelah mereka mendapatkan kembali kendali penuh atas lahan adat mereka.

Masyarakat telah mulai mengambil kembali tanah mereka dengan menanam tanaman pangan di area-area di mana perusahaan 
telah selesai menebang pohon. Hal ini berujung pada terjadinya kasus-kasus intimidasi, pelecehan, dan kriminalisasi yang sering 
terjadi.27  Sering terjadi hal tidak mengenakan di mana staf keamanan PT TPL, didampingi oleh personel polisi dan militer, 
mendorong-dorong perempuan saat mereka sedang menanam di ladang mereka. Anggota masyarakat juga dilaporkan oleh TPL 
ke polisi dan ditangkap jika mereka mencoba mengambil kayu dari lahan adat mereka untuk membangun rumah.

Anggota masyarakat melaporkan bahwa insiden kekerasan fisik dan kriminalisasi meningkat mulai tahun 2018, saat demonstrasi 
yang dipimpin oleh masyarakat. Pada akhir 2022 hingga awal 2023, beberapa rumah terbakar tanpa penjelasan yang jelas dan 
masuk akal. Pemimpin adat masyarakat (ketua adat) Sorbatua Siallangan ditahan selama 9 bulan pada tahun 2024 dengan 
tuduhan bahwa ia menduduki tanah milik PT TPL, meskipun tanah tersebut merupakan tanah adat miliknya. Ia dijatuhi 
hukuman penjara dua tahun dan denda 1 Miliar Rupiah, namun ia berhasil memenangkan banding di pengadilan tingkat provinsi. 
Pemerintah kini mengajukan banding atas pembebasannya ke Mahkamah Agung Indonesia.

Pada 2 Desember 2024, terjadi insiden serius di mana beberapa anggota masyarakat terluka akibat tindakan staf keamanan PT 
TPL.28 Anggota masyarakat tersebut sedang melakukan protes terhadap ancaman penghancuran kawasan tangkapan air mereka 
yang merupakan sumber air utama yang mereka andalkan. Sejak 2006, perusahaan telah merusak dua kawasan tangkapan 
air milik masyarakat, dan masyarakat terpaksa mencari sumber air baru di dalam wilayah mereka. Masyarakat merasa harus 
melindungi sumber air ketiga ini, yang juga terletak di kawasan hutan lindung. Selama protes pada Desember 2024, petugas 
keamanan PT TPL melemparkan batu ke arah anggota masyarakat, mengenai kepala seorang pria, melukai bibir bawah seorang 
pria, dan melukai telinga seorang wanita. Seorang pria didorong ke parit dan tenggelam dalam lumpur. PT TPL mengeluarkan 
pernyataan pada hari yang sama, yang mana pernyataan tersebut mengisyaratkan bahwa anggota masyarakat yang terlibat 
dalam protes tersebut “mengklaim” mewakili Ompu Umbak Siallagan

26	 RWA, “Wilayah Adat Huta Utte Anggir Dolok Parmonangan”, https://brwa.or.id/wa/view/V2xtOVZEcl83LU0.
27	 Sebagai contoh, lihat misalnya, AMAN, “Perempuan Adat di Garda Depan Perlawanan terhadap TPL”, 19 Juli 2022, https://aman.or.id/news/read/1436; 
Bakumsu, “Ancaman Kriminalisasi Terhadap Masyarakat Adat Sihaporas, Dolok Parmonang di Simalungun Serta Huta Tor Nauli di Tapanuli Utara”, 5 Februari    
2020, https://bakumsu.or.id/ancaman-kriminalisasi-terhadap-masyarakat-adat-kasus-sihaporas-dan-dolok-parmonangan-di-simalungun-serta-huta-
tor-nauli-di-tapanuli-utara/; Tempo Witness, “Masyarakat Oppu Umbak Siallagan Menolak Intervensi PT TPL”, 15 Juli 2022, https://witness.tempo.co/
article/detail/5057/masyarakat-oppu-umbak-siallagan-hadang-intervensi-pt-tpl.html?fbclid=IwY2xjawI28qlleHRuA2FlbQIxMQABHQwSOVyuvIW0ZUt_
Jy50roJn_1c867ApmRTFMZvPdIMkDuSVJBxN9FP5oQ_aem_LUWLYcsMFhWe5_1YtJk1Mg.
28	 Lihat AMAN, 2 Desember 2024, https://www.instagram.com/rumah.aman/reel/DDEb3echRdw/.

dan bahwa mereka lah yang bertindak dengan kekerasan.29  Anggota masyarakat melaporkan bahwa ini bukanlah taktik baru 
oleh perusahaan untuk menyalahkan masyarakat dan meremehkan legitimasi mereka. Masyarakat melaporkan bahwa mereka 
merasa perusahaan tampaknya tidak segan-segan menggunakan kekerasan, serta menggunakan perlakuan brutal dan tidak 
manusiawi. Meskipun masyarakat telah melaporkan insiden ini kepada polisi, tidak ada tanggapan dari pihak berwenang. 
Anggota masyarakat melaporkan merasa cemas dan takut, karena sepertinya bahkan pihak berwenang pun mendukung tindakan 
kekerasan perusahaan terhadap tanah dan diri mereka. Sejak protes pada 2 Desember, telah terjadi beberapa insiden kekerasan 
lainnya yang dilakukan oleh PT TPL terhadap anggota masyarakat,30  dan ada pernyataan lain yang dikeluarkan oleh PT TPL 
yang menyalahkan masyarakat atas gangguan terhadap operasi perusahaan.31  Masyarakat telah secara resmi mengajukan petisi 
kepada pemerintah setempat untuk melakukan intervensi dan melindungi mereka dari tindakan kekerasan serupa.32

Penyerbuan PT TPL yang berkepanjangan ke lahan masyarakat telah menyebabkan perpecahan internal di masyarakat. Lebih 
dari setengah keluarga di masyarakat telah meninggalkan sistem pemerintahan adat dan hak milik tanah mereka, dan kini 
bekerja untuk perusahaan atau telah menyerah dalam perjuangan untuk merebut kembali kepemilikan tradisional atas tanah 
mereka.

Tidak ada anggota masyarakat yang ditemui tim FPP yang pernah mendengar tentang FSC atau Remark Asia sebelum kunjungan 
tim FPP. Masyarakat menyatakan kesediaannya untuk berinteraksi dengan FSC dan bertemu dengan Remark Asia jika diundang 
melalui lembaga adat mereka (ketua adat). Namun, mereka tegas menyatakan bahwa satu-satunya solusi yang mereka terima 
adalah pengakuan penuh atas hak tanah mereka, perusahaan meninggalkan tanah mereka, dan menghentikan kriminalisasi 
terhadap anggota masyarakat.

29	 PT TPL, “Tanggapan PT TPL terhadap Kelompok yang Mengaku Mewakili Masyarakat Adat Ompu Umbak Siallagan yang Memaksa Masuk ke Area 
Konsesi PT Toba Pulp Lestari Tbk”, Januari 2025, https://www.tobapulp.com/wp-content/uploads/2025/01/December-02-2024-TPLs-Response-to-the-
Group-Claiming-to-Represent-the-Indigenous-Community-of-Ompu-Umbak-Siallagan-Forcing-Entry-into-PT-Toba-Pulp-Lestari-Tbk.pdf.
30	 Lihat, misalnya, Aktual Online, 31 Januari 2025, https://www.facebook.com/www.aktualonline.co.id/videos/intimidasi-terhadap-masyarakat-
adat-dolok-parmonangan-oleh-security-pt-tpl-saat-/904193735122681/; AMAN Tano Batak, 30 Januari 2025, https://www.facebook.com/share/
v/12EtcwfMboe/; AMAN Tano Batak, 5 Februari 2025, https://www.facebook.com/share/p/12GyFZ7P5he/; AMAN Tano Batak, 10 Februari 2025, https://
www.facebook. com/share/v/19xbceuR5t/; AMAN Tano Batak, 30 Januari 2025, https://www.facebook.com/share/p/1Eb4tuxcor/.
31	 PT TPL, “Gangguan Operasional di Sektor Aek Nauli TPL”, Januari 2025, https://www.tobapulp.com/wp-content/uploads/2025/01/January-29-2025-
Operational-Disruption-at-TPL-Aek-Nauli-Sector.pdf.
32	 AMAN, “Masyarakat Adat Dolok Parmonangan Meminta Perlindungan Pasca Bentrok dengan Toba Pulp Lestari”, 12 Februari 2025, https://www.
aman.or.id/news/read/2015.

Aktivitas ekskavator mengangkut batang kayu eucalyptus di kawasan Pollung, Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatera 
Utara. (Foto: Hengky, AMAN Tano Batak)
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Operasi perusahaan juga mencemari sumber air dan lingkungan mereka. Masyarakat melaporkan bahwa dalam satu peristiwa, 
mereka menemukan sepuluh botol kosong insektisida Confidor di aliran air mereka dan ikan mati di sungai. Pekerja perusahaan 
mendirikan kamp di dekat mata air yang digunakan masyarakat untuk air minum dan menggunakan area tersebut sebagai 
toilet dan tempat mandi. Anggota masyarakat melaporkan sakit setelah minum air kotor; beberapa anggota masyarakat juga 
meninggal karena penyakit yang menyebabkan sesak napas dan kesulitan bernapas, meskipun belum jelas apakah hal ini terkait 
dengan minum air tercemar. Meskipun masyarakat melaporkan kehilangan akses ke air bersih kepada otoritas lokal, pemerintah 
belum mengambil tindakan untuk mengatasi masalah ini.

Selain dampak kesehatan tersebut, kurangnya akses terhadap mata air bersih dan hutan telah mempersulit masyarakat 
untuk melaksanakan ritual-ritual mereka yang bergantung pada sumber daya alam tersebut. Khususnya, terdapat jenis ikan 
endemik di mata air dan sungai mereka, ikan ihan, yang dibutuhkan sebanyak sepuluh ekor dalam salah satu dari tujuh ritual inti 
masyarakat, dan ikan-ikan tersebut semakin sulit ditemukan. Jenis ikan lain yang digunakan dalam ritual, ikan porapora, serta 
daun-daun tertentu, juga semakin sulit ditemukan. Ritual-ritual tersebut juga memerlukan sumber air murni, yang kini tidak lagi 
tersedia. Masyarakat berencana melindungi seperempat dari tanah adat mereka sebagai hutan alam jika mereka dapat kembali 
menguasai tanah mereka guna melindungi sumber daya alam ini.

Anggota masyarakat Sihaporas melaporkan mengalami intimidasi, pelecehan, kekerasan, dan kriminalisasi oleh PT TPL. Mereka 
melaporkan insiden-insiden selama tiga dekade terakhir, termasuk ancaman kematian secara verbal, pemukulan, tembakan 
yang ditujukan kepada mereka, dan penculikan. Banyak dari kasus-kasus ini telah dilaporkan secara luas di media lokal dan 
internasional serta oleh LSM.35 Insiden-insiden tersebut termasuk satu penangkapan pada tahun 2003; tiga penangkapan 
pada tahun 2004; dan dua penangkapan pada tahun 2019 – semua karena menduduki tanah mereka sendiri tanpa izin. Pada 
tahun 2022, anggota masyarakat memblokir jalan yang digunakan oleh PT TPL sebagai bentuk protes terhadap perusakan 
hutan mereka oleh perusahaan tersebut. Sebagai tanggapan, personel keamanan PT TPL dan anggota polisi lokal datang untuk 
membubarkan protes dengan memukul para demonstran.

Pada tanggal 22 Juli 2024, beberapa anggota masyarakat dilaporkan diculik oleh penyusup tak dikenal sekitar pukul 03.00 pagi. 
Mereka sedang tidur di sebuah pos jaga (sopo) yang dibangun oleh masyarakat di tanah adat mereka untuk melindungi tanaman 
baru yang mereka tanam. Masyarakat melaporkan bahwa mereka yang tidur di sana dipukul dan diborgol, dan dua di antaranya 
disetrum dengan taser di depan anak-anak mereka yang juga tidur di pos tersebut pada saat itu. Para penyusup mengenakan 
pakaian sipil dan tiba dengan kendaraan pribadi dan kendaraan PT TPL. Anggota masyarakat baru menyadari bahwa para 
penyusup adalah polisi setelah mereka menembakkan tembakan peringatan ke atap. Setelah para penyusup pergi, anggota 
masyarakat yang masih berada di pos penjagaan menemukan bahwa ban motor mereka telah digores menjadi kempes, sehingga 
tidak mungkin bagi mereka untuk mengejar para penyusup. Baru kemudian anggota masyarakat lainnya mengetahui bahwa 
mereka yang dibawa pergi telah ditangkap. Empat dari anggota masyarakat tersebut kemudian diadili dan didakwa dengan 
tuduhan menduduki konsesi PT TPL dan menyerang pekerja PT TPL. Pada akhir Januari, mereka semua dinyatakan bersalah 
atas kejahatan termasuk pendudukan tanah tanpa izin dan kekerasan terhadap orang dan harta benda. Dua orang dijatuhi 
hukuman 10 bulan penjara; satu orang 1 tahun 1 bulan; dan satu orang 2 tahun 2 bulan. Masyarakat berencana mengajukan 
banding atas vonis terhadap yang terakhir. Selama persidangan, ketua adat masyarakat tersebut disebut sebagai buronan (DPO) 
meskipun ia tidak hadir pada saat jaksa penuntut umum mengklaim kejahatan tersebut terjadi.

Seperti halnya dengan beberapa kelompok masyarakat lain, kelompok masyarakat ini mengklaim bahwa kohesi sosialnya telah 
terganggu oleh PT TPL. Sekitar setengah dari keluarga di kelompok masyarakat ini telah meninggalkan hukum adat dan tidak 
lagi berpartisipasi dalam perjuangan untuk menuntut hak atas tanah mereka.

Tidak ada anggota masyarakat yang kami temui yang pernah mendengar tentang FSC atau Remark Asia sebelum kunjungan 
tim FPP. Mereka menyatakan kesediaan untuk berinteraksi dengan FSC dan bertemu dengan Remark Asia jika diundang melalui 
lembaga adat mereka (ketua adat). Namun, mereka tegas dalam menyatakan bahwa satu-satunya solusi yang mereka terima 
adalah perusahaan mengakui hak atas tanah mereka, meninggalkan tanah mereka, dan meminta pemerintah mengembalikan 
tanah mereka, serta menghentikan kriminalisasi terhadap anggota masyarakat.

35	 Lihat, misalnya, BBC News Indonesia, “Ditangkap saat tidur, tiga anggota masyarakat adat Sihaporas menjadi tersangka dalam kasus dugaan 
penganiayaan terhadap pekerja PT TPL”, 25 Juli 2024, https://www.bbc.com/indonesia/articles/c0jq9lqp0wvo; Fair Planet, “Dituduh melakukan 
tindak pidana karena mempertahankan tanah: Perjuangan masyarakat adat di Sumatra Utara”, 6 September 2024, https://www.fairplanet.org/story/
criminalized-for-defending-land-indigenous-struggles-in-north-sumatra/; Human Rights Monitor, “Dua perempuan adat dari Sihaporas Lamtoras 
terluka akibat intervensi pasukan gabungan dalam sengketa tanah adat di Sumatera Utara”, 24 Agustus 2022, https://humanrightsmonitor.org/
news/two-indigenous-women-from-sihaporas-lamtoras-injured-during-joint-forces-intervention-in-customary-land-dispute-in-north-sumatra/; Ayat 
Karokaro, “Pembela tanah adat Indonesia ditahan dalam pertikaian dengan raksasa industri pulp”, 9 Maret 2020, https://news.mongabay.com/2020/03/
indonesia-indigenous-land-sumatra-toba-pulp-lestari-rge/.

c.	 Sihaporas

Masyarakat Ompu Mamontang Laut Ambarita Sihaporas terletak di kecamatan Pematang Sidamanik, kabupaten Simalungun, 
Sumatera Utara. Terdapat lima dusun yang terletak di desa administratif Sihaporas; empat di antaranya merupakan bagian dari 
masyarakat Ompu Mamontang Laut Ambarita Sihaporas, yang terdiri dari sekitar 200 keluarga, dan tim dari FPP mengunjungi 
salah satunya. Beberapa aturan adat dan sejarah kelompok masyarakat ini tercatat dalam basis data BRWA,33 serta dalam 
sumber-sumber lain yang menggambarkan tujuh upacara penting yang dilakukan untuk menghormati dan terhubung dengan 
leluhur mereka serta dengan pencipta (Ompu Mula Jadi Nabolon).34

Kelompok masyarakat tersebut menyampaikan bahwa nenek moyang mereka telah mendiami tanah-tanah ini sejak abad ke-19. 
Raja Ambarita pertama kali pindah ke wilayah tersebut dari kampung Ambarita di Pulau Samosir. Ia menemukan bahwa tanah 
tersebut tidak dihuni, meskipun terdapat kelompok-kelompok masyarakat yang berbatasan dengannya di semua sisi. Ia membuat 
perjanjian dengan tetangga-tetangganya, termasuk masyarakat Sipolha yang termasuk dalam marga Manik; masyarakat yang 
dipimpin oleh Raja Siantar; dan masyarakat yang dipimpin oleh Raja Tanajawa. Mereka semua sepakat mengenai batas-batas 
antara tanah mereka dan sepakat mengenai hukum adat yang mengatur tanah tersebut, termasuk aturan untuk tidak pernah 
membeli atau menjual tanah mereka. Untuk menandai kesepakatan mereka, mereka menyembelih dan berdoa atas dua ekor 
sapi, yang berubah menjadi batu (batu sidua-dua) yang menandai batas-batas Sihaporas.

Menurut sejarah lisan yang dibagikan oleh para sesepuh mereka, pada tahun 1913, kelompok masyarakat tersebut – saat itu 
generasi kelima dari masyarakat Sihaporas  – membuat perjanjian dengan pemerintah kolonial Belanda. Pemerintah Belanda 
setuju untuk menyewa tanah mereka untuk menanam pohon pinus selama beberapa tahun dan kemudian mengembalikan 
tanah tersebut kepada masyarakat. Sebelum perjanjian tersebut berlaku, Indonesia memperoleh kemerdekaannya.

Kelompok masyarakat tersebut telah menentang pengambilalihan tanah adat mereka oleh PT TPL sejak tahun 1998, setelah 
gugurnya rezim Suharto, ketika mereka merasa memiliki kebebasan untuk menyuarakan hak-hak mereka. Mereka telah 
mengirimkan banyak surat dan keluhan kepada pemerintah selama bertahun-tahun, namun espons yang didapatkan minim. 
Pada tahun 2000, tim dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) akhirnya menanggapi permohonan mereka dengan 
melakukan kunjungan untuk memeriksa apakah Sihaporas masih ada. Tim dari pemerintah mengonfirmasi keberadaan 
kelompok masyarakat tersebut, tetapi mereka juga menemukan bahwa semua tanaman kecuali bambu telah terkontaminasi 
herbisida, dan mereka merekomendasikan agar pemerintah berusaha menyelesaikan konflik masyarakat dengan PT TPL. 
Bupati Simalungun saat itu mengatakan bahwa wewenangnya hanya memungkinkan dia untuk membantu masyarakat dengan 
mengakui 150 hektar, atau kurang dari 10%, dari tanah mereka.

Pada tahun 2018, mereka akhirnya dapat bertemu dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Siti Nurbaya 
Bakar, di Medan. Beliau memberitahu mereka bahwa pendaftaran di BRWA merupakan syarat untuk pengakuan atas tanah adat 
mereka. Mereka mengikuti saran tersebut dan menjalani proses pemetaan tanah adat mereka serta mendaftarkannya di BRWA, 
yang juga memverifikasi pendaftaran mereka. Setelah mendapatkan sertifikat pendaftaran, kelompok masyarakat tersebut 
kembali bertemu dengan Menteri untuk memberitahukan bahwa kini mereka telah memiliki sertifikat dari BRWA dan berencana 
untuk mulai bekerja di lahan mereka. Namun, Menteri mengatakan bahwa pemerintah harus terlebih dahulu mencabut status 
konsesi. Sejak itu, kelompok masyarakat tersebut tidak menerima komunikasi lebih lanjut dari pemerintah; status konsesi 
belum dicabut.

Konsesi PT TPL tumpang tindih dengan sekitar 1.287,22 ha dari 2.093 ha lahan adat masyarakat. Tanaman bambu, kopi, jengkol, 
alpukat, dan tanaman lain yang ditanam masyarakat di lahan tersebut semuanya dihancurkan oleh perusahaan. Tanaman 
yang ditanam masyarakat juga terancam oleh babi hutan dan monyet yang kehilangan habitatnya di hutan dan semakin sering 
menghancurkan tanaman masyarakat dalam pencarian makanan.

33	 BRWA, “Wilayah Adat Huta Sihaporas”, https://brwa.or.id/wa/view/cEZqN2Jka2VweEk.
34	 Lihat, misalnya, PW AMAN Tano Batak, “Tradisi Manganjab Warisan Leluhur Sihaporas”, 26 Mei 2023, https://tanobatak.aman.or.id/tradisi-
manganjab-warisan-leluhur-sihaporas/; Tribun Medan, “Menelusuri Sejarah Ompu Mamontang Laut Ambarita”, 27 Agustus 2024, https://medan.
tribunnews.com/2024/08/27/menelusuri-sejarah-ompu-mamontang-laut-ambarita?page=all.
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Kelompok masyarakat Sigala-gala Lobunauli menghadapi perpecahan internal akibat pengambilalihan lahan oleh PT TPL. Saat 
ini, lebih dari sepertiga keluarga di kelompok masyarakat tersebut tidak lagi secara aktif berusaha untuk memperjuangkan 
hak atas tanah mereka. Mereka menyatakan bahwa mereka telah dimanipulasi untuk terlibat dalam konflik dengan kelompok 
masyarakat tetangga. Secara spesifik, mereka melaporkan bahwa mereka dimanipulasi oleh kepala desa mereka, yang 
merupakan mitra bisnis PT TPL. Ia meyakinkan mereka untuk bergabung dengan kelompok tani hutan pada sekitar tahun 
2018 dengan menawarkan lahan pertanian di kawasan konsesi. Namun, ternyata lahan-lahan tersebut merupakan lahan adat 
kelompok masyarakat lain. Akibatnya, Sigala-gala jadi menentang permohonan hutan adat dari kelompok masyarakat tetangga 
mereka. Mereka kemudian mencabut penolakan mereka setelah mengetahui bahwa lahan yang ditawarkan kepada mereka 
bukanlah lahan adat mereka sendiri.

Masyarakat melaporkan bahwa pada Agustus 2024, pemerintah desa menerbitkan surat kepemilikan tanah (SKT) kepada 
sejumlah individu yang kini mengklaim kepemilikan tanah tersebut atas anggota masyarakat lain yang memiliki hak adat atas 
tanah-tanah tersebut. Pada bulan yang sama, salah satu individu tersebut menggunakan SKT tersebut untuk mengajukan 
gugatan perdata terhadap tiga anggota masyarakat lainnya guna menegakkan hak individu atas tanah-tanah tersebut. Anggota 
masyarakat menduga bahwa individu tersebut didukung oleh PT TPL untuk memperjuangkan klaim tersebut, dan bahwa tujuan 
menguasai tanah tersebut adalah untuk membentuk skema kemitraan dengan PT TPL. Masyarakat merasa teralihkan oleh kasus 
pengadilan ini, yang telah melibatkan banyak sidang selama beberapa bulan terakhir, dan dalam waktu tersebut, perusahaan 
memanfaatkan kesempatan ini untuk membuka area baru di Dolok Nabota (Aek Bila) untuk penanaman, juga di atas tanah adat 
masyarakat.

Kelompok masyarakat tersebut mencatat bahwa tidak ada satupun dari mereka yang pernah mendengar tentang FSC atau 
Remark Asia sebelum kunjungan tim FPP. Masyarakat melaporkan bahwa mereka bersedia bertemu dengan Remark Asia untuk 
berbagi informasi terkait penilaian dasar. Namun, mereka mencatat bahwa satu-satunya solusi yang bersedia mereka bahas 
adalah pengembalian tanah adat mereka.

e.	 Ompu Ronggur

Kelompok masyarakat Ompu Ronggur Simanjuntak terletak di desa administratif Sabungan Ni Huta II di kecamatan Sipahutar, 
kabupaten Tapanuli Utara, Sumatera Utara. Sabungan Ni Huta II tidak tercantum dalam daftar desa administratif yang berpotensi 
terdampak yang didata oleh Remark Asia. Sebagian besar tanah adat Ompu Ronggur terletak di dalam batas administratif 
desa Sabungan Ni Huta IV, di mana kelompok masyarakat tersebut sebelumnya bermukim. Kelompok masyarakat tersebut 
memindahkan dir pada tahun-tahun setelah kemerdekaan atas saran pemerintah untuk mendapatkan akses yang lebih mudah 
terhadap pendidikan. Kelompok masyarakat tersebut masih mematuhi hukum dan tradisi adat mereka, dan masih menggunakan 
serta menganggap tanah yang terletak di desa Sabungan Ni Huta IV sebagai tanah adat mereka.

Sejak PT Indorayon/TPL mulai beroperasi di lahan-lahan mereka, masyarakat telah kehilangan lebih dari seperempat lahan 
tradisionalnya akibat perkebunan HTI. Pada tahun 2019, masyarakat bekerja sama dengan, Serikat Buruh Perkebunan Indonesia 
(SERBUNDO), untuk mengajukan pengaduan ke Organisasi Buruh Internasional (ILO), dengan tuduhan bahwa Pemerintah 
Indonesia telah melanggar komitmennya berdasarkan Konvensi ILO No. 111 dengan melakukan diskriminasi terhadap pekerjaan 
tradisional masyarakat.38  Pengaduan tersebut menjelaskan bagaimana operasi PT TPL telah mengurangi jumlah kemenyan yang 
dapat dipanen serta merusak ekosistem hingga pohon-pohon kemenyan yang tersisa menghasilkan resin dengan jumlah dan 
kualitas yang lebih rendah, menyebabkan penurunan pendapatan sebesar 80%. Saat ini, masyarakat merasa bahwa perubahan 
iklim mungkin memperparah penurunan produksi kemenyan, dengan angin kencang dan panas ekstrem menyebabkan 
penurunan produksi getah serta waktu pengeringan yang lebih lama. Masyarakat juga melaporkan penurunan pendapatan 
akibat penurunan hasil panen padi, baik karena berkurangnya area tanam maupun kerusakan sawah padi akibat banjir rutin 
yang terjadi karena pembukaan hutan. Selain itu, keluhan tersebut juga menyebutkan penurunan panen produk kayu yang 
secara tradisional digunakan untuk membangun rumah; penurunan jumlah hewan buruan yang tersedia untuk berburu; serta 
hilangnya profesi tenun karpet dan tas dari bayon (produk hutan non-kayu).39

38	 FPP, “Pengajuan ILO111 – Ompu Ronggur”, 4 Agustus 2020, https://www.forestpeoples.org/en/report/2020/ilo111-submission-ompu-ronggur.
39	 Ibid. Lihat juga Marcus Colchester, “The Toba Batak and Toba Pulp Lestari: seeking remedy through the International Labour Organisation”, Forest 
Peoples Programme, 4 Agustus 2020, https://www.forestpeoples.org/en/briefing-paper/2020/toba-batak-and-toba-pulp-lestari-seeking-remedy-
through-international-labour; “Pengambilalihan lahan yang diizinkan negara di Indonesia mendiskriminasi masyarakat adat dan menghancurkan hutan” 
(Video), 20 September 2020, https://www.forestpeoples.org/index.php/en/global-finance-trade/video/2020/video-indonesias-state-authorised-land-
grabs-discriminate-against.

d.	 Sigala-gala Lobunauli

Kelompok masyarakat asli Sigala-gala Lobunauli tinggal di dalam desa administratif Sabungan Ni Huta IV di kecamatan 
Sipahutar, kabupaten Tapanuli Utara, Sumatera Utara. Ada empat huta di desa administratif tersebut, dengan Sigala-gala dan 
Lobunauli merupakan dua huta yang berasal dari nenek moyang yang sama, dan bersama-sama membentuk satu masyarakat 
adat. Terdapat lahan di dalam batas desa administratif yang secara adat milik kelompok masyarakat lain. Sigala-gala masih 
mematuhi aturan dan tradisi adat mereka, dan beberapa di antaranya tercatat dalam basis data BRWA.36

Masyarakat melaporkan bahwa hak atas tanah mereka diakui oleh pemerintah pusat melalui program reboisasi. Para sesepuh 
mereka mengingat bahwa mereka memiliki perjanjian dengan pemerintah yang berawal pada tahun 1978, di mana pemerintah 
setuju bahwa tanah tersebut akan digunakan oleh Dinas Kehutanan selama 35 tahun untuk menanam pohon pinus, dan setelah 
itu tanah tersebut akan dikembalikan kepada masyarakat. Seperti yang diingat oleh masyarakat, perjanjian mereka dengan 
pemerintah adalah bahwa anggota masyarakat akan bekerja dalam program tersebut.

Pada tahun 1980-an atau 1990-an, masyarakat menjadi sadar akan adanya proyek yang menggusur hutan dan membangun 
jalan di tanah adat mereka. Beberapa anggota masyarakat sendiri dibayar per hektar untuk membantu membersihkan hutan, 
dan anggota masyarakat menganggap ini merupakan bagian dari perjanjian reboisasi yang mereka miliki dengan pemerintah. 
Seorang tokoh berusia lanjut mengingat bahwa tahun 1992 adalah pertama kalinya ia melihat papan tanda yang menyatakan 
bahwa tanah tersebut milik PT Inti Indorayon Utama (Indorayon). Saat itu, ia tidak mengetahui siapa atau apa itu PT Inti 
Indorayon Utama (Indorayon), dan ia masih menganggap hal ini sebagai bagian dari perjanjian reboisasi yang mereka miliki 
dengan pemerintah. Beberapa waktu silam, setelahnya, barulah masyarakat memahami bahwa pembukaan lahan tersebut 
bukan untuk pekerjaan dalam program reboisasi, melainkan untuk konsesi pulp dan kertas PT Inti Indorayon Utama (Indorayon) 
(perusahaan ini kemudian berganti nama menjadi PT TPL).

Perusahaan tidak pernah memberitahu masyarakat tentang rencana mereka, apalagi berkonsultasi atau meminta izin mereka. 
Masyarakat juga mencatat bahwa konsesi ini diberikan kepada perusahaan tanpa persetujuan atau pengetahuan mereka. Sejak 
proses pembukaan lahan awal pada awal 1990-an di lahan adat Sigala-gala Lobunauli, perusahaan terus melakukan pembukaan 
hutan baru yang telah menghancurkan hutan agroforestry kemenyan (kemenyan) milik masyarakat.

Masyarakat melaporkan bahwa dalam beberapa tahun terakhir, perusahaan menjadi lebih agresif terhadap lahan pertanian 
dan properti masyarakat. Anggota masyarakat melaporkan bahwa pada tahun 2023, PT TPL menggusur dan membakar lahan 
pertanian masyarakat yang sudah ditanami jagung dan nanas, serta menghancurkan tanda kuburan dan lokasi perumahan.

Sekitar 857 ha dari total 1.436 ha lahan tradisional masyarakat berada di dalam wilayah konsesi PT TPL. Pohon kopi dan kemenyan 
milik masyarakat, yang tidak berada di dalam wilayah konsesi, mulai menghasilkan panen yang lebih rendah. Meskipun penyebab 
penurunan produksi panen belum sepenuhnya jelas, anggota masyarakat mengaitkan hal ini dengan operasi perusahaan yang 
merusak lingkungan di wilayah tersebut. Mereka juga merasa bahwa perubahan iklim mungkin memperparah dampak ini. Selain 
itu, sawah-sawah masyarakat telah rusak akibat longsor, yang mereka atribusikan pada erosi yang disebabkan oleh perkebunan 
perusahaan.

Anggota masyarakat telah memperhatikan bahwa pestisida dari perkebunan perusahaan mengalir ke sumber air minum mereka, 
dan mereka juga melihat peningkatan kasus ruam dan penyakit kulit. Pemerintah setempat melakukan beberapa uji air pada 
tahun 2020 yang membuktikan bahwa air di Sungai Aek Nalas tidak aman untuk diminum, dan bahkan mempengaruhi kualitas 
air yang didistribusikan melalui reservoir air pemerintah.37 Namun, pemerintah tidak mengambil tindakan untuk menindaklanjuti 
hasil uji tersebut, dan air tetap tercemar dan tidak aman untuk diminum.

Anggota masyarakat Sigala-gala Lobunauli telah mulai merebut kembali tanah mereka dengan menanam tanaman di area-area 
yang telah selesai dipanen oleh perusahaan. Sejak mereka mulai merebut kembali tanah tersebut, mereka mengalami ancaman 
yang semakin meningkat dari PT TPL. Pada tahun 2023, lima bangunan tempat tidur (sopo) yang dibangun masyarakat di 
ladang mereka dibakar habis, dan ladang yang ditanami tanaman seperti jagung dan nanas disemprot dengan herbisida yang 
membunuh tanaman mereka. Sebuah situs suci, situs pemakaman yang disebut goa tengkorak, juga telah dihancurkan dalam 
beberapa tahun terakhir karena perluasan jalan yang dikaitkan dengan operasi PT TPL oleh masyarakat.

36	 BRWA, “Wilayah Adat Sigalagala Lobunauli”, https://brwa.or.id/wa/view/TlBlRFNkTFk4T0E.
37	 Antara Sumut, “PDAM: Dugaan pencemaran sumber air oleh TPL mengancam kesehatan 30 ribu jiwa warga Taput”, 9 November 2020, https://
sumut. antaranews.com/berita/346628/pdam-dugaan-pencemaran-sumber-air-oleh-tpl-ancam-kesehatan-30-ribu-jiwa-warga-taput?.
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40	 Marcus Colchester, Patrick Anderson, Harry Oktavian, Rudiansyah, dan Hasri Dinata, “Hak Adat di Perkebunan APRIL: Temuan dari Studi Lapangan”, 
2023, https://www.forestpeoples.org/sites/default/files/documents/Customary%20Rights%20in%20APRIL%20plantations..pdf, hlm. 22-25.
41	 Ibid.
42	 Ibid., hlm. 31-35.
43	 Ibid.
44	 Ibid, hlm. 9-11.
45	 BankTrack, “APRIL: Indonesia”, https://www.banktrack.org/company/april.
46	 Transparency International, “A Silent Protest in Pulau Padang”, 28 November 2011, https://blog.transparency.org/2011/11/28/a-silent-protest-in-
pulau-padang/.
47	 Lihat, misalnya, APRIL-Watch, “Izin Konsesi APRIL Ditangguhkan”, 11 September 2016, http://aprilwatch.blogspot.com/2016/09/april-concession-
permit-suspended.html; Fergus Jensen, “APRIL menghentikan operasi unit kertas di Indonesia setelah izin kehutanan dicabut”, Reuters, 21 Oktober 2017, 
https://www. reuters.com/article/us-indonesia-april/april-halts-indonesia-paper-unit-ops-as-forestry-permit-revoked-idUSKBN1CP0ST/.

a.	 Suku asli dan kelompok-kelompok masyarakat adat di Kabupaten Siak dan Meranti, 
Riau

Suku Anak Rawa dan Akit, adalah suku-suku asli yang mendiami Kabupaten Siak dan Meranti di Riau bersama dengan 
masyarakat lokal lainnya yang telah memiliki desa-desa yang telah lama berdiri di wilayah tersebut. Suku Anak Rawa secara 
tradisional memiliki dan menggunakan tanah-tanah di sepanjang pantai dari Sungai Kumpai hingga Sungai Lakar, dan saat 
ini, tiga desa berbeda tinggal di wilayah leluhur mereka.40 Sejarah lisan Suku Anak Rawa menceritakan kehadiran mereka di 
wilayah tersebut jauh sebelum kolonialisme Belanda,41 dan mereka secara resmi diakui sebagai masyarakat hukum adat oleh 
pemerintah setempat.

Suku Akit adalah suku asli yang mendiami Pulau Padang dan Pulau Rangsang dalam pemukiman-pemukiman kecil yang 
terhubung dalam sistem administratif dengan desa-desa Melayu yang lebih besar.42  Suku Akit percaya bahwa di masa lalu, 
leluhur mereka mereka memiliki asal-usul yang sama dengan Suku Anak Rawa serta dengan orang Melayu, dan bahwa mereka 
semua adalah keturunan dari orang-orang yang migrasi ke Asia Tenggara dari China.43  Suku Akit belum diakui oleh pemerintah 
setempat sebagai masyarakat hukum adat.

Baik Suku Akit maupun Suku Anak Rawa memelihara dan mengikuti hukum adat terkait kepemilikan tanah serta terus terlibat 
dalam pengelolaan dan pemanfaatan tanah dan sumber daya alam secara adat, serta memiliki ikatan spiritual dengan tanah 
mereka. Suku Anak Rawa dan Akit hidup berdampingan dengan kelompok masyarakat Melayu dan kelompok masyarakat lain, 
sebagian di antaranya mengidentifikasi diri sebagai masyarakat adat dan sebagian lainnya bukan masyarakat adat. Beberapa 
kelompok masyarakat ini sangat mematuhi sistem dan hukum adat terkait kepemilikan tanah, sementara yang lain tidak. Semua 
memiliki hak yang bervariasi atas tanah yang telah terdampak negatif oleh PT RAPP.

b.	 PT RAPP

PT Riau Andalan Pulp and Paper (PT RAPP) memiliki sekitar 448.000 hektar perkebunan pulp dan kertas di Provinsi Riau.44  
Perusahaan ini beroperasi sejak 1995 dan saat ini mengelola pabrik pulp dan kertas yang terintegrasi secara vertikal, yang 
pasokannya berasal dari perkebunan miliknya sendiri maupun perkebunan lain. Sejak awal beroperasi, PT RAPP telah 
menghadapi tuduhan pengambilalihan lahan secara paksa dan perusakan hutan serta mata pencaharian masyarakat.45  Ada 
kritik terhadap kurangnya transparansi dalam pemberian konsesi kepada perusahaan ini, termasuk di area yang ditetapkan 
sebagai hutan lindung.46  Perusahaan ini telah beberapa kali kehilangan izin kehutanan dari pemerintah Indonesia karena 
pelanggaran terkait lingkungan, khususnya terkait pembakaran lahan gambut.47

Pada tahun 2023, PT TPL merusak jembatan utama yang digunakan masyarakat untuk mengakses hutan tempat mereka 
memanen kemenyan, dan hingga saat ini perusahaan belum memperbaiki jembatan tersebut. Masyarakat hanya dapat 
mengakses area tersebut menggunakan jembatan kecil yang mereka bangun sendiri. Jembatan tersebut dapat dilalui oleh 
kendaraan beroda dua.

Ompu Ronggur, sama seperti kelompok masyarakat lain, juga mengalami masalah sumber air yang terkontaminasi. Mereka harus 
mengandalkan air hujan untuk minum saat bekerja di lahan adat mereka di Sabungun Ni Huta IV, dan mereka harus membayar 
pemerintah setempat di Sabungan Ni Huta II untuk menyediakan air minum setiap bulan. Mereka juga melaporkan peningkatan 
kasus konflik antara manusia dan satwa liar akibat kerusakan habitat alami. Babi hutan dan monyet sering memasuki kebun-
kebun masyarakat dan merusak tanaman jagung, kacang, dan padi mereka. Kerugian pendapatan dari aktivitas tradisional telah 
membuat keluarga sulit mengirim anak-anak mereka ke sekolah, dan tingkat pendidikan di kelompok masyarakat tersebut 
menurun. Dalam setahun terakhir, sekitar enam siswa (dari sekitar 30 anak usia sekolah) tidak dapat lulus SMA karena keluarga 
mereka tidak mampu melanjutkan pendidikan mereka. Dari mereka yang lulus, hanya lima yang dapat melanjutkan pendidikan 
setelah SMA. Di masa lalu, pendapatan yang diperoleh keluarga dari panen kemenyan memungkinkan lebih banyak pemuda 
untuk mengakses kesempatan pendidikan tinggi.

Anggota masyarakat melaporkan bahwa perusahaan telah beberapa kali membakar rumah dan pondok milik anggota 
masyarakat di ladang mereka. Anggota Ompu Ronggur juga melaporkan kasus intimidasi dan kriminalisasi, di mana anggota 
masyarakat dipanggil ke kantor polisi atas tuduhan menduduki tanah PT TPL. Hingga saat ini, tidak ada anggota masyarakat 
Ompu Ronggur yang secara resmi ditangkap dan didakwa dengan tuduhan kejahatan. Kelompok masyarakat yang terdiri dari 
sekitar 100 keluarga tetap bersatu dan berkomitmen dalam perjuangan mereka untuk menuntut hak atas tanah mereka.

Hingga kunjungan tim FPP, anggota masyarakat belum pernah mendengar tentang FSC atau Remark Asia. Mereka melaporkan 
bahwa mereka bersedia bertemu dengan penilai independen, tetapi tidak ingin bernegosiasi tentang ganti rugi dengan 
perusahaan. Ganti rugi utama yang diinginkan masyarakat adalah agar perusahaan mengembalikan tanah adat mereka. 
Mereka menyatakan kesediaan untuk bernegosiasi tentang pemulihan hutan dan lingkungan, tetapi mereka mencatat bahwa 
mereka tidak percaya perusahaan tidak akan merusak kebun mereka lebih lanjut dalam proses tersebut. Mereka mencatat 
bahwa perusahaan tidak perlu bernegosiasi dengan mereka tentang tanah mana yang akan dikembalikan, karena Kementerian 
Kehutanan (dulunya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan) sudah memiliki catatan batas-batas adat masyarakat.

PT Toba Pulp Lestari (TPL) signboard on the customary land of Huta Simenakhenak in Habinsaran, Toba, North Sumatra. 
(Photo: Hengky, AMAN Tano Batak)
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Masyarakat mempertanyakan bagaimana hal ini akan dilakukan selama proses penilaian, namun mereka mencatat bahwa 
mereka siap bekerja sama dengan Bahtera Alam untuk mendokumentasikan dampak-dampak ini jika kerjasama seperti demikian 
bisa diterima. Mereka bertanya apakah lingkup kerugian yang dipertimbangkan akan mencakup dampak dari pelabuhan dan 
perahu tunda milik perusahaan, yang mana hal-hal tersebut telah merusak perahu dan jaring nelayan masyarakat serta hutan 
mangrove masyarakat.

b.	 Penyengat

Penyengat adalah kelompok masyarakat Suku Asli Anak Rawa. Menurut sejarah mereka sendiri, Suku Asli Anak Rawa memang 
telah sejak zaman dahulu tinggal di wilayah tersebut. Saat ini, di dalam wilayah adat mereka, mereka mengklaim hak atas tanah-
tanah antara Sungai Rawa dan Sungai Belat serta ke arah daratan hingga danau-danau suci Tasik Belat dan Tasik Metas.48  Desa 
Penyengat memiliki sekitar 600 keluarga dengan sekitar 2.000 penduduk. Desa ini diakui oleh pemerintah sebagai kampung 
adat, sebuah desa adat, dan peta indikatif menunjukkan bahwa luas wilayah desa tersebut sekitar 150.000 hektar.

Masyarakat melaporkan bahwa 14.000 hektar hutan masyarakat telah diambil alih oleh PT RAPP dan dibersihkan untuk 
perkebunan akasia. Hal ini merusak mata pencaharian banyak keluarga akibat hilangnya akses ke hutan, sungai, dan lahan 
pertanian mereka. Laporan yang diterbitkan tahun sebelumnya memaparkan sejarah masyarakat dan dampak yang mereka 
alami akibat operasi PT RAPP. Laporan tersebut mencatat bahwa operasi PT RAPP telah menghancurkan mata pencaharian 
masyarakat: perburuan satwa liar, penangkapan ikan di perairan darat, perkebunan sagu,49  dan produk hutan50  telah berkurang. 
Pendapatan utama masyarakat, yakni penangkapan ikan di laut, telah terganggu oleh operasi pengiriman perusahaan. Kapal-
kapal perusahaan telah menabrak kapal nelayan, hampir membunuh nelayan dalam prosesnya, atau merusak jaring nelayan.51  
Perusahaan juga telah membawa beberapa perubahan positif, termasuk beasiswa untuk siswa.52

Masyarakat menyadari adanya proses penyelesaian FSC dan bersedia berpartisipasi dalam penilaian dampak serta negosiasi 
untuk pemulihan dan ganti rugi. Pemimpin desa mengetahui bahwa Hatfield Indonesia telah ditunjuk oleh FSC untuk melakukan 
penilaian dasar dampak kerugian dalam operasi APRIL di Riau. Pemimpin dari Penyengat menghadiri pertemuan singkat di 
ibu kota kabupaten dengan Hatfield, dan kini menunggu informasi lebih lanjut tentang penilaian dasar. Mereka mengajukan 
pertanyaan tentang cakupan kerugian yang akan dinilai, serta apakah dampak terhadap operasi perikanan mereka dan hutan 
mangrove masyarakat dapat dimasukkan.

Masyarakat telah mengenal beberapa staf Bahtera Alam selama 15 tahun dan tertarik untuk menerima pelatihan dan dukungan 
dari BA agar dapat berpartisipasi secara efektif dalam proses pemulihan.

48	 Colchester dkk., “Hak Adat di Perkebunan APRIL: Temuan dari Studi Lapangan”, hlm. 22-25.
49	 “Sago stand” merujuk pada unit sekelompok pohon sagu yang tumbuh bersama.
50	 Colchester dkk., “Hak Adat di Perkebunan APRIL: Temuan dari Studi Lapangan”, hlm. 27-28.
51	 Ibid
52	 Ibid

Riau
Pengalaman Masyarakat dalam Penilaian 
Dasar Dampak Sosial di Wilayah Konsesi PT 
RAPP

Bagan Berlibur dan Penyengat adalah dua desa pesisir di Riau yang terdampak oleh perkebunan kayu pulp dan kapal tongkang PT 
RAPP. Kedua desa ini telah dipilih oleh APRIL untuk menerima pelatihan dan dukungan dalam proses pemulihan dari organisasi 
nirlaba multi-pihak, Forum Komunikasi Kehutanan Masyarakat (FKKM) Riau. Bahtera Alam (BA) telah ditunjuk oleh FKKM Riau 
untuk memberikan pelatihan dan dukungan kepada dua kelompok masyarakat ini, serta kepada desa Malay-Akit Mekar Delima.

a.	 Bagan Melibur

Desa Bagan Melibur didirikan pada tahun 1916 oleh keluarga-keluarga Jawa dari Malaka. Kelompok masyarakat ini dulunya 
mempraktikkan adat berdasarkan tradisi Jawa dan Melayu. Desa ini memiliki populasi 2.500 orang dengan sekitar 625 rumah 
tangga, dan wilayah administratif seluas 1.740 hektar. Mata pencaharian sekitar 300 keluarga rusak akibat perkebunan 
pulpwood RAPP/APRIL, termasuk pertanian, pengumpulan hasil alami hutan, dan perikanan. Secara total, sekitar 700 hektar 
lahan masyarakat diambil alih oleh operasi RAPP.

Desa tersebut telah aktif dalam melakukan protes terhadap RAPP sejak 2009 dan mengajukan petisi kepada pemerintah 
yang menuntut agar tanah-tanahnya tidak dimasukkan ke dalam konsesi APRIL. Masyarakat desa masih berharap agar tanah-
tanahnya dapat dikeluarkan dari konsesi APRIL.

Pimpinan desa mengetahui bahwa Hatfield Indonesia telah ditunjuk oleh FSC untuk telah melakukan penilaian dasar dampak 
operasi APRIL di Riau. Mereka telah menghadiri pertemuan singkat dengan Hatfield di ibu kota kabupaten lain. Desa tersebut 
menyatakan minatnya untuk berpartisipasi dalam proses Kerangka Kerja Remedi agar kerugian yang dialami anggotanya 
dapat diatasi, dan agar lahan masyarakat dapat dikembalikan ke kendali masyarakat. Proses penilaian kerugian yang terjadi 
selama lima belas tahun terakhir terhadap 300 rumah tangga dan masyarakat secara keseluruhan kemungkinan besar akan 
menghabiskan ratusan jam kerja.

Suku Akit di Tanjung Padang membahas Kerangka Kerja Remedi FSC dengan Bahtera Alam. (Foto: Bahtera Alam)

Di Riau, kelompok-
kelompok masyarakat, 
termasuk Bagan Melibur 
dan Penyengat, dikunjungi 
untuk memahami perspektif 
lokal terkait penilaian dasar 
sosial di sekitar konsesi yang 
dioperasikan oleh PT Riau 
Andalan Pulp and Paper 
(RAPP).
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Sensus terbaru yang diterbitkan tidak mencatat unsur etnis. Identitas etnis, yang dihapus sejak tahun 2000, baru-baru ini 
diperkenalkan kembali dalam beberapa survei yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Saat ini, banyak anggota 
masyarakat Baliq memilih tidak mengidentifikasi diri sebagai Baliq untuk menghindari diskriminasi, dan telah terjadi banyak 
perkawinan campuran antara Baliq dengan kelompok etnis lain. Saat ini, hanya sekitar 60 rumah tangga yang secara terbuka 
mengidentifikasi diri sebagai Baliq. Baliq yang secara terbuka dan aktif memperjuangkan pengakuan hak-hak mereka 
menekankan bahwa mereka adalah suku asli yang masih mempraktikkan adat istiadat dan tradisi mereka.

Tanah-tanah masyarakat Baliq tidak hanya terpengaruh oleh konsesi PT IHM, tetapi juga oleh dua konsesi kelapa sawit dan satu 
konsesi kehutanan,56 serta oleh IKN.

Sumping Layang adalah suku asli yang tinggal di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Nama Sumping Layang berasal dari dua 
kata: sumping (“tassel”) dan layang (“terbang”). Pengenalan agama monoteis ke dalam masyarakat tersebut menyebabkan 
perpecahan di kalangan masyarakat Sumping Layang, dengan sebagian menerima agama baru, sementara yang lain tetap 
mempraktikkan keyakinan dan tradisi nenek moyang mereka. Istilah Kutai Adat Lawas merujuk pada anggota kelompok 
masyarakat Sumping Layang yang terus mempraktikkan adat istiadat dan warisan tradisional mereka.

b.	 PT IHM

PT ITCI Hutani Manunggal (PT IHM) adalah anak perusahaan APRIL yang mengoperasikan area konsesi seluas sekitar 161.000 
ha di Kalimantan Timur. Perusahaan ini lahir dari grup ITCI, atau PT International Timber Corporation Indonesia Kartika Utama 
(PT ITCI KU), yang mengelola konsesi penebangan di Kalimantan Timur untuk produksi papan lapis pada tahun 1960-an.57  
Kelompok ITCI menerima lisensi awal untuk mengoperasikan perkebunan kertas dan pulp di Kalimantan Timur pada tahun 1993 
dan mendirikan perusahaan baru, PT ITCI Hutani Manunggal, sebagai usaha patungan dengan perusahaan negara PT Inhutani I, 
untuk mengoperasikan konsesi tersebut.58  PT IHM menerima lisensi perkebunan penuh pada tahun 1996.

PT IHM dalam sejarahnya telah dikenai sanksi setidaknya dua kali karena menyebabkan kebakaran hutan. Pada tahun 1997/98, 
PT IHM mengklaim bahwa kebakaran telah menghancurkan sekitar 50.000 ha perkebunannya; ada spekulasi bahwa klaim 
ini mungkin memungkinkan perusahaan untuk mengakses dana dari Dana Reforestasi Pemerintah dengan melaporkan area 
perkebunan yang terbakar, yang mana area tersebut sebenarnya merupakan area regenerasi hutan alami.59  Perusahaan 
ini merupakan salah satu dari banyak perusahaan yang dikenai sanksi oleh pemerintah pusat atas kebakaran dahsyat yang 
melanda Kalimantan dan Sumatra pada tahun 1997/98.60  Pada saat yang sama, anggota masyarakat Baliq dilaporkan telah 
dituduh oleh perusahaan sebagai penyebab kebakaran tersebut, dan sebagai akibatnya, kelompok masyarakat tersebut dipaksa 
menghentikan praktik pertanian rotasi tradisional mereka. Anggota masyarakat mencatat bahwa sistem pertanian rotasi mereka 
adalah praktik tradisional yang memungkinkan tanah untuk meregenerasi nutrisi di antara penanaman, dan bahwa mereka 
berputar melalui lahan adat mereka yang sama daripada memperluas ke area baru untuk menanam. PT IHM kembali terlibat 
dalam kebakaran hutan pada tahun 2015, dan perusahaan tersebut kembali dikenai sanksi oleh pemerintah pusat atas tindakan 
mereka.61 Perusahaan tersebut kemudian kembali menyalahkan penduduk desa setempat atas kebakaran dan melaporkannya 
ke polisi setempat.62

Pemilik manfaat Grup APRIL, Sukanto Tanoto, dilaporkan memperoleh kepemilikan atas PT IHM pada tahun 2004-2006.63

56	 Lihat data konsesi untuk pemegang HGU kelapa sawit PT Agro Indo Mas dan PT Palma Asia Lestari Mandiri, serta pemegang HPH kehutanan PT ITCI 
Kartika Utama, di Nusantara Atlas, https://nusantara-atlas.org/
57	 Romain Pirard dan Christian Cossalter, “Kebangkitan Kembali Perkebunan Hutan Industri di Provinsi Kalimantan Indonesia: Apakah mereka akan 
membantu menghilangkan kekurangan serat di pabrik pulp Sumatra atau memenuhi pasar China?”, CIFOR, Laporan Kerja No. 37, 2006, https://www.
cifor-icraf.org/publications/pdf_files/ WPapers/WP-37Pirard.pdf, hlm. 5-12.
58	 Ibid.
59	 Ibid.
60	 Paul K. Gellert, “Sejarah Singkat dan Analisis Krisis Kebakaran Hutan di Indonesia”, https://www.researchgate.net/profile/Paul-Gellert-3/ 
publication/44296317_A_Brief_History_and_Analysis_of_Indonesia’s_Forest_Fire_Crisis/links/54c804420cf289f0cecf2176/A-Brief-History-and-Analysis-
of-Indonesias-Forest-Fire-Crisis.pdf, hlm. 83-84.
61	 Koalisi Masyarakat Sipil Indonesia, “Laporan Bayangan UPR Indonesia 2016 tentang Situasi Hak atas Lingkungan yang Bersih dan Sehat serta Hak 
atas Tanah dan Perumahan di Indonesia untuk Sidang ke-27 UPR PBB untuk Indonesia”, catatan kaki v.
62	 Ibid.
63 	 Koalisi Anti Mafia Hutan dkk., “Mempertahankan deforestasi: Hubungan APRIL dengan PT Adindo Hutani Lestari Menghancurkan Janji ‘Tanpa 
Deforestasi’”, 2020, https://environmentalpaper.org/wp-content/uploads/2020/11/2020-10-06-Sustaining-Deforestation-APRIL-Adindo.pdf, hlm. 19.

Kalimantan Timur
Latar Belakang: Perjuangan masyarakat 
adat untuk mempertahankan hak atas tanah 
mereka melawan PT IHM

53	 Meskipun umumnya ditulis sebagai “Balik”, laporan ini menggunakan ejaan yang digunakan oleh masyarakat Baliq di Sepaku.
54	 Komentar yang disampaikan oleh perwakilan Otoritas IKN selama The Forest Dialogue (TFD): Dialog Lapangan Pemulihan Ekosistem, yang 
diselenggarakan di Kalimantan Timur pada 23 April 2024, sebagai tanggapan atas pertanyaan yang diajukan oleh peserta mengenai keberadaan 
masyarakat adat di dalam kawasan IKN.
55	 Komentar yang disampaikan oleh Wali Kota Balikpapan Rahmad Mas’ud selama Pekan Budaya Borneo, 14-16 September 2024.

a.	 Suku-suku asli dan kelompok masyarakat adat di Kalimantan Timur

Baliq (Balik)53adalah kelompok masyarakat adat yang tinggal di Kalimantan Timur di wilayah yang diusulkan sebagai lokasi ibu 
kota baru Indonesia (Ibu Kota Nusantara atau “IKN”). Pada tahun 1975, pemerintah melaksanakan program transmigrasi di mana 
para transmigran, terutama dari Jawa, pindah ke wilayah adat Baliq, khususnya di Sepaku, dan pemerintah menggambar ulang 
dan mengganti nama banyak batas wilayah dan landmark adat Baliq. Meskipun masyarakat Baliq masih secara aktif mengklaim 
hak atas tanah mereka dan mengenal wilayah mereka, batas wilayah adat masyarakat Baliq belum diakui oleh pemerintah, yang 
telah membagi wilayah adat mereka menjadi wilayah administratif terpisah.

Data yang dapat diandalkan tentang populasi Baliq sangat terbatas. Meskipun sumber pemerintah menyarankan bahwa Baliq hanya 
menyumbang 5% dari populasi di sekitar IKN,54  atau bahwa Baliq “sudah punah”,55  masyarakat Baliq mempertanyakan keakuratan 
angka populasi yang rendah dan menentang narasi kepunahan yang diklaim oleh pemerintah. satu hal penting yang perlu dicatat,

Kelompok Masyarakat 
seperti Kedang Ipil dan Balik 
Sepaku di Kalimantan Timur 
dilibatkan oleh perwakilan 
dari AMAN Kaltim untuk 
mendokumentasikan 
pandangan mereka terkait 
penilaian dasar sosial yang 
berkaitan dengan PT ITCI 
Hutani Manunggal (IHM).
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Kelompok masyarakat Baliq Sepaku melaporkan bahwa sejak perusahaan tiba, mereka mulai berusaha menghapus cara hidup 
masyarakat Baliq. Perusahaan membangun jalan yang memotong lanskap alam Sepaku dan memasang batu-batu besar di dasar 
Sungai Sepaku dan anak sungainya, sehingga mencegah masyarakat menggunakan cara tradisional mereka untuk bepergian, 
yaitu dengan perahu yang dioperasikan menggunakan tongkat dayung. Masyarakat percaya bahwa perusahaan memasang 
batu-batu tersebut untuk mencegah pencurian kayu yang dimuat perusahaan ke atas perahu untuk diangkut melalui sungai.

PT IHM telah setidaknya sekali secara sengaja meratakan kebun-kebun masyarakat. PT IHM juga melaporkan anggota masyarakat 
ke polisi karena melakukan teknik pertanian rotasi tradisional mereka, yang melibatkan pembakaran sebagian area tanah untuk 
penanaman sementara area lain dibiarkan tidak ditanami selama bertahun-tahun. Anggota masyarakat menuduh bahwa PT IHM 
dalam beberapa kasus sengaja membakar lahan untuk mendukung narasi bahwa praktik pembakaran tradisional bertanggung 
jawab atas kerusakan lahan. Pada tahun 1990-an, masyarakat Baliq memimpin protes terhadap operasi PT IHM. Polisi dan 
Brigade Mobil Polisi (Brimob) mendukung perusahaan dan membawa senjata, meningkatkan risiko kekerasan selama protes. 
Pencaplokan praktik pertanian tradisional masyarakat secara terus-menerus telah mendorong banyak anggota masyarakat 
beralih ke penanaman kelapa sawit, mengakibatkan hilangnya mata pencaharian tradisional masyarakat dalam budidaya padi 
gunung, yang terakhir dipanen di masyarakat tersebut enam tahun yang lalu.

Operasi PT IHM telah merusak lahan berburu masyarakat dan menyebabkan hilangnya pohon-pohon tertentu serta sumber 
daya hutan lainnya yang merupakan bagian integral dari praktik budaya masyarakat. Khususnya, masyarakat kini tidak dapat 
menemukan pakis (sejenis tumbuhan paku) yang merupakan sumber makanan penting bagi mereka. Demikian pula, hilangnya 
tanaman obat tradisional (obat kampung) serta hilangnya rotan, mencegah perempuan untuk terlibat dalam praktik tenun 
tradisional (anyam). Gangguan ini telah menyebabkan praktik ritual tradisional masyarakat Baliq hampir berhenti.

Masyarakat Baliq menegaskan bahwa operasi perusahaan telah mencemari Sungai Sepaku, yang menjadi sumber air minum 
bagi masyarakat setempat. Pada suatu saat, anggota masyarakat menemukan botol-botol bekas di sungai, yang mereka yakini 
mengandung pestisida yang mencemari air. Ketika masalah ini diangkat secara terbuka, perusahaan mulai mewajibkan pekerja 
untuk membawa botol-botol tersebut kembali ke kamp mereka. Kelompok masyarakat tersebut menyadari bahwa stok ikan di 
sungai telah berkurang, dan mereka mengaitkan hal ini dengan pencemaran aliran sungai. Masyarakat meyakini bahwa fasilitas 
penanaman benih yang dioperasikan oleh PT IHM di Sungai Suring merupakan kontributor utama pencemaran Sungai Sepaku, 
karena bahan kimia yang digunakan di fasilitas tersebut berakhir di aliran sungai. Fasilitas ini terletak di situs makam suci.

Masyarakat Baliq Sepaku meyakini bahwa bahan kimia yang digunakan oleh PT IHM juga berdampak negatif pada pohon buah-
buahan mereka; banyak pohon buah-buahan telah mati, sementara yang lain tidak lagi berbuah, seolah-olah disterilkan oleh 
bahan kimia dalam air dan tanah.

Laporan oleh masyarakat Baliq menyebutkan bahwa akses ke lahan mereka menjadi lebih terbatas setelah tahun 2020. Pada 
tahun 2022, mereka menemukan PT IHM melakukan pembersihan lahan masyarakat, dan kini mereka memerlukan izin dari 
petugas keamanan perusahaan untuk masuk ke lahan mereka sendiri.

Sebelum kunjungan tim FPP, anggota masyarakat belum pernah mendengar tentang FSC maupun PT Hatfield. Mereka bersedia 
bertemu dengan penilai independen, tetapi mereka tegas bahwa hasil dari proses penyelesaian apa pun harus memastikan hak 
atas tanah mereka dipulihkan. Mereka juga mencatat bahwa penilai independen mana pun harus meminta persetujuan mereka 
melalui kepemimpinan adat sebelum memasuki tanah mereka.

Kalimantan Timur
Pengalaman Masyarakat dalam Penilaian 
Dasar Dampak Sosial di Konsesi PT IHM

a.	 Baliq Sepaku

Kelompok masyrakat asli Baliq Sepaku tinggal di beberapa desa yang terletak di dalam kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam 
Paser Utara, Kalimantan Timur. Beberapa keluarga telah menerima sertifikat hak milik tanah secara individu atas sebidang 
tanah tertentu, namun masyarakat Baliq terus memperjuangkan pengakuan atas hak tanah komunal mereka. Meskipun banyak 
pengaruh eksternal mulai mengikis budaya Baliq, masyarakat Baliq tetap mematuhi aturan dan praktik pengambilan keputusan 
adat.

Perusahaan bernama PT International Timber Corporation Indonesia Kartika Utama (PT ITCI KU) mulai melakukan pembukaan 
lahan di wilayah Baliq pada tahun 1971, dan PT IHM melanjutkan kegiatan tersebut setelah mendapatkan izin konsesi pada 
tahun 1996. Pembukaan lahan skala besar untuk operasi perkebunan PT IHM dimulai pada awal tahun 2000-an. Baik PT ITCI 
KU maupun PT IHM tidak pernah berkonsultasi, apalagi meminta persetujuan dari masyarakat Baliq untuk kegiatan mereka. 
Masyarakat Baliq juga melaporkan bahwa setiap kali ada konsultasi tentang proyek-proyek dengan kelompok-kelompok 
masyarakat di wilayah tersebut, pemimpin adat mereka tidak diundang karena pemerintah tidak mengakui Baliq sebagai suku 
asli; sebaliknya, pemerintah daerah tampaknya hanya mengakui suku Paser dan beberapa kelompok masyarakat lokal asli 
lainnya atau transmigran.

Seorang wanita Baliq memanen padi gunung—varietas padi dataran tinggi tradisional. Dulu pernah ditanam secara luas, padi 
kering lokal ini kini hanya bertahan di tanah leluhur masyarakat Baliq. (Foto: AMAN Kaltim)
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Suku Sumping Layang mematuhi mekanisme penyelesaian sengketa tradisional; namun, terkait dengan sengketa tanah yang 
sedang berlangsung dengan PT IHM, proses penyelesaian belum dilakukan. Secara tradisional, sengketa dan perselisihan 
diselesaikan melalui pembicaraan berbasis keluarga dan musyawarah adat, yang difasilitasi oleh pemimpin tradisional dan 
sesepuh yang dihormati. Sumping Layang dapat mengenakan gawai (denda adat) kepada pihak yang melanggar hukum adat, 
dengan meminta barang berharga seperti guci (tempayan), gong (gong tradisional), atau mandau (pedang upacara) sebagai 
bentuk ganti rugi. Selama interaksi yang dilakukan masyarakat dengan perusahaan, seringkali terdapat polisi, Brimob, atau 
pasukan keamanan lainnya yang hadir.

Masyarakat tidak mengetahui apa itu Forest Stewardship Council (FSC) maupun Kerangka Kerja Remedi FSC. Tidak ada 
organisasi atau individu yang membagikan informasi kepada mereka tentang proses-proses ini, dan mereka tidak diberi tahu 
tentang langkah-langkah yang terlibat dalam Proses Remedy. Demikian pula, masyarakat tidak mengetahui siapa penilai 
independen tersebut dan belum pernah menerima komunikasi apa pun dari mereka yang menjelaskan peran mereka dalam 
penilaian FSC di Kalimantan. Penilai independen belum pernah berinteraksi dengan masyarakat, tidak memperkenalkan diri, 
dan tidak menjelaskan tujuan penilaian dasar. Masyarakat merasa terdampak secara negatif oleh PT IHM tetapi belum diberi 
kesempatan untuk menyampaikan kekhawatiran mereka dalam proses Kerangka Kerja Remedi FSC.

b.	 Kedang Ipil

Kedang Ipil adalah desa di Kecamatan Kota Bangun Darat, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Desa ini memiliki 
populasi 1.509 orang dari 460 rumah tangga dan 12 unit RT. Ketapang adalah salah satu dusun di desa tersebut. Masyarakat 
mengidentifikasi diri mereka sebagai Sumping Layang.

Menurut cerita yang diturunkan oleh para pemimpin masyarakat dan tetua tradisional, suku Sumping Layang menetap di 
tepi Sungai Kedang Ipil sekitar tahun 1815. Pada tahun 1827, dikeluarkan sebuah keputusan resmi untuk mendirikan sebuah 
desa bernama Kedang Ipil, dipimpin oleh seorang tokoh bernama Leppas, yang memegang gelar Jogo Wono (berarti “Penjaga 
Hutan”)—sebuah posisi yang setara dengan kepala desa saat ini—di bawah pemerintahan Raden Mas, Bupati Kabupaten Kota 
Bangun pada masa itu.

Kelompok masyarakat Sumping Layang sebagian besar menghidupi diri mereka melalui pertanian, dengan menerapkan sistem 
pertanian berpindah yang dikenal sebagai gilir balik—metode penggunaan lahan secara bergilir. Bukti praktik pertanian ini 
masih terlihat hingga kini melalui kelimpahan tanaman buah-buahan di sepanjang Sungai Kedang Ipil. Suku Sumping Layang 
mempertahankan mata pencaharian mereka melalui praktik tradisional dan pertanian kelapa sawit serta karet skala kecil. 
Mereka mengumpulkan getah kelapa sawit (nyadap benda), memancing (mola hampang), membuat tusuk sate (mola cocok 
sate), serta mengolah daun nanas (ngelor anas) dan akar nanas (ngelor tangang) menjadi benang.

Sumping Layang mengatur tanah leluhur mereka sesuai dengan adat istiadat penggunaan tanah, di mana setiap area memiliki 
fungsi yang berbeda dan nilai budaya yang penting. Ini termasuk Himbe - area hutan suci yang dilindungi dan berfungsi 
sebagai sumber air bagi masyarakat; Rapak - lahan pertanian yang ditanami terutama dengan padi Mayas dan Melati; Humma 
- lahan pertanian ladang yang dibakar sebelum menanam berbagai jenis padi; Belukaran - lahan pertanian yang secara alami 
beregenerasi menjadi hutan; dan Lemboan (Mboan) - lahan kebun suci yang dilindungi secara ketat. Setiap klasifikasi lahan ini 
diatur oleh hukum adat yang mengatur hak kepemilikan dan penggunaan lahan.

Saat ini, tidak ada peraturan lokal atau keputusan pemerintah yang secara resmi mengakui kelompok masyarakat ini sebagai kelompok 
masyarakat adat. Namun, batas-batas tanah adat telah dipetakan dan disepakati di dalam masyarakat, termasuk dengan desa-desa 
tetangga. Sumping Layang sedang menunggu verifikasi teknis dari pemerintah untuk pengakuan resmi sebagai masyarakat adat ( 
Masyarakat Hukum Adat) sesuai dengan undang-undang Indonesia. Tanah-tanah mereka dan banyak adat istiadatnya telah 
didokumentasikan dalam basis data BRWA.64 Tidak ada sertifikat tanah resmi yang diterbitkan. Tanah desa tumpang tindih 
dengan area hutan dan area non-hutan, yang dikenal sebagai APL (Area Penggunaan Lain). Beberapa izin yang diberikan untuk 
Hutan Tanaman Industri (HTI), Izin Usaha Perkebunan (HGU), dan Izin Usaha Pertambangan (IUP) tumpang tindih dengan tanah 
masyarakat.

Pada tahun 1990, masyarakat pertama kali diberitahu bahwa PT ITCI Hutani Manunggal (PT IHM) telah memperoleh izin (161.127 
ha) yang mencakup sebagian lahan mereka, namun perusahaan tidak meminta persetujuan masyarakat sebelum memperoleh 
izin tersebut. Masyarakat tidak diberikan informasi apa pun oleh perusahaan atau pemerintah mengenai proyek tersebut, 
baik sebelum perusahaan memperoleh lisensinya maupun selama proses penilaian dampak lingkungan dan sosial (AMDAL); 
masyarakat tidak pernah menerima salinan penilaian dampak tersebut. Perusahaan mulai membersihkan lahan pada tahun yang 
sama, diikuti dengan penanaman pada tahun 1997, sekali lagi tanpa meminta izin dari masyarakat. Tidak ada pembicaraan yang 
dilakukan, tidak ada kesepakatan yang dibuat, dan tidak ada dokumen yang menunjukkan upaya untuk melibatkan masyarakat 
melalui lembaga adat, institusi pengambilan keputusan tradisional mereka. PT IHM terus beroperasi di lahan masyarakat tanpa 
pernah meminta persetujuan untuk melakukannya, baik pada saat memulai, maupun pada titik mana pun sejak operasi dimulai.

Operasi perusahaan telah secara signifikan membatasi kemampuan masyarakat untuk mengakses dan menggunakan tanah 
serta sumber daya alam mereka, yang mana hal ini secara langsung berdampak pada mata pencaharian tradisional. Situs-
situs suci dan bermakna budaya juga telah terdampak, karena hutan-hutan telah diubah, sehingga menyulitkan pengumpulan 
bahan-bahan yang diperlukan untuk ritual dan upacara. Operasi perusahaan telah berdampak secara berbeda pada perempuan 
dibandingkan laki-laki, terutama dengan membatasi aktivitas tradisional yang pernah dilakukan oleh perempuan. PT IHM 
menggunakan pestisida, dan penggunaannya telah mempengaruhi area tertentu di lahan masyarakat. Sejak perusahaan mulai 
beroperasi, masyarakat telah memperhatikan peningkatan penyakit. Dampak lingkungan meliputi pencemaran sungai akibat 
limbah perusahaan selama musim panen, yang mempengaruhi sumber air dan kehidupan air masyarakat.

64	 BRWA, “Kutai Adat Lawas”, https://brwa.or.id/wa/view/WmZnRXljazJtbmc.
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Kekurangan transparansi dan kurangnya penghormatan terhadap hak kelompok masyarakat yang terdampak untuk 
berpartisipasi dalam proses penilaian dasar sosial membuat legitimasi proses penilaian dasar tersebut sangat dipertanyakan. 
Partisipasi masyarakat dalam proses penilaian membantu memastikan bahwa dampak negatif tidak didefinisikan secara 
sepihak, diabaikan, atau dikecualikan dengan alasan bahwa hak-hak tersebut tidak diakui oleh pemerintah. Bila pihak pemegang 
hak tidak dapat mengetahui isi penilaian dasar sosial hingga saat APRIL menyelesaikan catatan konsep untuk rencana Remedi, 
mereka tidak memiliki kesempatan untuk memverifikasi apakah dampak negatif yang mereka alami telah dievaluasi dengan 
akurat atau bahkan dimasukkan. Kelemahan dalam metodologi ini diperparah oleh kurangnya panduan dalam pengumpulan 
data mengenai berbagai jenis dampak negatif.

Satu-satunya mekanisme pengamanan yang terintegrasi dalam proses Kerangka Kerja Remedi untuk memverifikasi penilaian 
dasar adalah verifikasi pihak ketiga pada beberapa tahap. Namun, meskipun Kerangka Kerja Remediasi mensyaratkan verifikasi 
penghormatan terhadap hak FPIC setelah identifikasi area dampak dan identifikasi pihak yang Remedi, hingga saat ini belum 
ada verifikasi pihak ketiga yang dilakukan untuk kedua tahap tersebut. FSC, yang mengawasi implementasi Kerangka Kerja 
Remedi, telah menolak keluhan FPP, Bahtera Alam, dan YMKL mengenai kelalaian serius ini, dan menyarankan agar keluhan 
tersebut diselesaikan oleh perusahaan induk APRIL, RGE.74 RGE telah menerima keluhan tersebut, tetapi hingga saat ini belum 
ada kemajuan dalam menyelesaikannya.

74	 Ibid, lihat Lampiran K.

Metodologi Penilaian Dasar Sosial

65	 FSC RF, Bagian 9.4.
66	 APRIL, “Metodologi dan Pendekatan Dasar”, https://remedy.aprilasia.com/wp-content/uploads/2024/12/ENG-Methodology-Document.pdf.
67	 Lihat Lampiran F, J
68	 APRIL, “Metodologi dan Pendekatan Dasar”, hlm. 5-7.
69	 Ibid, hlm. 1.
70	 Ibid, hlm. 6
71	 Email dari Dwi Muhtaman, tertanggal 10 Desember 2024
72	 Ibid, hlm. 6.
73	 Email dari Julian Nierentz, Manajer Program (Pengelolaan Kasus), FSC International, tertanggal 20 Maret 2025.

Kerangka Kerja Remedi FSC menetapkan bahwa pihak kelompok perusahaan, dalam hal ini APRIL, bertanggung jawab untuk 
mengembangkan metodologi untuk penilaian dasar sosial dan lingkungan.65  Metodologi APRIL untuk penilaian dasar sosial dan 
lingkungan tersedia secara publik di situs web mereka.66  APRIL dan Remark Asia  mengonfirmasi bahwa metodologi ini adalah 
yang digunakan Remark Asia untuk melakukan penilaian dasar sosial.67  Metodologi tersebut secara singkat menggambarkan 
empat langkah dalam proses penilaian dasar sosial: 1) tinjauan dokumen dan data; 2) analisis awal; 3) triangulasi; dan 
4) kunjungan lapangan. Diagram proses yang menyertai mencakup langkah-langkah tambahan 3.5) pemetaan temuan awal; 5) 
pendaftaran kerugian; 6) prioritas kerugian; dan 7) laporan SBA.68

Meskipun metodologi ini tampaknya secara umum mencakup langkah-langkah yang diperlukan dalam penilaian dampak 
sosial atau hak asasi manusia, metodologi ini memiliki beberapa kelemahan, termasuk kurangnya panduan substansial untuk 
mengidentifikasi dampak negatif. Situs web APRIL dan catatan metodologi menyebutkan bahwa “Pelaksanaan metodologi oleh 
Penilai Independen didasarkan pada keahlian dan penilaian ahli mereka.”69 Catatan tersebut juga menyebutkan bahwa “Penilai 
Independen dapat menggunakan metode pengumpulan data yang mereka anggap tepat berdasarkan keahlian dan penilaian 
ahli mereka.”70 Ketika diminta untuk membagikan metodologi akhir yang digunakan dalam penilaian dasar sosial, Remark Asia 
menjawab bahwa “metodologi yang digunakan untuk tugas ini [penilaian dasar sosial di Sumatra Utara] dimiliki oleh RAPP 
[APRIL], entitas yang memesan penilaian tersebut.”71

Terkait keluhan yang diajukan oleh kelompok masyarakat yang dikunjungi oleh tim FPP dan mitra-mitra terkait, metodologi 
tidak mewajibkan penghormatan terhadap hak partisipasi masyarakat, juga tidak menjelaskan apakah Penilai Independen 
harus bertemu dengan semua pemegang hak yang terdampak. Selain itu, metodologi tidak memberikan panduan tentang 
bagaimana Penilai Independen harus mendokumentasikan dampak negatif selama kunjungan lapangan. Tidak ada persyaratan 
yang jelas dalam metodologi untuk memastikan bahwa masyarakat sepenuhnya memahami hak-hak mereka, dikonsultasikan 
secara memadai sebelum penilaian dilakukan, dan diberi kesempatan untuk berpartisipasi dalam penilaian. Metodologi hanya 
mengandung satu kalimat yang menyatakan bahwa penilai independen “mengonsultasikan pemangku kepentingan yang 
berkepentingan dan pemangku kepentingan yang terdampak sesuai dengan ketentuan”.

Metodologi tersebut hanya menyarankan bahwa “kunjungan lapangan untuk mengumpulkan detail dan informasi yang hilang” 
harus dilakukan setelah pemetaan dan triangulasi temuan awal dari tinjauan dokumen.72  Namun, metodologi tersebut tidak 
mencatat bahwa pekerjaan di luar tinjauan dokumen mungkin diperlukan untuk mengidentifikasi pemegang hak, dan bahwa 
kunjungan lapangan mungkin diperlukan untuk menentukan apakah ada dampak yang belum pernah didokumentasikan 
sebelumnya. Tidak ada panduan mengenai apa yang dimaksud dengan “kunjungan lapangan” atau di mana “lokasi” untuk 
kunjungan lapangan diadakan.

Meskipun metodologi mencatat bahwa data dalam penilaian dasar sosial harus ditriangulasi, metodologi tersebut tidak 
mewajibkan agar draf laporan dibagikan kepada pemegang hak untuk validasi. Metodologi menyarankan bahwa APRIL akan 
memeriksa dua draf laporan sebelum finalisasi, tetapi tidak mengisyaratkan agar draf-draf tersebut pernah dibagikan kepada 
masyarakat. Ketika diminta untuk membagikan laporan penilaian dasar yang telah diajukan ke FSC, APRIL dan Remark Asia 
menolak tanggung jawab untuk membagikan draf laporan ke FSC, dengan mengutip perjanjian kontrak. Ketika FSC diminta akan 
hal yang sama, mereka menolak untuk membagikan laporan, dengan alasan bahwa laporan tersebut mengandung informasi 
sensitif dan bahwa ringkasan laporan akan dibagikan setelah APRIL menghasilkan catatan konsep untuk rencana perbaikan.73

Kompleks pabrik PT. Toba Pulp Lestari di Porsea, Toba, Sumatera Utara. (Foto: Nanang Sujana)
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Kesimpulan dan Rekomendasi

75	� Kami mengakui bahwa, pada saat penulisan ini, di Riau (12–13 Februari) dan Kalimantan Utara (30 April), FKKM memfasilitasi lokakarya tentang 
implementasi Kerangka Kerja Remedi Sosial FSC. Lokakarya ini dilaporkan dikembangkan bekerja sama dengan APHI (Asosiasi Pengusaha 
Hutan Indonesia), kamar dagang bagi pemegang konsesi kehutanan Indonesia, dan dibiayai oleh APRIL, yang menimbulkan pertanyaan tentang 
independensi informasi yang dibagikan

76	 Lihat Lampiran F, J.

Penilaian lapangan yang dilakukan secara cepat oleh tim FPP mengungkapkan beberapa kelemahan serius dalam proses 
penilaian dasar sosial Kerangka Kerja Remedi FSC, serta beberapa langkah yang diperlukan untuk mengatasi tantangan tersebut. 
Kelemahan utama dalam proses penilaian dasar sosial hingga saat ini meliputi: 1) kurangnya informasi yang dibagikan kepada 
masyarakat untuk memastikan transparansi dalam proses; 2) kegagalan untuk bertemu dengan semua kelompok masyarakat 
yang terdampak oleh konsesi group APRIL; 3) kegagalan berulang dalam memperoleh FPIC and PADIATAPA dari masyarakat 
untuk berbagai tahap proses; dan 4) Kurangnya akurasi dalam mendokumentasikan semua dampak sosial yang perlu diperbaiki, 
terutama karena kunjungan ke masyarakat yang terlalu singkat.

a.	 Kekurangan berbagi informasi dan transparansi

Sebagian besar kelompok masyarakat yang ditemui oleh tim FPP memiliki sedikit atau bahkan tidak memiliki informasi sama 
sekali tentang proses Kerangka Kerja Remedi FSC dan tanggung jawab kelompok APRIL dalam proses tersebut. Faktanya, sangat 
sedikit kelompok masyarakat yang pernah mendengar tentang FSC, apalagi proses penilaian dasar dan penilai independen. 
Beberapa pemimpin masyarakat mengakui bahwa mungkin saja perwakilan desa administratif mereka telah mengetahui proses 
ini, tetapi jika demikian, informasi tersebut tidak dibagikan kepada mereka.

Kekurangan dalam berbagi informasi dengan kelompok-kelompok masyarakat melanggar proses Kerangka Kerja Remedi FSC, dan 
kegagalan FSC dalam menanggapi kekhawatiran terkait kekurangan ini juga merupakan kelalaian dalam menjalankan tanggung 
jawabnya. Kerangka Kerja Remedi mensyaratkan bahwa hak pemegang hak yang terdampak untuk mendapatkan persetujuan 
bebas, sebelumnya, dan terinformasi (FPIC) dihormati, khususnya pada tahap identifikasi pemegang hak yang terdampak oleh 
konsesi kelompok APRIL dan pada tahap pelaksanaan penilaian dasar sosial. Jika Kerangka Kerja Remedi dipatuhi, seharusnya 
tidak ada kelompok masyarakat yang terdampak pada tahap proses APRIL ini yang melaporkan bahwa mereka bahkan belum 
pernah mendengar tentang FSC, Kerangka Kerja Remedi, maupun proses penilaian dasar sosial.

Pada saat penulisan laporan ini, mekanisme terorganisir yang ada untuk berbagi informasi dengan perwakilan masyarakat 
mengenai proses Kerangka Kerja Remedi FSC untuk APRIL adalah: sesi berbagi informasi sekali waktu yang diselenggarakan 
oleh FSC Indonesia atau oleh penilai independen di ibu kota kabupaten atau provinsi di mana kelompok APRIL mengoperasikan 
konsesi pada awal 2024; Forum Pemangku Kepentingan APRIL yang diselenggarakan pada Juni 2024; dan informasi apa pun yang 
mungkin telah dibagikan oleh penilai independen Remark Asia kepada kelompok masyarakat mana pun yang ditemuinya selama 
tahap lapangan penilaian dasar sosialnya.75 APRIL dan Remark Asia mengklaim bahwa mereka telah melakukan pembagian 
informasi yang menyeluruh dengan masyarakat.76  FPP tidak membantah bahwa APRIL dan Remark Asia mengadakan sesi 
berbagi informasi dan bahwa informasi tersedia secara online mengenai proses RF. Namun, informasi online hanya berguna 
jika masyarakat dapat mengakses internet dan mengetahui di mana mengakses informasi tersebut; dan, seperti yang mereka 
catat sendiri, sesi berbagi informasi ini tidak diadakan di wilayah masyarakat dan hanya melibatkan sejumlah kecil perwakilan 
masyarakat. Juga tidak jelas bagaimana masyarakat diwakilkan, atau perwakilan masyarakat mana yang dipilih untuk menghadiri 
sesi berbagi informasi tersebut.

APRIL saat ini sedang menguji coba mekanisme pengembangan kapasitas dengan total 15 kelompok masyarakat di Riau, di 
mana dua organisasi lokal didanai untuk memberikan pelatihan dan dukungan teknis agar kelompok-kelompok masyarakat 
ini dapat berpartisipasi secara efektif dalam proses Kerangka Kerja Remedi. Model ini tidak memungkinkan untuk mendukung 
adanya pengembangan kapasitas kepada semua kelompok masyarakat, karena beberapa organisasi tidak dapat secara hukum 
menerima dana dari APRIL dan banyak yang enggan menerima dana secara langsung dari.

Perusahaan. FPP dan pihak lainnya telah mengusulkan agar FSC mendirikan mekanisme perwalian buta (Blind Trust) untuk 
mengelola dana (yang disediakan oleh APRIL), guna memastikan terwujudnya penyuluhan informasi dan pengembangan 
kapasitas dengan kelompok masyarakat yang terdampak. Rekomendasi ini kembali diangkat dalam Forum Pemangku 
Kepentingan APRIL yang diselenggarakan pada Juni 2024. Hingga saat ini, FSC belum mendukung pembentukan mekanisme 
pembagian informasi, apalagi pengembangan kapasitas dan dukungan bagi kelompok masyarakat yang terdampak.

Perlu juga dicatat bahwa baik hukum hak asasi manusia internasional maupun panduan FPIC FSC secara jelas menyatakan 
bahwa salah satu komponen inti dari hak FPIC adalah berbagi informasi dengan masyarakat melalui lembaga perwakilan mereka 
sendiri. Ini berarti bahwa berbagi informasi harus dilakukan melalui lembaga perwakilan adat masyarakat, yang seringkali 
bukanlah kepala desa administratif.

b.	 Gagal bertemu dengan semua kelompok masyarakat yang terdampak

Kelima kelompok masyarakat yang ditemui oleh tim FPP di Sumatra Utara, di mana penilaian dasar sosial dilaporkan telah 
selesai, menyatakan bahwa mereka belum pernah mendengar tentang FSC maupun Remark Asia, dan bahwa mereka belum 
pernah menerima kunjungan dari Remark Asia. Empat dari kelompok-kelompok masyarakat tersebut berlokasi di desa-desa 
administratif yang terdaftar dalam daftar desa yang berpotensi terdampak oleh Remark Asia, dan kelima kelompok masyarakat 
tersebut memiliki tanah adat yang berlokasi di desa-desa administratif dalam daftar tersebut. Semua kelompok masyarakat 
mencatat bahwa kemungkinan Remark Asia telah bertemu dengan  desa mereka, tetapi mereka tidak diberitahu tentang 
kunjungan tersebut. Di dalam semua kelompok-kelompok masyarakat ini, lembaga pemerintahan adat desa merupakan 
lembaga yang terpisah dari pemerintah administratif.

Kelompok-kelompok masyarakat tersebut merupakan anggota Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Tano Batak (AMAN Tano 
Batak), sebuah organisasi berbasis keanggotaan masyarakat. Mereka mengandalkan AMAN Tano Batak untuk dukungan teknis 
dan bantuan dalam hal-hal yang berkaitan dengan perjuangan mereka untuk memperoleh penghormatan terhadap hak-hak 
mereka. Mereka semua sepakat bahwa AMAN Tano Batak merupakan lembaga yang tepat bagi seorang penilai untuk jadikan 
sebagai narahubung menuju pemimpin adat yang sesuai dengan ketentuan kelompok-kelompok masyarakat tersebut. AMAN 
Tano Batak melaporkan bahwa Remark Asia belum menghubungi mereka untuk meminta informasi kontak pemimpin adat dari 
anggota masyarakatnya.

Semua kelompok masyarakat juga telah memetakan dan mendaftarkan tanah adat mereka dalam basis data BRWA publik. 
Karena hal tersebut, bahkan selama penelitian meja, penilai independen dapat menemukan informasi tentang kelompok-
kelompok masyarakat ini dan mempelajari beberapa lembaga pemerintahan adat mereka. Mereka juga akan menemukan 
informasi mengenai area yang diklaim oleh kelompok-kelompok masyarakat ini sebagai tanah adat mereka.

Surat balasan Remark Asia terhadap draf laporan ini menjelaskan proses kunjungan lapangan yang dilakukan tim mereka 
untuk masing-masing dari lima kelompok masyarakat yang dikunjungi oleh tim FPP.77  Surat Remark menjelaskan bahwa tim 
menyadari bahwa struktur dan lembaga adat tidak selalu sejalan dengan lembaga desa administratif di Sumatra Utara. Memang, 
Remark mencatat bahwa laporan penilaian dasar sosialnya akan memasukkan Dolok Parmonangan sebagai “salah satu dari 28 
desa dengan potensi dampak sosial”. Namun, tidak jelas mengapa Remark tidak mengunjungi masyarakat adat secara terpisah 
dan malah mengandalkan pengumpulan informasi dari penduduk yang dapat hadir dalam pertemuan satu hari yang mereka 
adakan di desa administratif masing-masing.

c.	 Kesulitan mendokumentasikan dampak secara komprehensif

Semua kelompok masyarakat yang ditemui oleh tim FPP berbagi informasi tentang dampak-dampak yang beragam dan 
signifikan yang mereka alami akibat operasi kelompok APRIL selama puluhan tahun. Dampak tersebut meliputi pelanggaran 
berbagai hak; kurangnya penghormatan terhadap hak masyarakat untuk menentukan nasib sendiri, FPIC, dan partisipasi dalam 
pengambilan keputusan melalui lembaga perwakilan yang dipilih; tidak adanya penghormatan terhadap hak masyarakat untuk 
memiliki tanah adat, wilayah, dan sumber daya mereka sendiri; perusakan harta benda masyarakat, termasuk area adat yang 
dibiarkan tidak diolah dan area yang diolah untuk penggunaan masyarakat; menghalangi masyarakat untuk menggunakan tanah 
dan sumber daya mereka; perusakan sumber mata pencaharian tradisional; perusakan situs dan aset budaya, serta pengikisan 
kapasitas masyarakat

77	 Lihat Lampiran J.
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untuk terlibat dalam praktik budaya; pencemaran sumber air dan dampak kesehatan negatif yang terkait; degradasi lingkungan; 
dampak yang berbeda-beda terhadap hak-hak perempuan, termasuk hilangnya mata pencaharian spesifik yang dilakukan 
oleh perempuan dan kerusakan terhadap sumber daya budaya yang secara tradisional diakses oleh perempuan; kriminalisasi; 
ancaman terhadap nyawa dan intimidasi terhadap anggota masyarakat; serta serangan terhadap anggota masyarakat. Meskipun 
tim FPP berhasil mengumpulkan banyak informasi mengenai banyak dari dampak-dampak ini dalam penilaian cepat, kunjungan 
satu hari tidak cukup untuk mengumpulkan informasi yang rinci dan komprehensif mengenai semua dampak yang dialami.

Remark Asia mencatat dalam komentarnya terhadap draf laporan ini bahwa “penilaian dasar hanyalah tahap awal dari proses 
Kerangka Kerja Remedi secara keseluruhan.... Langkah-langkah selanjutnya masih memakan waktu yang lama”.78  Meskipun 
hal ini benar, proses Kerangka Kerja Remedi (RF) tidak mengandung langkah lain untuk menilai kembali kerugian yang harus 
diperbaiki oleh APRIL dan anggota kelompok perusahaannya. Sebaliknya, penilaian dasar sosial adalah satu-satunya langkah 
dalam seluruh proses ini yang akan menetapkan kerugian sosial yang harus diperbaiki oleh APRIL untuk mendapatkan kembali 
asosiasi dengan FSC. Remark mencatat bahwa penilaian mereka lebih “mendalam” daripada kunjungan lapangan FPP, di 
mana tim mereka mengunjungi 55 desa dan menghabiskan 1-2 hari di setiap desa. Fakta inilah kenapa dalam laporan ini kami 
menyimpulkan bahwa penilaian dasar tidak cukup memadai. Meskipun tim FPP mengunjungi setiap kelompok masyarakat 
yang disebutkan dalam studi kasus ini dua kali, sehingga menghabiskan waktu yang sama atau lebih lama di setiap kelompok 
masyarakat dibandingkan Remark Asia, tim tersebut tidak dapat melakukan lebih dari sekadar mengumpulkan gambaran 
umum dan ringkasan kerugian yang dialami. Dan justru karena inilah, untuk mendapatkan hasil penilaian dasar komprehensif 
yang akan dijadikan landasan negosiasi dalam Proses Remedi, harusnya penilaian-penilaian yang dilakukan terhadap setiap 
kelompok masyarakat dilakukan dalam waktu yang bahkan lebih lama lagi.

d.	 Rekomendasi

Penilaian dasar sosial menentukan adanya dampak sosial negatif yang disebabkan oleh konsesi anggota kelompok korporasi 
APRIL,79  hal tersebut adalah salah satu alasan APRIL menarik diri dari FSC pada tahun 2013. Hasilnya akan dimasukkan ke 
dalam laporan analisis dampak,80  dan dampak sosial yang diidentifikasi akan ditangani oleh kelompok korporasi dalam proses 
Kerangka Kerja Remedi melalui solusi yang disepakati dengan pemegang hak yang terdampak. Karena itu, penilaian dasar sosial 
berfungsi sebagai dasar negosiasi mengenai tindakan perbaikan yang akan diberikan oleh kelompok APRIL kepada pemegang 
hak yang terdampak. Adalah hal yang sangat penting agar penilaian dasar sosial mencakup semua pemegang hak yang telah 
mengalami dampak negatif dan ingin terlibat dalam proses ini, serta pemegang hak menyetujui melalui proses FPIC yang inklusif 
agar penilaian tersebut mencakup semua dampak sosial yang mereka alami terkait dengan konversi lahan adat mereka menjadi 
perkebunan. Untuk mengatasi tantangan berbagi informasi, identifikasi kelompok masyarakat, dan pendokumentasian kerugian 
secara komprehensif:

•	 FSC harus memastikan pembentukan mekanisme pembagian informasi dan pelatihan mengenai proses Kerangka Kerja 
Remedi FSC bagi kelompok masyarakat dan masyarakat sipil. Telah diusulkan agar mekanisme ini berbentuk dana abadi 
yang didanai oleh perusahaan yang terlibat dalam proses RF, dalam hal ini APRIL, yang kemudian akan mendanai organisasi 
masyarakat sipil lokal dan organisasi berbasis masyarakat untuk menyediakan informasi, pengembangan kapasitas, dan 
dukungan teknis kepada pemegang hak yang terdampak agar dapat berpartisipasi secara efektif dalam proses Remediasi.

•	 FSC, APRIL, dan penilai independen harus memastikan bahwa mereka berkomunikasi secara terbuka, aksesibel, inklusif, 
dan transparan dengan kepemimpinan adat masyarakat, bukan hanya dengan kepala desa administratif.

•	 FSC, APRIL, dan penilai independen harus memastikan bahwa mereka berinteraksi dengan organisasi masyarakat sipil 
lokal dan organisasi berbasis masyarakat untuk memahami praktik adat pemegang hak yang terdampak oleh kelompok 
APRIL dan membantu mereka mengidentifikasi lembaga yang tepat untuk berkomunikasi.

78	 Lihat Lampiran J.
79	 “Penilaian Dasar Sosial harus dilakukan, menggunakan informasi terbaik yang tersedia*, dengan berkonsultasi* dengan pemangku kepentingan 
yang terdampak* untuk menentukan adanya dampak sosial negatif* yang terkait dengan konversi* atau aktivitas yang tidak dapat diterima*.” Kerangka 
Kerja Remedi FSC, Pasal 10.1.
80	 Ibid, Pasal 14.1.

•	 APRIL dan penilai independen harus memanfaatkan sumber informasi seperti basis data BRWA untuk membantu 
mengidentifikasi pemegang hak yang terdampak dan wilayah mereka. APRIL dan penilai independen harus 
mempertimbangkan untuk mengadopsi metodologi BRWA guna mendukung pemegang hak yang belum memetakan tanah 
adat mereka untuk memetakan tanah mereka sebagai bagian dari penilaian dasar sosial.

•	 APRIL harus merevisi metodologi penilaian dasar sosialnya – dan FSC harus menyetujui hal yang sama – agar memungkinkan 
masyarakat mendokumentasikan kerugian sosial secara mandiri dengan dukungan teknis. Dokumentasi tersebut akan 
ditinjau bersama dengan penilai independen. Pendekatan ini akan memungkinkan dokumentasi kerugian yang lebih 
komprehensif dalam waktu terbatas yang dialokasikan untuk proses penilaian dasar sosial.

•	 FSC harus mempublikasikan hasil penilaian dasar sosial untuk Sumatera Utara agar pemegang hak dan pemangku 
kepentingan yang berkepentingan dapat memberikan masukan mengenai kelengkapan dan akurasi penilaian dasar sosial.

•	 FSC harus membagikan metodologi yang digunakan oleh para penilai, serta informasi mengenai pemegang hak mana yang 
termasuk dalam penilaian akhir, beserta proses dan kriteria untuk memasukkan pemegang hak tersebut.

•	 FSC harus menyatakan bahwa penilaian dasar sosial saat ini untuk Sumatra Utara belum lengkap dan harus mewajibkan 
penilai independen untuk menyelesaikannya dengan bertemu semua pemegang hak yang terdampak melalui prosedur 
berbasis FPIC.

•	 Penilai independen harus – dan FSC harus mewajibkan – membagikan versi draf penilaian dampak sosial dasar kepada 
masyarakat untuk tinjauan dan verifikasi mereka sebelum penilaian dampak sosial dasar diselesaikan.

Selain hal di atas, sangat penting bahwa tidak ada pelanggaran hak yang sedang berlangsung dan aktif saat Kerangka Kerja Remedi 
diterapkan, atau setelahnya. Tidak ada pemberian PADIATAPA dalam situasi di mana masyarakat merasa bahwa perusahaan 
mengganggu, mengintimidasi, mengancam, dan mengkriminalisasi mereka, serta di mana perusahaan telah melakukan tindakan 
kekerasan terhadap anggota masyarakat. FSC, APRIL, dan TPL harus memastikan bahwa semua tindakan kekerasan, gangguan, 
intimidasi, ancaman, dan pengkriminalan dihentikan agar proses Kerangka Kerja Remedi dapat dilaksanakan dengan benar.
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Lampiran A
Kuesioner yang digunakan oleh anggota 

tim FPP selama kunjungan ke kelompok-
kelompok masyarakat



Draf hanya untuk penggunaan internal FPP, YMKL, dan mitra 

Kuesioner Penilaian Cepat mengenai Proses RF FSC: Penilaian Dasar 
 
Informasi dasar untuk setiap desa: 

• Nama desa (atau unit pemerintahan lainnya): 
• Apakah desa adat dan desa administrasi saling terkait? Jika tidak, dapatkah Anda 

menjelaskan perbedaan antara susunan dan batas desa adat dan desa administrasi? 
• Populasi dan demografi: 
• Komposisi etnis: 
• Adakah perda atau SK yang mengakui MHA? 
• Peta tanah adat – apakah batas-batasnya dipetakan dan disetujui dalam 

masyarakat? Apakah Anda memiliki kesepakatan dengan masyarakat tetangga 
mengenai batas-batas bersama? 

• Apakah ada sertifikat tanah yang diterbitkan? Jika ya, berikan rinciannya – siapa yang 
menerbitkan; apa sebenarnya dokumen sertifikat atau sertifikat tersebut; berapa 
jumlahnya; dan luas wilayahnya. 

• Apa saja sebutan tanah lain yang tumpang tindih dengan tanah masyarakat? 
(Kawasan hutan, APL, taman nasional) 

• Izin apa saja yang pernah diterbitkan yang tumpang tindih dengan tanah masyarakat, 
misalnya HTI, HTE, HGU? Berapa banyak tanah masyarakat yang terkena dampak? 
Apakah ada peta yang menunjukkan area tumpang tindih? 

• Informasi umum lainnya? 
 

Kronologi dasar interaksi dengan PT TPL: 
• Kapan Anda pertama kali diberi tahu bahwa perusahaan tersebut memiliki izin yang 

mencakup (sebagian) tanah milik masyarakat Anda? Apakah perusahaan tersebut 
meminta persetujuan Anda untuk memperoleh izin atas tanah Anda? 

• Kapan perusahaan tersebut pertama kali memasuki tanah komunitas Anda? 
o Apakah perusahaan meminta persetujuan Anda untuk memasuki tanah 

Anda? 
o Apakah ada dokumentasi atau bukti mengenai hal ini (misalnya surat, nama 

perwakilan perusahaan, dll)? 
• Kapan perusahaan mulai membuka lahan di wilayah adat masyarakat Anda? 

o Apakah perusahaan meminta persetujuan Anda untuk membersihkan lahan 
Anda? 

• Kapan perusahaan mulai menanam di wilayah adat masyarakat Anda? 
o Apakah perusahaan meminta persetujuan Anda untuk menanam di lahan 

Anda? 
• Jenis pembangunan infrastruktur apa yang menyertai pengembangan perkebunan 

(misalnya, pembukaan jalan, perkemahan, dll.)? 
o Apakah perusahaan meminta persetujuan Anda untuk melakukan 

pembangunan infrastruktur di tanah Anda? 
• Apakah perusahaan tersebut masih beroperasi di lahan Anda? Jika tidak, kapan 

operasi mereka di lahan Anda berhenti? 
o Pernahkah perusahaan meminta persetujuan Anda untuk melanjutkan 

operasi di tanah Anda?  
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Dampak yang dialami dari operasi PT TPL: 
 
Hak milik 

• Hak apa yang Anda miliki atas tanah di sini? Apa dasar hak-hak ini? 
o Hak apa yang Anda miliki berdasarkan hukum nasional? 
o Hak apa yang Anda miliki berdasarkan hukum adat? 

• Apakah Anda memiliki hak milik yang sah atau dokumentasi yang sah atas hak atas 
tanah Anda? 

o Apakah Anda memiliki dokumentasi lain tentang hak tanah Anda? 
• Apakah perusahaan mengakui hak Anda saat mereka memasuki wilayah Anda? 

o Jika ya, bagaimana caranya? Apakah ada dokumentasinya? Siapa saja 
perwakilan perusahaan yang mengomunikasikan hal ini kepada masyarakat? 

• Apakah perusahaan memetakan lahan milik masyarakat sebelum dimasukkan ke 
dalam perkebunan mereka? 

• Bagaimana perusahaan memperoleh tanah milik masyarakat yang sekarang berada 
dalam konsesi mereka? 

o Apakah mereka memperoleh tanah dari masyarakat secara keseluruhan atau 
dari pemilik tanah perorangan atau keduanya? Dapatkah kami melihat 
contoh kontrak? 

• Apakah operasi perusahaan memengaruhi kemampuan Anda untuk mengakses atau 
menggunakan tanah Anda atau sumber daya di tanah Anda? (Apakah operasi 
perusahaan memengaruhi mata pencaharian tradisional Anda?) 

o Bagaimana? 
• Apakah operasi perusahaan memengaruhi kemampuan Anda untuk menjalankan 

ritual atau adat istiadat tertentu di tanah Anda? (Apakah operasi perusahaan 
memengaruhi tempat-tempat suci atau tempat-tempat penting secara budaya 
lainnya?) 

o Bagaimana? 
• Apakah ada sengketa tanah dengan perusahaan? Apa yang menyebabkan sengketa 

tersebut? 
o Apakah ada upaya yang dilakukan untuk menyelesaikan sengketa tersebut? 

Apakah ada dokumentasi atau bukti lain tentang hal ini? 
• Apa yang harus dilakukan untuk menyelesaikan sengketa tanah ini? 

 
Hak partisipasi dan representasi 

• Siapa otoritas pengambilan keputusan tradisional Anda? 
• Apakah perusahaan memberi tahu Anda tentang rencana mereka untuk 

mengembangkan perkebunan kayu di daerah Anda? Jika ya, bagaimana mereka 
memberi tahu Anda? Siapa saja di masyarakat yang mereka ajak bicara? 

o Apakah ini didokumentasikan dalam surat atau format lain? 
• Apakah Anda dan perusahaan sepakat mengenai proses konsultasi dengan 

masyarakat mengenai pandangan Anda dan negosiasi kesepakatan? Jika ya, 
bagaimana caranya? 

• Apakah komunitas Anda diajak berkonsultasi mengenai pandangan Anda? 
o Siapa yang mewakili dan/atau mewakili komunitas dalam diskusi Anda 

dengan perusahaan? 
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o Siapa yang mempunyai tanggung jawab untuk memastikan bahwa 
masyarakat luas diberitahu tentang diskusi ini? 

o Apakah Anda atau perusahaan mengambil tindakan khusus untuk 
memastikan perempuan, pemuda, orang tua atau kelompok rentan terlibat 
dalam pengambilan keputusan? 

o Menurut Anda, apakah proses keterlibatan memastikan komunitas terwakili 
dengan baik? 

• Informasi apa yang diberikan kepada Anda oleh perusahaan atau pemerintah? 
• Apakah izin Anda diminta sebelum perusahaan memperoleh izin atas tanah Anda? 

Siapa yang meminta izin dan siapa yang memberi izin? 
• Apakah Anda diberi pilihan sebelum analisis dampak lingkungan dan sosial (AMDAL) 

dilakukan? 
o Apakah Anda diwawancarai selama ESIA/AMDAL? 
o Apakah laporan AMDAL dibagikan kepada masyarakat? 

• Apakah Anda mempunyai penasihat yang dapat membantu memberi tahu Anda 
tentang implikasi pengembangan tersebut? 

• Tahukah Anda bahwa Anda berhak mengatakan 'ya' atau 'tidak' terhadap 
pembangunan? 

• Apakah Anda memiliki salinan perjanjian yang dinegosiasikan dengan perusahaan? 
• Apakah perusahaan memberikan manfaat seperti yang diharapkan? Apakah mereka 

mengikuti bagian lain dari rencana yang disepakati? 
• Apakah Anda sekarang menjadi lebih baik atau lebih buruk sebagai hasilnya? Apa 

yang dapat dilakukan lebih baik untuk memastikan hasil yang lebih baik? 
 
Hak atas non-diskriminasi: keadilan gender 

• Apakah perempuan terwakili dalam negosiasi dengan perusahaan atau dalam 
pengambilan keputusan selanjutnya? 

• Bagaimana operasi perusahaan memengaruhi wanita secara berbeda dari pria? 
o Misalnya, apakah ada kegiatan yang biasa dilakukan oleh perempuan yang 

tidak dapat dilakukan lagi? Apakah ada kebiasaan yang dulu dilakukan oleh 
perempuan yang kini harus berubah karena operasi perusahaan? 

• Apakah perempuan pernah mengalami pelecehan atau kekerasan seksual dari 
pekerja perusahaan? 

o Jika ya, apakah perempuan sudah bisa memperoleh pemulihan atas 
pelecehan dan kekerasan tersebut? 

• Menurut Anda apa yang perlu dilakukan untuk memastikan hak-hak perempuan 
terlindungi dengan lebih baik? 

 
Perlindungan Pembela Hak Asasi Manusia: Kriminalisasi dan Perlindungan 

• Tahukah Anda apakah perusahaan memiliki kebijakan untuk menghormati pembela 
hak asasi manusia? Apakah kebijakan tersebut efektif? [Detail] 

• Apakah perusahaan tersebut pernah mengkriminalisasi, melecehkan, 
mengintimidasi, atau melakukan tindakan represif terhadap orang-orang yang 
memperjuangkan hak-hak mereka? [Kumpulkan rincian kasus apa pun] 

• Apakah perusahaan pernah menggunakan polisi, Brimob, atau pasukan keamanan 
lainnya untuk menekan aksi masyarakat? [Kumpulkan detail kasus] 

Draf hanya untuk penggunaan internal FPP, YMKL, dan mitra 

• Apakah polisi, Brimob, atau aparat keamanan hadir pada setiap pertemuan antara 
perusahaan dengan masyarakat? 

• Apakah pernah ada tindakan balasan terhadap siapa pun yang menyampaikan 
kekhawatiran tentang ketidakadilan yang dirasakan oleh perusahaan? [Detail] 

 
Hak atas lingkungan hidup yang bersih, sehat, dan berkelanjutan 

• Apakah perusahaan menggunakan pestisida? Daerah mana saja di lahan masyarakat 
yang terkena dampak penggunaan pestisida? 

• Apakah ada penyakit baru yang menyebar di masyarakat sejak perusahaan mulai 
beroperasi? 

• Apakah perusahaan setuju dengan masyarakat mengenai rencana untuk memantau 
perubahan lingkungan? 

• Pernahkah Anda memperhatikan adanya perubahan lingkungan (misalnya, 
perubahan pada sungai, tanah, atau udara, ikan atau hewan buruan) sejak 
perusahaan mulai beroperasi? [Jelaskan] 

 
Lainnya 

• Apakah ada dampak lain yang diberikan perusahaan terhadap komunitas Anda yang 
belum kami tanyakan, atau yang belum sempat Anda sebutkan? 

 
Memperbaiki 

• Apa saja bentuk kompensasi atau ganti rugi tradisional yang dianut masyarakat? 
[Jelaskan bentuk-bentuk penyelesaian sengketa tradisional]. 

• Pernahkah Anda menerima kompensasi (uang atau non-uang) atau ganti rugi lain 
atas kerugian yang dijelaskan sebelumnya? 

o Jika ya, mohon jelaskan. 
 

Pengalaman dengan penilaian dasar Re-Mark Asia: 
 
Pra-kunjungan oleh Penilai Independen 

• Tahukah Anda apa itu Forest Stewardship Council? 
o Jika ya, bagaimana Anda mengetahuinya? Apakah ada orang atau organisasi 

yang berbagi informasi tentang FSC dengan Anda? 
• Tahukah Anda apa itu Kerangka Kerja Pemulihan FSC? 

o Jika ya, bagaimana Anda mengetahuinya? Apakah ada orang atau organisasi 
yang berbagi informasi tentang hal ini dengan Anda? 

o Sudahkah Anda diberi tahu mengenai langkah-langkah yang membentuk 
Proses Pemulihan, dan bagaimana komunitas Anda dapat terlibat? 

• Tahukah Anda siapa Re-Mark Asia? 
o Bagaimana Anda mengetahuinya? Apakah ada orang atau organisasi yang 

berbagi informasi tentang hal ini dengan Anda? 
• Apakah Re-Mark Asia pernah berkomunikasi dengan desa tersebut? 

o Apakah Re-Mark Asia berkomunikasi dengan desa (melalui surat atau bentuk 
komunikasi lainnya) untuk menjelaskan siapa mereka dan apa yang mereka 
lakukan untuk FSC di Sumatera Utara? 

• Tahukah Anda apa itu “penilaian dasar”? 
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o Jika ya, bagaimana Anda mengetahuinya? Apakah Re-Mark Asia memberi 
tahu Anda apa itu penilaian dasar? 

• Apakah Anda merasa desa Anda terkena dampak negatif dari PT TPL? 
 
Kunjungan oleh Penilai Independen 

• Apakah Re-Mark Asia meminta untuk mengunjungi komunitas tersebut? 
o Jika ya, siapa yang ditanya? Siapa yang mereka minta bertemu? 

• Apakah Re-Mark Asia menanyakan kepada komunitas mengenai harapan komunitas 
untuk setiap kunjungan, seperti bahasa atau format berbagi informasi dan diskusi, 
praktik budaya yang harus diikuti, siapa saja perwakilan komunitas , dll.? 

• Apakah Re-Mark Asia menanyakan apakah masyarakat ingin memberikan masukan 
terhadap rencana tentang bagaimana mereka akan melakukan penilaian dasar? 

o Jika ya, apakah Anda memberikan masukan pada rencana pelaksanaan 
penilaian dasar? 

• Apakah Re-Mark Asia mengunjungi komunitas tersebut? 
o Berapa kali mereka berkunjung? 
o Kapan mereka berkunjung? 
o Jelaskan setiap kunjungan. 

▪ Apakah Re-Mark Asia bertemu dengan masyarakat dan/atau 
perwakilan masyarakat untuk terlebih dahulu menyetujui agenda 
kunjungan mereka sebelum kunjungan untuk mengumpulkan 
informasi guna penilaian dasar? 

• Apakah masyarakat dan/atau perwakilan masyarakat setuju 
dengan Re-Mark Asia mengenai proses yang akan mereka ikuti 
untuk melaksanakan penilaian dasar? 

▪ Apakah mereka menjelaskan tujuan kunjungan mereka? 
• Apakah mereka menjelaskan bahwa mereka berkunjung untuk 

melakukan penilaian dasar? 
▪ Apakah mereka meminta izin terlebih dahulu sebelum kunjungan? 
▪ Berapa lama kunjungannya? 
▪ Apa yang mereka lakukan selama kunjungannya ke masyarakat? 

(Siapa saja yang mereka temui? Siapa saja yang mereka wawancarai?) 
• Apakah mereka bertemu secara khusus dengan kaum wanita? 

Pemuda? Orang tua? 
▪ Apakah mereka memberikan salinan tertulis dari kuesioner atau 

dokumen lain yang mereka ikuti untuk mengumpulkan informasi? 
o Apakah Re-Mark Asia meninggalkan dokumentasi apa pun di desa yang 

menjelaskan perannya, dan menjelaskan proses penilaian dasar? 
• Informasi apa yang Anda bagikan dengan Re-Mark Asia? 

o Apakah Anda mengirimkan informasi tindak lanjut kepada Re-Mark Asia 
setelah kunjungan mereka? 

• Jika Re-Mark Asia mengunjungi komunitas tersebut, apakah mereka bertanya 
tentang: 

o Komunitas mana saja yang Anda ketahui yang terkena dampak PT TPL? 
o Dampak Negatif Prioritas PT TPL yang Harus Ditangani 
o Dampak terhadap hak Anda untuk berpartisipasi dalam pengambilan 

keputusan, FPIC 
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o Dampak terhadap hak atas tanah Anda 
o Kompensasi atau tindakan lain apa yang Anda perlukan sebagai perbaikan? 

• Apakah Re-Mark Asia menyediakan informasi kontak untuk berkomunikasi dengan 
mereka setelah kunjungan mereka? 

 
Pasca kunjungan oleh penilai independen  

• Apakah Re-Mark Asia menyampaikan informasi terbaru mengenai proses penilaian 
dasar dengan desa setelah kunjungan mereka? 

• Apakah desa menerima draf informasi yang dikumpulkan oleh Re-Mark Asia untuk 
divalidasi oleh masyarakat? 

• Apakah masyarakat telah diberi tahu tentang langkah selanjutnya dalam proses 
Kerangka Kerja Pemulihan? 

• Apakah komunitas telah diberitahu bahwa informasi yang dikumpulkan oleh Re-
Mark Asia akan diverifikasi oleh perusahaan lain yang independen? 

• Apakah masyarakat telah diberitahu bahwa informasi yang dikumpulkan Re-Mark 
Asia akan digunakan oleh FSC untuk memutuskan apakah masyarakat Anda terkena 
dampak PT TPL atau tidak, dan apakah masyarakat Anda harus menerima ganti rugi 
dari PT TPL? 

• Apakah masyarakat sudah diberitahu apakah Re-Mark Asia telah memutuskan 
bahwa komunitas Anda telah terkena dampak PT TPL, atau belum terkena dampak? 

• Sudahkah masyarakat Anda diberi tahu bahwa bagi masyarakat yang menurut Re-
Mark Asia terdampak, akan ada kesempatan untuk berunding dengan PT TPL dalam 
proses Kerangka Pemulihan terkait kompensasi dan pemulihan lain atas kerugian 
yang disebabkan PT TPL terhadap masyarakat? 

 
Lainnya 

• Apa yang ingin Anda katakan kepada Re-Mark Asia tentang proses penilaian dasar 
mereka? 

• Pertanyaan apa yang Anda miliki tentang Kerangka Kerja Pemulihan FSC atau proses 
penilaian dasar penilai independen? 

• Kekhawatiran apa yang Anda miliki tentang Kerangka Kerja Pemulihan FSC atau 
proses penilaian dasar penilai independen? 



Lampiran B
Pengaduan oleh FPP, YMKL, dan BA terkait 
implementasi Kerangka Kerja Remedi FSC 

(FSC RF) dalam kasus APRIL



From: Patrick Anderson <patrick@forestpeoples.org>  
Sent: 03 February 2025 12:36 
To: Linda Fienberg <l.fienberg@fsc.org>; Lincoln Quevedo <l.quevedo@fsc.org>; Rowan 
Braybrook <r.braybrook@fsc.org>; Zandra Martinez <z.martinez@fsc.org>; Mark Asante 
Ofori <m.asante@fsc.org>; Amanda Andrade <a.andrade@fsc.org>; Maurem Kayna Lima 
Alves <m.alves@fsc.org>; Stuart Valintine <s.valintine@fsc.org>; Elston Dzus 
<e.dzus@fsc.org>; Janne Narakka <j.narakka@fsc.org>; Per Larsson <p.larsson@fsc.org>; 
Marcus Colchester <m.colchester@fsc.org>; Lucita Jasmin <Lucita_Jasmin@aprilasia.com>; 
Dwi R. Muhtaman <dwi.muhtaman@re-markasia.com> 
Cc: Subhra Bhattacharjee <s.bhattacharjee@fsc.org>; Rudiansyah YMKL 
<rudi.ymkl@forestpeoples.org>; Harry Oktavian <arrybule@yahoo.com>; Lan Mei 
<lan@forestpeoples.org>; Angus Macinnes <angus@forestpeoples.org> 
Subject: Letter of Complaint concerning the implementation of FSC's remedy process in 
North Sumatra, North Kalimantan and East Kalimantan 
  
Dear FSC Board Members, Remark Asia and RGE, 
 
We are aware that you are all collectively engaged in trying to make remedy for social harms 
associated with violations of the FSC Policy for Association and the FSC Policy to Address 
Conversion, in line with the FSC Remedy Framework. We welcome these efforts and, as you 
all know, have been seeking to help successful implementation and outcomes. 
 
We have previously shared information with you all about the serious shortcomings in 
implementation that we have identified through independent field visits in Sumatra and 
Kalimantan. Many of these concerns remain unaddressed. 
 
We are therefore shocked to learn that Remark Asia is now being contracted by FSC to 
expand its work as an Independent Assessor into North Kalimantan and East Kalimantan 
before: 
 

· Remark Asia has carried out any visits to many communities impacted by TPL; 
· drafts of the baseline assessments have been shared with communities; 
· FPIC procedures have been agreed with the communities; 
· communities have been able to choose representatives for the FPIC process; 
· communities have been enabled to choose whether they want any, and if so which, 

organisations to assist them as advisors; 
· participatory mapping has been carried out to ascertain the extent of customary 

rights impacted by TPL operations; 
· meaningful community-level discussions of the harms have been carried out and 

therefore and obviously; 
· before there can be meaningful FPIC on the baseline assessments. 

 
We now learn that the work of Remark Asia is about to be reviewed by a Third Party Verifier, 
before the FSC has completed its FPIC Guidelines for the Remedy Framework. 
 
We call for a suspension of the process until the basic building blocks of a fair assessment 
process are in place and the due requirements for FPIC are in place. 

 
We ask you to receive this letter as a formal complaint or grievance submission to FSC, RGE 
and Remark Asia. We further ask that the copy of the baseline assessment RA submitted to 
FSC be shared. 
  
Yours sincerely 
Patrick Anderson, Forest Peoples Programme 
Harry Oktavian, Bahtera Alam 
Rudiansyah, Yayasan Masyarakat Kehutanan Lestari 
 



Lampiran C
Perjanjian TPL dengan Natumingka





Lampiran D
TPL Surat tertanggal 27 Desember 2024 

Perihal: Penanaman Baru





Lampiran E
Tanggapan FPP terhadap Komentar APRIL 

terkait Draf Laporan



Komentar APRIL terhadap draf laporan menolak temuan dan kesimpulan yand ada di dalam dokumen tersebut, tetapi tidak 
mengidentifikasi kesalahan apa pun dalam draf laporan yang dapat membantah temuan tersebut atau menjelaskan secara 
memadai alasan penolakan terhadap rekomendasi yang diajukan. Bagian berikut ini mencantumkan masalah utama yang 
diangkat APRIL terkait draf laporan dan bagaimana FPP memandang masalah-masalah tersebut.

Kekurangan dalam proses penilaian dasar

Meskipun APRIL tidak setuju dengan temuan dalam laporan ini, APRIL hanya merujuk pada surat tanggapan Remark Asia dan 
menegaskan bahwa tanggapan tersebut menanggapi kekhawatiran yang diangkat dalam laporan ini. Seperti dijelaskan lebih 
lanjut dalam Tanggapan FPP terhadap Komentar Remark Asia tentang Laporan Draft (Lampiran H), surat tanggapan Remark 
Asia telah gagal meredakan kekhawatiran terkait proses penilaian dasar sosial.

Disarankan untuk menunda implementasi RF hingga proses penilaian dasar diperbaiki

APRIL tidak ingin proses remediasi tertunda. Meskipun idealnya proses remediasi dapat dilanjutkan sesegera mungkin, 
melanjutkan implementasi pada tahap ini akan mengakibatkan banyak kelompok masyarakat pada akhirnya tidak mendapatkan 
remediasi yang layak. Laporan ini menyajikan studi kasus yang menunjukkan bagaimana implementasi proses saat ini gagal 
menghormati hak-hak masyarakat dan pada akhirnya akan mengakibatkan banyak kelompok masyarakat terpinggirkan dari 
remediasi.

Peningkatan kapasitas bersama masyarakat

Laporan ini sepakat dengan pernyataan APRIL bahwa penting untuk meningkatkan kapasitas pemegang hak agar dapat 
berpartisipasi dalam proses penyelesaian sengketa. Itulah sebabnya laporan ini merekomendasikan pembentukan mekanisme 
perwalian buta untuk memfasilitasi peningkatan kapasitas yang lebih luas terkait RF. Meskipun APRIL mungkin bersedia 
memperluas cakupan program pengembangan kapasitas percontohan di Riau, masyarakat tidak memiliki pilihan mengenai 
kelompok mana yang dapat membantu mereka, dan kelompok yang mereka percayai seringkali tidak mampu (termasuk secara 
hukum) dan terkadang enggan menerima dana secara langsung dari APRIL. Mekanisme perwalian buta akan menjadi mekanisme 
yang tepat untuk memperluas pekerjaan penting ini.

Kurangnya berbagi informasi tentang proses Kerangka Kerja Remedi FSC

Tanggapan APRIL tidak menanggapi kekhawatiran yang diungkapkan dalam laporan ini, yaitu bahwa banyak kelompok 
masyarakat yang terdampak masih tidak mengetahui proses Kerangka Kerja Remedi FSC, artinya pembagian informasi hingga 
saat ini masih belum memadai. Seperti yang diakui dalam tanggapan APRIL, laporan ini memang mencatat upaya berbagi 
informasi yang telah dilakukan, namun mengingat jumlah kelompok masyarakat yang terdampak oleh operasi anggota grup 
korporasi APRIL selama puluhan tahun terakhir dan rumitnya RF, upaya-upaya ini masih perlu ditingkatkan.

Pendekatan dengan mengadakan pertemuan guna berbagi informasi dengan perwakilan dari beberapa desa administratif 
secara bersamaan tidak memperhitungkan kebutuhan partisipasi perwakilan dari semua masyarakat adat. Selain itu, tidak 
jelas bagaimana sesi berbagi informasi tersebut bisa memastikan bahwa informasi yang disampaikan kemudian dibawa kembali 
dan dibagikan secara lebih luas di dalam desa, termasuk kepada masyarakat adat di dalam desa, kelompok perempuan, dan 
kelompok demografi lainnya. Meskipun media sosial merupakan salah satu cara untuk menjangkau audiens yang lebih luas, 
tampaknya upaya APRIL untuk berbagi informasi secara online belum menjangkau semua kalangan masyarakat yang langsung 
terdampak oleh operasinya.

APRIL mencatat bahwa mereka telah mengembangkan sebuah situs web sebagai “mekanisme khusus untuk pembaruan proses 
remediasi”, namun pada saat laporan ini diterbitkan, situs tersebut tampaknya tidak memiliki informasi terbaru mengenai 
proses penilaian dasar di Sumatra Utara.

Kritik terhadap proses penilaian dasar di wilayah konsesi PT RAPP, PT AHL, dan PT IHM

APRIL mencatat bahwa laporan ini dianggap “terlalu dini” dalam mengomentari pengalaman masyarakat di Riau dan Kalimantan 
terkait proses penilaian dasar. Namun, meskipun bagian kunjungan lapangan dari proses penilaian dasar sosial belum dimulai 
di konsesi-konsesi ini, tinjauan meja telah dimulai, dan penting untuk memahami tingkat keterlibatan dengan masyarakat 
sepanjang proses penilaian dasar. Laporan ini menunjukan bahwa dalam beberapa studi kasus, tingkat keterlibatan dengan 
masyarakat oleh pihak Penilai Independen kian terbatas.

Kekurangan dalam Metodologi Penilaian Dasar

FPP mengakui bahwa APRIL telah mempublikasikan metodologi penilaian dasar sosial di situs webnya. Hingga penyusunan 
laporan ini, tidak jelas apakah metodologi tersebut sebenarnya merupakan metodologi lengkap yang digunakan untuk penilaian 
dasar sosial. Surat APRIL menyebutkan bahwa RF mengatur pelaksanaan uji coba yang akan mengarah pada pembaruan 
metodologi penilaian dampak; namun, dalam kasus ini, tampaknya tidak ada uji coba atau revisi metodologi penilaian dasar 
sosial yang dilakukan. Surat tanggapan dari Remark Asia dan APRIL telah menegaskan bahwa metodologi yang dipublikasikan 
APRIL secara daring memang merupakan metodologi lengkap yang digunakan untuk penilaian dasar sosial. Terdapat banyak 
kelemahan dalam metodologi tersebut, sebagaimana dijelaskan dalam laporan ini. FPP juga telah berulang kali mengemukakan 
kekhawatiran bahwa metodologi penilaian dasar tidak boleh dikembangkan oleh kelompok korporasi yang sedang dievaluasi, 
melainkan harus dikembangkan secara independen.

Pelanggaran hak asasi manusia yang sedang berlangsung

Tanggapan APRIL tidak menanggapi tuduhan intimidasi, kekerasan, dan pelecehan yang diangkat dalam laporan tersebut. Sangat 
penting bagi APRIL untuk bekerja sama dengan PT TPL untuk menghentikan ancaman terhadap anggota masyarakat, termasuk 
memastikan bahwa masyarakat dapat berpartisipasi secara bebas dalam proses RF tanpa rasa takut akan keselamatan mereka.

Meskipun jelas bahwa APRIL telah menginvestasikan sumber daya yang signifikan dalam implementasi Kerangka Kerja Remedi 
FSC, perbaikan lebih lanjut diperlukan untuk memastikan bahwa proses perbaikan benar-benar inklusif, transparan, dan efektif 
dalam menghasilkan hasil yang nyata bagi kelompok masyarakat yang terdampak.
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28 March 2025 
 
 
Dear Forest Peoples Programme (FPP), FSC International and FSC Board,  
 
 
We appreciate the opportunity to formally provide APRIL’s comments and important context 
regarding FPP’s draft report “Assessment of FSC RF Baseline Assessment Process”. FPP and APRIL 
have been engaged in a dialogue for at least three years now with a focus on the social dimension of 
the FSC remedy process. 
 
As FSC, FPP and other stakeholders would be aware, APRIL and RGE are committed to the effective, 
robust and equitable implementation of the FSC remedy process. We remain dedicated to 
successfully seeing this process through as we firmly believe this is an opportunity for FSC and APRIL 
to deliver significant, positive environmental and social outcomes in Indonesia, particularly for the 
impacted rights holders and other stakeholders who deserve and welcome these benefits.  
 
APRIL has been engaged in its FSC re-association process since 2016 and is the first company globally 
to advance the FSC remedy process since it was adopted in 2023. So we acknowledge and endorse 
the view that this is a learning process for all parties and that we must all examine ways in which the 
process can be improved and made more effective. It is also our position that the remedy process 
can only be tested through implementation and that any improvement in the process should 
ultimately be about enabling, not impeding, the delivery of the remedy. Remedy delayed is remedy 
denied.  
 
Overall Response to the FPP Report 
We have noted FPP’s concerns about the remedy baseline assessment process expressed in their 
report and would like to provide the following responses: 
 

 We do not agree with the findings of the report that the baseline assessment process 
undertaken by Remark Asia, which is ongoing, is inherently deficient. Remark Asia has, in its 
response to FPP, comprehensively addressed with facts and examples the concerns and 
criticisms raised by FPP on the effectiveness of the baseline assessment process to date.  

 
 We strongly disagree that a suspension of the process is warranted or beneficial at this point. 

As could be clearly evinced from the reply of Remark Asia, a lot of good work has already 
been done on baseline assessment and engaging with local communities. The feedback 
shared by local NGOs, including FPP partners Bahtera Alam and Yayasan Masyarakat 
Kehutanan Lestari (YMKL), from their engagement with the local communities noted that the 
communities are already anticipating remedy discussions. A suspension would clearly not be 
in the best interest of rightsholders and stakeholders who are eager to see the remedy 
process move forward. 

 
 We believe our focus should be on building the capacity of the local communities and 

rightsholders to discuss and develop remedy solutions, encouraging pragmatic and 
innovative approaches to achieving resolutions of land claims and disputes, and facilitating 
common grounds, not reinforcing hard positions.   

 

Page 2 of 3 
 

 
Addressing Specific Inaccuracies in the Report 
There are a number of specific points in the report regarding the application of the baseline 
assessment process as it relates to APRIL and PT RAPP which warrant clarification, including: 
 
Insufficient Information-sharing about the FSC Remedy Framework process by APRIL 

 In addition to the information sharing that FPP itself cited in the draft report and the 
information sharing sessions held by Remark Asia which they cited in their response, APRIL 
has also conducted 35 community awareness sessions, covering 328 villages across APRIL 
Group operations in Riau, East Kalimantan, and North Kalimantan in 2024.    

 In addition, APRIL has shared various other materials via social media channels with our 
stakeholders. These can be found here: https://remedy.aprilasia.com/resources/ including 
this video. https://www.youtube.com/watch?v=tRXF0Mb9qfk 

 
Criticism from environmental and social NGOs alleging that the Remedy Framework has not so far 
been appropriately implemented. 

 APRIL has engaged with FPP and its local partners and other NGOs for the last three years in 
preparation for the FSC remedy process and has had robust discussions on the application of 
the process to be undertaken according to the FSC Remedy Framework. 

 After receiving a complaint raised by FPP on 28th February 2025, an initial meeting to discuss 
the resolution of the complaint took place between APRIL, FPP and their local partners YMKL 
and Batehra Alam on the 19th of March 2025.  The tracking of this complaint and action to be 
taken has been publicly disclosed here https://remedy.aprilasia.com/grievance/ 

 
Community Experiences of the Baseline Assessment of Social Harms in PT RAPP’s Concessions, PT 
AHL’s Concessions and PT IHM. 

 The social baseline assessments for these areas remain at the desktop review phase where a 
wide array of data sources has been reviewed to identify any allegations of unacceptable 
activities and social harms. The Independent Assessors for the remaining social baseline 
phases for both Kalimantan and Riau impact areas, including site visits and engagement 
direct with community members, has yet to be contracted by FSC International. So it is 
premature to be making any critical observations on the conduct of engagement with the 
local communities in these areas. 

 We are concerned that the report pre-empts the third-party verification process which is 
meant precisely to review and verify the work of the independent assessors and we would 
ask FPP to allow time for the formal checks and balances to be completed. 

 
Establishment of a dedicated mechanism for information-sharing  

 The FPP report calls for the establishment of a dedicated mechanism for information-sharing 
about the FSC Remedy Framework process. APRIL has already provided a microsite/webpage 
covering the overall phases of the remedy framework. This site is the dedicated mechanism 
for updates on the remedy process and is publicly accessible in Bahasa Indonesia and 
English. https://remedy.aprilasia.com/id/ 
 

Calls for Public Sharing of the Baseline Assessment Methodology 
 The baseline assessment methodology was shared with FPP and WWF through a 

presentation on 30th April 2024. 
 A high level overview of the baseline methodology was presented to interested stakeholders 

during a large forum held in Bogor on 21 June 2024 with the opportunity for questions and 
answers. More than 90 people participated. 

 The baseline assessment methodology was provided to RAN at a meeting held in APRIL’s 
office on 20th September 2024. 
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 A descriptive summary of the baseline assessment methodology is available on the APRIL 
remedy microsite, under the ‘Reports’ tab. 

 Remark Asia, as part of the stakeholder consultation process for the baseline assessment, 
explained the approach and application of the baseline methodologies to local community 
members as part of its assessment work. 
 

APRIL should revise its baseline assessment methodology – and FSC should approve the same – to 
allow for communities, working together with technical support, to document harms themselves. 
The Remedy framework already caters for considered enhancements of processes including: 

 Grievance mechanisms that ensure conflicts are reviewed to identify any harm 
 Conducting of pilots resulting in updates to harm assessment methodologies including 

review and revision of related procedures  
 Incorporation of new information based on feedback from impacted rights holders, affected 

stakeholders and experts 
 Following review of any new information, the corporate group shall revise the Remedy Plan 

where necessary, to ensure its outcomes and procedures are met and then submit the 
revisions to the Third Party Verifier for approval 

 
We remain open to discussing with FSC, FPP and other interested stakeholders enhancements that 
could be made to the remedy process with the purpose of enabling and facilitating the delivery of 
concrete remedy solutions.   
 
We would be keen to build on the positive results that we are seeing from the capacity building work 
being undertaken in partnership with Bahtera Alam, Forum Komunikasi Kehutanan Masyarakat 
(FKKM) and Petala Unggul Gesang (PUG) in Riau. We intend to continue and expand the geographical 
scope of this important work so we can engage and enable more local communities to participate in 
the remedy process.  
 
We recognize the need for resources, including funding, to be committed to the remedy process and 
as previously stated to FSC, FPP and other interested stakeholders, we are keen to explore this 
particularly for purposes of developing and implementing remedy solutions.  
 
We appreciate FPP’s and the FSC’s (Secretariat and Board) consideration of these inputs, and we 
request FPP to include this response in full within their report. We remain committed to constructive 
dialogue and engagement on the effective, pragmatic and impactful implementation of the remedy 
process.  
 
 
 
Sincerely 
 
 

 
Christopher Burchmore 
Senior Manager Sustainability 
APRIL Group 



Tanggapan PT TPL terhadap draf laporan berfokus pada kekhawatiran yang diangkat dalam laporan bahwa terdapat pelanggaran 
hak asasi manusia yang aktif dan sedang berlangsung selama proses penilaian dasar sedang berlangsung. Tanggapan tersebut 
menyarankan bahwa diperlukan peningkatan kapasitas internal lebih lanjut di antara anggota grup korporasi APRIL untuk 
memastikan implementasi yang tepat dari Kerangka Kerja Remedi FSC.

Standar FSC dan Kerangka Kerja Remedi mensyaratkan agar perusahaan menghormati hak-hak masyarakat adat tanpa 
memandang pengakuan hak-hak tersebut oleh pemerintah. Meskipun PT TPL memiliki izin yang diberikan oleh pemerintah 
Indonesia, hal itu tidak membebaskan perusahaan dari tanggung jawabnya untuk tetap menghormati hak-hak masyarakat 
di area konsesi atau yang terdampak oleh operasinya. Kerangka Kerja Remedi FSC mencatat bahwa “pemegang hak yang 
terdampak” mencakup kelompok-kelompok masyarakat dengan “hak adat yang memerlukan Persetujuan Bebas, Sebelumnya, 
dan Berinformasi (FPIC) untuk menentukan keputusan pengelolaan.”81 Definisi ini tidak bergantung pada pengakuan hukum 
oleh otoritas pemerintah yang berwenang. Oleh karena itu, PT TPL wajib menghormati hak-hak masyarakat atas tanah mereka 
dan hak FPIC, terlepas dari apakah sudah ada keputusan pemerintah yang mengakui hak tanah kelompok masyarakat tersebut.

Meskipun laporan ini juga mengakui kompleksitas dalam penyelesaian klaim tanah adat, tanggapan PT TPL dan upayanya 
untuk mengalihkan tanggung jawab kepada pemerintah atas ketegangan dengan masyarakat menyamarkan perannya dalam 
menunda proses pengakuan hukum bagi masyarakat. Seperti yang dicatat dalam laporan ini, masyarakat menuduh bahwa PT 
TPL berperan dalam memicu konflik horizontal di dalam masyarakat, yang kemudian menyebabkan penundaan dalam proses 
pengakuan mereka. Tanggapan PT TPL sendiri mengakui bahwa perusahaan tersebut berperan dalam menimbulkan perpecahan 
internal di dalam masyarakat terkait pembentukan kelompok petani (KTH) dengan menjalin kemitraan dengan KTH tersebut. 
Tindakan tersebut gagal menghormati hak masyarakat untuk menjalani proses pengambilan keputusan internal mereka sendiri, 
yang juga memerlukan pemberian ruang bagi masyarakat untuk menyelesaikan konflik internal mereka tanpa mengambil 
tindakan yang dapat memperburuk situasi. Perlu juga dicatat bahwa pemetaan partisipatif lahan adat harus dilakukan oleh 
masyarakat pemegang hak itu sendiri; tidak pantas bagi PT TPL untuk menjadi salah satu pihak yang terlibat dalam pemetaan 
lahan adat pada tahap awal, meskipun perusahaan tersebut dapat terlibat dalam verifikasi tumpang tindih konsesi dengan 
lahan adat setelah pemetaan selesai.

PT TPL menyoroti bahwa laporan ini hanya mendokumentasikan laporan dari sejumlah kelompok masyarakat terpilih. Meskipun 
mungkin ada kelompok masyarakat yang tidak merasa hak-haknya dilanggar oleh PT TPL, penilaian dasar sosial seharusnya 
berusaha mengidentifikasi dan mendokumentasikan semua kerugian yang dialami oleh semua pemegang hak yang harus 
diperbaiki. Oleh karena itu, tidak relevan berapa banyak kelompok masyarakat yang mungkin mendukung PT TPL; yang penting 
adalah proses penilaian dasar sosial tidak mengabaikan kerugian yang harus ditangani. Laporan ini tidak bertujuan untuk 
memberikan analisis lengkap tentang kerugian yang disebabkan oleh PT TPL; namun, tuduhan yang diajukan dalam laporan ini 
merupakan contoh-contoh yang seharusnya didokumentasikan dan dianalisis secara tepat dalam penilaian dasar sosial yang 
lengkap.

Adalah hal yang baik bahwa PT TPL mengakui adanya bentrokan fisik antara TPL dan masyarakat, serta bahwa PT TPL memiliki 
kebijakan zero tolerance terhadap kekerasan, ancaman, pelecehan, atau intimidasi terhadap masyarakat. PT TPL memiliki 
karakterisasi sendiri terhadap insiden-insiden ini; laporan ini mengutip video dan artikel berita tentang beberapa insiden yang 
diduga terjadi, yang menunjukkan atau menggambarkan insiden-insiden tersebut secara lebih rinci. Namun, penting bagi TPL 
untuk melampaui pengakuan dan kebijakan zero tolerance dengan mengambil langkah-langkah konkret untuk mengatasi akar 
permasalahan sengketa dengan masyarakat. Penilaian Dampak Hak Asasi Manusia (PDHAM) yang sedang dilakukan oleh TPL 
merupakan langkah positif; jika diselesaikan secara independen, transparan, dan dengan menghormati hak-hak masyarakat, hal 
ini seharusnya mendorong PT TPL untuk meningkatkan praktik hak asasi manusianya, sehingga menciptakan lingkungan yang 
lebih kondusif untuk implementasi Kerangka Kerja Remedi FSC.

81	 FSC RF, “Istilah dan Definisi”.
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Tanggapan Remark Asia terhadap draf laporan ini memberikan tingkat detail yang signifikan mengenai metodologi dan temuan 
penilaian dasar sosial mereka yang sebelumnya belum pernah dibagikan. Meskipun tanggapan tersebut menunjukkan pekerjaan 
yang dilakukan oleh tim Remark Asia, hal ini tetap menimbulkan kekhawatiran mengenai beberapa kelemahan fundamental 
dalam pendekatan penilaian.

Salah satu hal yang menjadi perhatian adalah bahwa desa-desa tampaknya diprioritaskan berdasarkan jarak dari konsesi dan 
ketersediaan dokumen publik mengenai dampak negatif. Seperti yang dicatat oleh Remark Asia, mereka menggunakan tinjauan 
meja untuk menentukan desa-desa mana yang akan dikunjungi untuk kunjungan lapangan. Pendekatan ini mengisyaratkan 
bahwa kelompok masyarakat yang mengalami dampak negatif, namun memiliki sedikit atau tidak ada dokumen publik, bisa saja 
telah sepenuhnya diabaikan. Tinjauan meja Remark Asia mengidentifikasi hanya 62 desa dengan potensi dampak sosial dari 243 
desa yang tumpang tindih dan mengelilingi area operasional PT TPL. Tidak jelas apakah Remark Asia mengambil langkah apa 
pun untuk memverifikasi apakah 181 desa sisanya memang tidak mengalami dampak negatif dari operasi PT TPL.

Dari tanggapan Remark Asia juga jelas bahwa tim mereka menyadari bahwa di Sumatra Utara, lembaga adat dan masyarakat 
adat tidaklah samai dengan desa administratif, namun tim tersebut hanya mengunjungi desa-desa administratif. Meskipun 
pendekatan ini mungkin memungkinkan pengumpulan informasi dari peserta rapat desa yang berasal dari masyarakat adat di 
dalam desa, hal ini tidak menghormati hak partisipasi dan representasi masyarakat, serta tidak memungkinkan penilaian rinci 
terhadap dampak negatif yang dialami oleh masing-masing kelompok masyarakat.

Secara khusus, hak atas FPIC (Persetujuan Bebas, Didahulukan, dan Berinformasi) merupakan hak yang dimiliki oleh masyarakat 
adat dan harus dilaksanakan melalui lembaga perwakilan yang mereka pilih. Proses untuk memperoleh FPIC harus disepakati 
bersama dengan masyarakat dan kemungkinan besar bergantung pada kegiatan yang persetujuannya diminta. Meskipun Remark 
Asia mengklaim telah memperoleh FPIC dari 43 desa administratif, diduga dalam rangka untuk mengunjungi masyarakat dan 
mengumpulkan data untuk penilaian dampak sosial awal, harusnya bukan desa administratif yang memberikan FPIC, melainkan 
kelompok masyarakat pemegang hak. Remark Asia juga mengklaim telah memperoleh persetujuan ini melalui 14 Diskusi 
Kelompok Terfokus (FGD) yang dilakukan di luar wilayah masyarakat, yakni di tempat-tempat seperti hotel atau restoran dan 
melibatkan perwakilan dari beberapa desa. Tidak jelas apakah lembaga adat masyarakat menyetujui metode pengumpulan 
dan perolehan persetujuan ini, dan juga apakah perwakilan yang menghadiri FGDs tersebut berwenang untuk memberikan 
persetujuan atas nama kelompok masyarakat mereka. Dalam setidaknya satu kasus, Remark Asia mencatat bahwa mereka 
meminta persetujuan untuk berkunjung pada hari yang sama ketika mereka akan melakukan kunjungan. Hal ini menjadi masalah 
karena cara tersebut tidak memberikan waktu bagi masyarakat untuk mengorganisir anggota masyarakat untuk menghadiri 
pertemuan atau mengadakan diskusi internal mengenai bagaimana mereka ingin berpartisipasi dalam proses penilaian dampak. 
Meskipun Remark Asia hanya memperoleh FPIC dalam 43 kasus, mereka mengunjungi 55 desa; tidak jelas apakah Remark Asia 
mengunjungi 12 desa tambahan tanpa persetujuan atau bahkan setelah persetujuan tidak diberikan.

Kunjungan lapangan yang terjadi sendiri juga menunjukkan kelemahan metodologis yang mengganggu kelengkapan penilaian 
dampak sosial dasar. Secara khusus, tim Remark Asia tampaknya menilai dampak sosial berdasarkan satu pertemuan saja ang 
diadakan bersama masyarakat, yang dalam beberapa kasus dihadiri oleh tidak lebih dari selusin warga desa. Kasus Sihaporas 
merupakan contoh yang mewakili beberapa masalah ini. Meskipun menerima informasi bahwa 50 rumah tangga (kemungkinan 
ratusan individu) mengklaim hak tanah adat di wilayah konsesi PT TPL, dan tidak ada anggota dari rumah tangga tersebut yang 
hadir dalam pertemuan dengan tim mereka. Remark Asia tidak sempat bertemu dengan perwakilan dari para rumah tangga 
tersebut meskipuan kemudian memutuskan bahwa situasi ini “tidak berkembang menjadi kasus dampak sosial”.

Selain itu, Remark Asia tampaknya menyimpulkan bahwa “dampak sosial yang potensial... tidak dapat dievaluasi secara 
definitif ” hingga sengketa tanah di dalam suatu kelompok masyarakat diselesaikan. Logika ini bertentangan dengan prinsip-
prinsip hak asasi manusia yang mendasar; hal ini mengabaikan fakta bahwa salah satu dampak yang diakui telah disebabkan 
oleh perusahaan kepada kelompok masyarakat asli adalah konflik horizontal di dalam kelompok masyarakat tersebut. Meskipun 
mungkin tidak mudah untuk mencapai kesepakatan tentang ganti rugi dalam situasi semacam ini, perusahaan tetap wajib 
bekerja sama dengan pemegang hak untuk berusaha mencapai kesepakatan tentang ganti rugi.

Seperti yang dicatat oleh Remark Asia, perbaikan berkelanjutan dan pembelajaran sangat penting bagi integritas Kerangka 
Kerja Remedi FSC. Namun, pembelajaran tersebut harus didasarkan pada transparansi, akuntabilitas, dan penghormatan yang 
bermakna terhadap hak-hak Masyarakat Adat dan kelompok masyarakat yang terdampak.
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Independent Assessor - Remark Asia Response to 
"FPP Assessment of the FSC RF Baseline Assessment Process’’ 

 
 

Prepared by: 
Dwi Rahmad Muhtaman1 

Sutji Shinto2 
Sri Alem Br. Sembiring3 

Zulkifli B. Lubis4 
 

Prologue 
 
We acknowledge the concerns raised regarding Remark Asia’s work and appreciate the 
opportunity to clarify our approach. Many of these concerns have been addressed in previous 
communications, including email exchanges where we provided detailed responses. Given this, 
the repetition of similar issues in the case study suggests that our prior clarifications may not 
have been fully considered. 

 
1 Sustainability consultant at Remark Asia.  Interested in social issues and sustainability certification. As a local 
expert in auditing services for forestry, and oil palm industry. 
2 Remark Asia Social Baseline Assessment Team Leader.  Master’s degree in Anthropology in the University of 
Indonesia and a Bachelor’s degree in Social Sciences.  She is a sustainability consultant at Remark Asia with 
expertise in social studies, ethnography, and anthropology. Using a community-based approach, she explores the 
interaction between humans and the environment, ensuring sustainability is viewed not only from an ecological 
perspective but also from social and cultural dimensions. With extensive experience in participatory research and 
community dialogues, Sutji focuses on inclusivity, indigenous rights, and sustainable development rooted in local 
wisdom. Her dedication to understanding social and environmental dynamics makes her a bridge between 
communities, governments, and the private sector in designing fair and sustainable solutions. 
3 Remark Asia Social Baseline Assessment Team member.  Master degree, and Ph.D in Anthropology, graduated 
from University of Indonesia, Depok, Indonesia.  experience in an institution engaged in environmental and 
investment issues, research on the impact of investment in the forestry sector, socio-cultural and economic impacts 
on the existence of pulp and paper mills in several regions, and gold mining. Lectures at the Department of 
Anthropology , Social and cultural specialist 
4 Remark Asia Social Baseline Assessment Team member. Master and Ph.D in ecological Anthropology, graduated 
from University of Indonesia Depok Indonesia. Conducting ethnographic research. Social cultural studies, Social 
cultural economic impact assessment, etc. Lectures at the Department of Anthropology, FISIP Universities Sumatera 
Utara. Social and cultural specialist. 
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A statement has been made that “...the independent assessors have received significant criticism 
from environmental and social NGOs arguing that the Remedy Framework has not been 
properly implemented to date.” However, to date, the only formal criticism received has come 
from Forest Peoples Programme (FPP), citing Bahtera Alam and YMKL—two NGOs that have 
never independently submitted formal complaints. In fact, direct communications have been held 
multiple times, and YMKL even facilitated a highly constructive meeting between the Remark 
Asia team and NGOs in Balige. 

Remark Asia initiated the social and environmental baseline assessment by first discussing 
the process and methodology with RAPP and FSC in mid-2023. Based on these discussions, we 
proceeded with the assessment step by step. 

The initial phase involved a desk review, conducted at both the Remark Asia office and PT Toba 
Pulp Lestari (PT TPL) office in Porsea, Toba Regency, North Sumatra, in November 2023. This 
was followed by the FPIC process in January 2024 and village visits in February–March 2024.  

This baseline assessment is just the initial stage of the overall Remedy Framework process, 
specifically Part 2: Identification of Associated Parties, Impact Areas, and Baseline Assessments 
of Social and Environmental Harm, as outlined in Chapter 3 of the FSC Remedy Framework. 
The next steps remain lengthy, as detailed in the official documents. 

The case study conducted so far, as stated in FPP’s report, was merely a brief visit by the FPP 
team, which "was insufficient to do more than gather an overview and summary of some of the 
harms suffered." Additionally, FPP only visited five villages—approximately 9% of the total 
affected villages. 

As part of a more in-depth study, we have visited 55 villages identified as having potential social 
harms, a number derived from our analysis of 243 villages surrounding PT Toba Pulp Lestari’s 
operational areas. 

At this stage, conducting case studies seems premature—not only due to time constraints but also 
because the baseline process itself is still ongoing under the FSC Remedy Framework.5 For 
example, Remark Asia spent an average of two days per village engaging with the community—
approximately one day for FGD and FPIC processes and another day for a community meeting 
in the village. 

While we will provide feedback on the case study (as outlined in subsequent sections of this 
report), we believe that as stakeholders in the Remedy Framework process, we need to exercise 
patience. We must allow all parties—stakeholders, rights holders, Independent Assessors (IA), 
FSC and Organizations and Third-Party Verifiers (TPV)—to carry out their roles according to 
the established procedures. 

 
5 FSC Remedy Framework, FSC-PRO-01-007 V1-0 EN 
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In due course, we are confident that all feedback will be considered and accommodated if 
relevant..  

As we understand FSC will initiate the work of the Third Party Verifier to verify various 
requirements in the baseline phase.  Once the TPV work is completed, Remark Asia will be able 
to identify which aspects require improvement and which have met expectations. 
Naturally, corrective actions will be taken based on TPV’s findings. 

As an organization committed to continuous improvement, FSC will undoubtedly consider all 
stakeholder feedback. We need to allow room for collective learning. The Remedy Framework 
states that we "...shall apply continuous learning and improvement principles and practices to 
ensure and improve implementation." 6 

Thus, case studies such as this—and any other forms of feedback—should serve as part of an 
ongoing dialogue, facilitating the exchange and cross-pollination of ideas to find the best 
solutions and improvements. Remark Asia welcomes this approach wholeheartedly. 

We are committed to learning from FPP and others on how to conduct a more effective social 
baseline assessment. We are also keen to understand how FPP applied FPIC in their case study 
visits. Despite the brief visits, FPP must have conducted some form of FPIC process before 
gathering information from the communities. The case study methodology mentions that 
FPP "sought permission for each visit." 

What exactly does "sought permission" entail? What was the process like? Did it follow FPIC 
principles, a modified FPIC approach, or was it an entirely different procedure? The "sought 
permission" process is particularly intriguing, and we believe it warrants further discussion. We 
encourage FPP to include a brief explanation of this process in the case study and provide a more 
detailed description in the appendix—for the sake of transparency and shared learning. 

 

Responding to the Challenges 

Let us begin with this statement: 

"The communities visited highlighted that in the social baseline assessment process thus far, 
there has been: (1) a lack of information-sharing with communities and thus limited 
transparency around the process; (2) a failure to meet with all communities impacted by APRIL 
Group concessions, let alone obtain FPIC for the process; and (3) a lack of a practical 
methodology for accurately documenting all harms to be remedied." 

 

 
6 Ibid., Part 1: Foundational requirements; 1. Conducive implementation environment Core requirements; 1.1. The 
Organization* or the corporate group* shall provide sufficient resources and apply continuous learning and 
improvement principles and practices to ensure and improve implementation. 

 

 4 

1. Lack of Information-Sharing with Communities 

We fully understand and acknowledge that, among the 62 villages identified as experiencing 
social harms, 

• 55 villages granted us FPIC, 
• 6 villages refused FPIC (including Natumingka Village), and 
• 1 village was unreachable due to communication difficulties. 

If the FPP team visited the five villages included in their case study, their findings would depend 
heavily on who they met in those villages. In the villages we visited, we always held village 
meetings attended by both stakeholders and rights holders. 

The five villages referenced in the case study are: 

1. Natumingka Village – Did not grant FPIC 
2. Pondok Bulu Village (Dolok Parmonangan is a hamlet within this village) – 9 

participants attended 
3. Sabungan Ni Huta IV Village – 27 participants attended 
4. Sigala-gala Libonauli Hamlet – Not specifically visited but part of Sabungan Ni Huta IV. 

Meanwhile, we did not visit Sabungan Ni Huta II Village because, during the document 
review, we found no relevant data. Additionally, its customary land is located within the 
administrative area of Sabungan Ni Huta IV Village. 

5. Sihaporas Village – 12 participants attended 

The name Sigala-gala Aek Napa appears as Dusun 3 (Sigap: an abbreviation of Sigala-gala Aek 
Napa). Lobu Nauliis Dusun 2 (Lobu Nauli Hamlet). Sabungan Ni Huta IV Village comprises 
three hamlets: 

• Dusun 1 (Adian) 
• Dusun 2 (Lobu Nauli) 
• Dusun 3 (Sigala-gala Aek Napa) 

These hamlets originated from five smaller settlements (huta): 

1. Huta Adian Padang 
2. Huta Adian Batu 
3. Huta Aek Napa 
4. Huta Sigala-gala 
5. Huta Aek Nauli 

We do not precisely know what FPP refers to as "the Sigala-gala Lobunauli community"—
whether it pertains to the land in these two hamlets or elsewhere. However, Sabungan Ni Huta 
IV is an administrative village formed by merging multiple traditional settlements (huta). 
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Before conducting village visits, we held preliminary meetings outside the villages, as part 
of Phase 02-03: Focus Group Discussions (FGD) (see Figure 1). 

 

 
   

Figure 1. Social Baseline Assessment and FPIC Process 

Information-sharing took place during Phases 02, 03, and 04. Step 01- Step 07 in the Figure 1 
indicates FPIC 7 Steps of FSC FPIC Guideline.  Below is a list of materials that were presented 
to participants, both during FGDs and village meetings: 

a. Introduction and information about Remark Asia, FSC, and PT TPL 
b. Explanation of the meeting objectives 
c. Overview of FPIC and its process 
d. Information on the FSC Remedy Framework and its process 
e. EBA and SBA activities (objectives, process, schedule, and assessor identities) 
f. Field activity plans 

Through these activities, extensive and transparent information was shared regarding the entire 
process, including FPIC procedures, the Remedy Framework process, and all stages of the 
assessment. The PowerPoint presentations used during FGDs provided detailed explanations, 
including the contractual relationship between Remark Asia and FSC. 

If some community members still feel there was a lack of information-sharing, this could be due 
to differences in who was consulted or limited information-sharing among attendees after the 
meetings. This is a common challenge, and we recognize the need to explore better ways of 
ensuring broader dissemination of information in the future. 
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Addressing Key Findings from the Case Study 

Failure to Meet All Communities Affected by APRIL Group Concessions and Obtain FPIC 
This finding is not accurate. We engaged directly with impacted communities in the three 
villages we visited, which provided key insights into social harms. Regarding FPIC, further 
details can be found in the relevant section above. 
 
Lack of a Practical Methodology for Accurately Documenting Harms to Be Remedied 
We believe that the process outlined in Figure 1 represents a highly practical methodology for 
identifying social harms. The approach includes: 

• Desk review to analyze available documents 
• Initial FGDs, incorporating participatory mapping 
• Village meetings and ground checks 

We acknowledge that there is always room for improvement. For example, participatory 
mapping could be made more detailed, and a community readiness initiative could be introduced. 
This initiative would serve as a platform for collective learning, allowing communities to engage 
more effectively with the Remedy Framework. 

Other Feedback on the Case Study 

1. Correct Terminology for Remark Asia 
Please use “Remark Asia” consistently to maintain clarity. We understand that different 
versions of the name have been used in various documents. 

2. Scope of Assessments 
Remark Asia has conducted a full Social and Environmental Baseline Assessment at PT 
Toba Pulp Lestari in North Sumatra and has recently been contracted by FSC as the 
Independent Assessor to complete a Social Baseline Assessment in Kalimantan (North 
and East Kalimantan). Initially, Hatfield Indonesia carried out the desk review for 
Kalimantan, after which Remark Asia has been contracted to complete the field 
verification process. However, Remark Asia has not conducted any assessments in the 
Riau region. 

3. Overview of Remark Asia’s Assessment Process and Village Findings 
The following sections provide an overview of the process conducted by Remark Asia, 
along with key findings from the villages mentioned in the case study. 
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01. Desk Review / Selection Process of Villages and Issues 

The desk review process involved: 

• Collecting documents (news, reports, complaint records, conflict documentation, 
grievance data, etc.) 

• Recording cases, affected villages, and rights holders 
• Grouping cases and identifying affected villages 
• Analyzing village maps around PT TPL 
• Reviewing customary land maps, including BRWA maps 
• Examining conflict maps 
• Reviewing CSR and Community Development (CD) documents 

Key Documents Reviewed: 

1. AMDAL Reports (1995, 2007) 
2. Complaint Reports (2000-2020) 
3. RKL and RPL Reports (2018-2022) 
4. NGO Reports 
5. PHPL Reports (2021, 2023) 
6. Scientific Journal Articles 
7. SIA Report 
8. News Clippings (2000-2020) 
9. HCV-HCS Reports (2015, 2016, 2017, 2019) 
10. Spatial Data Analysis 
11. FPIC Report (2018) 
12. Social and Environmental SOPs 
13. CSR and CD Reports 
14. BRWA Site Records 
15. Conflict Documents (2000-2020) 

 

Village Categorization Around PT TPL 

PT TPL operates across five sectors: Mills, Habinsaran, Aek Raja, Aek Nauli, Tele, and Tapanuli 
Selatan. The surrounding villages are categorized into three rings, which help 
prioritize Community Development (CD) and Corporate Social Responsibility (CSR) programs. 

• Ring 1 (0–20 km from concession): 106 villages 
• Ring 2 (21–40 km from concession): 94 villages 
• Ring 3 (41–60 km from concession): 43 villages 

Following the document review, 62 villages were identified as having 197 cases of social and 
environmental conflicts, categorized as follows: 
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✔ Communal Land Claims – Land within the concession claimed as customary land by local 
communities. 
✔ Private Land Claims – Land within the concession claimed as individual property. 
✔ Plasma Conflict – Disputes between PT TPL and smallholder plasma farmers. 
✔ Environmental & Social Impacts – Issues arising from PT TPL’s operations, such as air, 
water, and infrastructure pollution. 

 

02 – 03. FGD & FPIC Process 

Between January 19 and 24, 2024, FPIC meetings were conducted, inviting representatives 
from 62 villages. Each village was expected to send 5–7 representatives, including: 

• Village heads 
• Local government officials 
• Community leaders 
• Traditional elders 
• Women’s representatives 
• Affected rights holders 

Meetings were held at various locations for accessibility. FGDs were attended by multiple 
villages per session: 

Date Venue Meetings Held 
19 Jan 2024 Balige Beach Hotel 2 Meetings 
19 Jan 2024 Sinar Minang Restaurant 2 Meetings 
20 Jan 2024 Noah Hotel 1 Meeting 
22 Jan 2024 Gorga Café 2 Meetings 
22 Jan 2024 Grand Maju Hotel 3 Meetings 
23 Jan 2024 Grand Maju Hotel 2 Meetings 
23 Jan 2024 Siantar Hotel 1 Meeting 
24 Jan 2024 Gedung LMC 1 Meeting 

Attendance Summary: 
✔ 51 out of 62 villages participated. 
✔ 221 participants (197 men, 24 women). 
✔ 43 villages provided FPIC consent. 
✔ 4 villages withheld consent. 
✔ 4 villages needed further consultations with elders. 

Villages That Rejected Visits: 
✔ Desa Natumingka, Marisi, Sigompul, Nagasaribu I. 
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✔ Reasons: Some villages did not have unresolved issues with PT TPL, while others requested 
mediation via Aman Tano Batak, which was unresponsive to Remark Asia’s inquiries. 

 

04. Field Visits & Community Meetings 

Field visits occurred in two phases: 

1. Phase 1: January 29 – February 7, 2024 
2. Phase 2: February 26 – March 6, 2024 

Before visits, village representatives were contacted for final confirmation. 

✔ 55 villages accepted visits. 
✔ 6 villages refused. 
✔ 1 village was unreachable due to communication barriers. 

Key Villages with Land Disputes: 

1. Natumingka 
2. Pondok Bulu & Dolok Parmonangan 
3. Sihaporas & Ompu Mamontang 
4. Sabungan Nihuta II & IV (Sigala-gala Lobunauli) 
5. Sabungan Nihuta II (Ompu Ronggur Simanjuntak) 

1. Natumingka 
During the meeting held at Sinar Minang Balige on January 19, 2024, five representatives from 
Natumingka Village attended. They reported an ongoing conflict with PT TPL, which has 
escalated into a horizontal conflict between community members who support and oppose the 
claims. Due to this situation, the village representatives were unwilling to immediately 
grant FPIC (Free, Prior, and Informed Consent) for Remark Asia’s visit. Instead, they set a 
condition that Remark Asia must be accompanied or authorized by AMAN Tano Batak, an NGO 
that has been assisting Natumingka Village. 

The village representatives present at the meeting were: 

• Kastro Simanjuntak – Village Head 
• Resman Simanjuntak – Community Member 
• Hoddy Simanjuntak – Head of BPD (Village Consultative Body) 
• Marusaha Simanjuntak – Traditional Leader 
• Johannes Simanjuntak – Community Leader 
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2. Pondok Bulu Village 
The FPIC process in Pondok Bulu Village (Nagori Pondok Buluh) was 
conducted simultaneously with the field visiton January 30, 2024, at the village office, with nine 
participants in attendance. During this visit, the Remark Asia team provided an explanation of 
FSC, the Remedy Framework, SBA and EBA processes. After obtaining consent, the session 
continued with issue identification involving key stakeholders. The Remark Asia team, was in 
the village from 09:00 to 17:00 WIB to facilitate FGDs and conduct field observations. 

Participants of the FGD in Pondok Bulu Village: 

No Name Position 
1 Albiner Sinaga Village Head (Pangulu) 
2 Binsar Sutonggong BPD Representative 
3 Eko Boy Simbu Community Member 
4 Herman Doso Siallagan Kadus V "Dolok Parmonangan" 
5 Jeremias Sidabutar Kadus IV 
6 Tenny Hutasoir Women’s Representative 
7 Liberti Tambunan Community Member 
8 Harry Nninggolan Community Member 
9 Bona Sinaga Community Member (Dusun I) 

Land Conflict in Dolok Parmonangan Hamlet, Pondok Bulu Village – The Case of Ompu 
Umbak Sialagan 

According to village representatives, land disputes in Dolok Parmonangan Hamlet (Dusun 
5) have been ongoing since 2018. A group of residents, descendants of Ompu Umbak Sialagan, 
claim to be part of the Toba indigenous community and descendants of Raja Ompu Umbak 
Sialagan. 

• In 2018, after PT TPL harvested eucalyptus in the area, 11 families from Ompu Umbak 
Sialagan took over 30 hectares of land and cultivated crops. 

• Later, descendants from Nagori Tanah Jawa, Sidamanik, and Sihaporas claimed an 
additional 600 hectares as part of their ancestral land. 

• In July 2023, 21 families from Ompu Umbak Sialagan felled 50 hectares of eucalyptus 
(C001), claiming it as their customary land. 

• PT TPL attempted mediation, but no resolution has been reached. 

Dolok Parmonangan Hamlet, Pondok Bulu Village, has been identified as one of 28 villages with 
potential social harm and has been included in the Remedy Plan. 
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3. Sihaporas Village 
The field visit to Sihaporas Village (Nagori Sihaporas) took place on January 29, 2024, 
following FPIC approval. The visit involved data collection, ground checks, and FGDs, 
facilitated by Sri Alem Sembiring and Thomas Oni Viresa. The activities were conducted at 
the Sihaporas Village Hall from 09:00 to 15:00 WIB, with 12 participants in attendance. 

Participants of the FGD in Sihaporas Village: 
No Name Position 
1 Jaulahan Ambarina Village Head (Pangulu) 
2 Hotman Sinaga BPD Representative 
3 Maritot Simamora BPD Representative 
4 Robikison Community Member 
5 Hotman Ambarita Community Member 
6 Charles Siallagan Community Member 
7 Anton Ambarita Community Member 

8 Marura Ambarita Gamot (Traditional 
Leader) 

9 Arianto Ambarita Financial Officer 
10 Adar Napitulu Government Officer 
11 Tonggoraja Siallagan Community Member 
12 Baida P Miande LPMN Representative 
 

Case based on stakeholder accounts: 

The FGD process in Nagori Sihaporas on January 29, 2024, identified several key issues that are 
detrimental from the community's perspective, namely: 

1. Land conflict between a group of Nagori Sihaporas residents and PT. TPL since 1998. 
o The land conflict involves a claim to customary land by a group of Nagori 

Sihaporas residents who identify themselves as descendants of Ompu Mamontang 
Laut Ambarita. 

o Some FGD participants believe the issue began during the Reformasi era in 1998, 
as prior to that, there had been no claims to customary land from any group in 
Nagori Sihaporas. 

o Approximately 50 households (KK) are making the customary land claim on 
behalf of Nagori Sihaporas. However, attending participants stated that they are 
not part of this claimant group. They suggested that the group should not claim 
the land in the name of the entire village but limit it to their own community. 

o The Pangulu (village head) and other participants were unsure of the exact size of 
the land being claimed. 

 

 12 

o FGD participants mentioned that the claimant group is being assisted by "external 
parties"(without specifying who), and this claim has tarnished the village's 
reputation, as outsiders may assume all residents support the claim. 

2. Areas claimed by the 50 households have local names, including: 
o Tiga Siholi-holi, Sigumpar, Batu Sidua-dua, Simarsik-marsik, Adian Koting, 

Simatanihutting, Sijambak Bair, Harangan Sijabat, Simeringga, Sibangbang, 
Parrahoddin, Gorak, and several others. 

o All these farming areas are administratively part of Nagori Sihaporas and fall 
within PT. TPL’s concession. 

3. FGD participants acknowledged that while the customary land claim issue needs to be 
documented, resolving it will take a long time, as it has persisted since 1998 and remains 
unresolved as of January 2024. 

4. Dynamics of the land claim movement: 
The Pangulu and FGD participants described fluctuating intensity in the land claim 
movement—sometimes "hot" (active) and other times "cold" (dormant). They outlined 
three phases: 

o 1998–2003 (Hot phase): Aggressive movement, protests, and heavy media 
coverage. 

o 2004–2018 (Cold phase): Fewer actions or demands related to the claim. 
o 2018–2024 (Hot phase again): Resurgence of protests and online media attention. 

5. Historical background of Nagori Sihaporas: 
Facilitators explored the village’s history in relation to the land claim. Participants 
described three settlement phases: 

o Phase 1: First-generation settlers from the Ambarita clan (allegedly from Samosir, 
where a village named Ambarita exists) established Huta Sihaporas Bolon. 

o Phase 2: Population growth led to the formation of Sihaporas Bayu. 
o Phase 3: A new group created Lumban Ambarita (now Dusun 5). 

In 1975, Sihaporas Bayu split into two settlements. 
o The three phases involved relatives from the Ambarita clan. FGD participants 

noted that tensions began after Lumban Ambarita was formed, though daily life 
remained mostly unaffected. 

o The village was originally opened by two main clans: Ambarita and Manik, with 
each clan founding different hamlets. 

6. Administrative changes: 
o In 1975, Nagori Sihaporas was part of Nagori Jorlang Hataran, Siantar District, 

Simalungun Regency. 
o In 2004, Nagori Jorlang Hataran split into three villages: 

§ The parent village retained the name Nagori Jorlang Hataran. 
§ The other two became Nagori Sihaporas and Nagori Gorak. 

7. Affected parties: 
o Affected right holders: The 50 KK from the Ompu Mamontang Laut 

Ambarita community. 
o Impacted right holders: All residents of Nagori Sihaporas. 

8. PT. TPL’s records: 
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o The claimed land by the Ambarita community is 0.41 hectares, located within PT. 
TPL’s concession in Nagori Sihaporas. 

o Under SK Kemenhut No. 579/2014, 1,500 Ha of farmland and 500 Ha of 
settlements in Sihaporas were designated as part of the forest register area in 
2018. 

9. Case assessment: 
o Initially, the Sihaporas case was flagged as having potential for social 

harm during screening and triangulation. 
o However, it did not escalate into a social harms case. 
o The unilateral claim by the Ambarita group has been opposed by the Simalungun 

indigenous community, where the claimed land is located. 

Meanwhile, Dewan Pimpinan Pusat/Presidium Partumpuan Pemangku Adat Budaya 
Simalungun/Central Leadership Council/Presidium of the Custodians of Simalungun Customary 
Culture (PPAB-Simalungun) sent a Letter to the President of the Republic of Indonesia in 
January 2023.7 

The letter states that, as the official representative of the Simalungun ethnic community, the 
organization plays a role in safeguarding, advocating for, and asserting the historical and cultural 
rights over Simalungun customary land (tanah ulayat) in Simalungun Regency, North Sumatra. 

The existence and claims of PPAB-Simalungun regarding customary land are based on the long 
history of ownership and management by the Simalungun kingdoms, such as Nagur, Siantar, 
Panel, Silau, Tanoh Jawa, Raya, Purba, and Silimahuta. Historically, land in this region was 
controlled by local kings who were responsible for the welfare of their people. This ownership is 
not only rooted in historical aspects but has also been examined in a Forum Group Discussion 
(FGD) involving the regency government on December 10, 2022. The discussion affirmed that 
rights over customary land in Simalungun belong exclusively to the heirs of the Simalungun 
kingdoms and the indigenous Simalungun clans, who meet the following criteria: 

1. Subject: Indigenous communities with Simalungun linguistic and clan identities. 
2. Object: Customary land, including partuanon (royal authority land) 

and galunggung (royal family communal land). 
3. Subject-object relationship: A historical connection between the community and the 

inherited customary land. 
4. Lineage-based territoriality: Customary land rights can only be claimed by descendants 

of the Simalungun kingdoms and indigenous clans. 
5. Regulatory need: A Regional Regulation (Perda) is required to legally recognize and 

protect the rights of Simalungun customary law communities. 

 
7 Dewan Pimpinan Pusat/Presidium Partumpuan Pemangku Adat Budaya Simalungun (PPAB-Simalungun), Januari 
2023.  Nomor: 07 /DPP-PPAB.Simalungun/ST/I/2023, Hal: Penegasan Tanah Ulayat Tanah Adat Simalungun 
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PPAB-Simalungun also strongly rejects the customary land claim made by the descendants 
of Ompu Mamontang Laut Ambarita in Sihaporas Village. This rejection is based on several 
fundamental reasons, including: 

• The Ambarita clan is not part of the Simalungun ethnic group or its historical kingdoms. 
• There is no historical evidence proving that the Ambarita clan ever owned or managed 

customary land in Simalungun. 

Based on these arguments, PPAB-Simalungun urges the government and policymakers to ensure 
that all regulations concerning customary land in Simalungun Regency align with the criteria and 
principles established by PPAB-Simalungun. Additionally, the organization calls on other 
institutions and organizations to: 

• Respect the natural and cultural rights of the indigenous Simalungun people. 
• Honor the customary governance system passed down through generations. 

The letter underscores PPAB-Simalungun’s commitment to protecting the integrity of 
Simalungun’s customary heritage while seeking formal recognition from state authorities. 

The land claim by the Ambarita clan has been contested by the Indigenous Simalungun 
community. Until the dispute is resolved, potential social harms linked to the claim cannot be 
definitively assessed. 
 
Conflict Resolution & Next Steps 
This case presents a dispute between two opposing parties. The claim by Ompu Mamontang Laut 
Ambarita descendants is contested by the Simalungun Indigenous Council (PPAB-Simalungun).. 
 
4. Sigala-Gala Lobunauli, Sabungan Ni Huta IV Village 
According to FGD participants, the main issue currently faced by the community is land 
claims from neighboring villages asserting that PT TPL’s concession area within Sabungan Ni 
Huta IV belongs to their customary land. 

1. Residents from Sabungan Ni Huta II claim the land on behalf of the descendants of Op. 
Ronggur Simanjuntak. 

2. Residents from Sabungan Ni Huta V claim the land on behalf of the descendants of Op. 
Bolus Simanjuntak. 

These two communities cultivate land recently harvested by PT TPL within the company's 
concession area, specifically in Aek Napa Hamlet, Sabungan Ni Huta IV Village. Additionally, a 
wakaf (Islamic endowment) cemetery in Aek Napa Hamlet has also been occupied and farmed 
by the descendants of Op. Ronggur Simanjuntak. 

The land claim dispute in Sabungan Ni Huta IV (Dusun Sigap or Sigala-Gala Aek 
Napa) involves actors from two neighboring villages, namely: 

• The descendants of Op. Ronggur Simanjuntak from Sabungan Ni Huta II. 
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• The descendants of Op. Bolus Simanjuntak from Sabungan Ni Huta V. 

In 2023, a new group within Sabungan Ni Huta IV Village, calling themselves the "Descendants 
of Op. Baginda Raja Simanjuntak", began claiming the land. They have also occupied recently 
harvested land within PT TPL's concession and have erected a sign declaring: 
"This is the Customary Land of the Descendants of Op. Baginda Raja." 

This new community group was formed after the latest village leadership succession in 2023 and 
has since been asserting customary land claims in Huta Napa, Sabungan Ni Huta IV Village. 

 
5. Ompu Ronggur, in Sabungan Ni Huta II and IV Villages 
FPIC Process in Sabungan Ni Huta IV was conducted on Saturday, January 20, 2024, at 
the Noah Hotel Meeting Room in Siborong-borong, North Tapanuli Regency. Five village 
representatives participated.  

Participants from Sabungan Ni Huta IV in the FPIC process: 

No Name Position 
1 Darton Simanjuntak BPD Representative 
2 Partomuan Simanjuntak Village Head 
3 Alinton Simanjuntak Community Leader 
4 Sondang Simanjuntak Traditional Leader 
5 Eduard Simanjuntak Village Administration 
 
Village Visit Process 
The village visit took place on February 6, 2024, with FGD sessions conducted inside the HKBP 
Church in Huta Aek Napa, Sabungan Ni Huta IV Village. The Remark Asia team arrived at the 
village at 09:30 and stayed until 15:30 WIB to conduct FGD discussions and ground checks, 
facilitated by Sri Alem Sembiring and Tatang R. 

Participants in the FGD at Sabungan Ni Huta IV Village (27 participants): 

No Name Position 
1 Partomuan Simanjuntak Village Head 
2 Masinetty Rajagukguk Community Member 
3 Jevri H Simanjuntak Village Secretary 
4 Sondang Simanjuntak Community Member 
5 Matolop Simanjuntak Community Member 
6 Manumpak Juntak Community Member 
7 Soaloon Tambunan Community Member 
8 Jonhenri Simanjuntak Community Member 
9 Solikin Simanjuntak Community Member 
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No Name Position 
10 Paber Simanjuntak Village Officer 
11 Dimpu Tambunan Community Member 
12 Parlindungan Simanjuntak Community Member 
13 Simanjuntak Partogi Community Member 
14 Ruddin Simanjuntak Community Member 
15 Tambok Tambunan Community Member 
16 Tiarma Tambunan Community Member 
17 Rosmauli Hasugian Community Member 
18 Gonggom Simanjuntak Community Member 
19 Ronal Simanjuntak Community Member 
20 Sartono Pasaribu Community Member 
21 Jobok Simanjuntak Community Member 
22 Budiman Simanjuntak Community Member 
23 Jasmen Simanjuntak Community Member 
24 Adi Santoso Community Member 
25 Horas Sormin Community Member 
26 Maruba Simanjuntak Community Member (Aek Napa) 
27 Darton Simanjuntak Community Member (Aek Napa) 

 

Land Conflict in Sabungan Ni Huta IV & II Villages 

1. Customary Land Claims in Huta Napa by Three Communities 
o Descendants of Op. Ronggur Simanjuntak (Sabungan Ni Huta II) 
o Descendants of Op. Bolus Simanjuntak (Sabungan Ni Huta V) 
o Descendants of Op. Baginda Raja Simanjuntak (Sabungan Ni Huta IV) 

Two Phases of Land Claims: 

a) 1990s: 

• Land claims in Huta Napa by two communities from different villages: 
o Sabungan Ni Huta V (descendants of Op. Ronggur Simanjuntak) 
o Sabungan Ni Huta III (descendants of Op. Bolus Simanjuntak) 

• Total claim: 2,608 hectares, part of which overlaps PT TPL's concession. 

b) 2023: 

• A new land claim emerged from Sabungan Ni Huta IV residents, forming 
the "Descendants of Op. Baginda Raja Simanjuntak" community. 



Lampiran K
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• They occupied land recently harvested by PT TPL and erected a sign declaring it 
their customary land. 

2. Decrease in Aek Nalas River Flow 

• The Aek Nalas River is the primary water source for Lobu Nauli and Sigala-Gala 
Hamlets. 

• Since 2022–2023, the river’s water levels have significantly decreased. 
• Community members believe eucalyptus plantations within PT TPL's concession near the 

riverbank contributed to the water depletion. 

Potential Horizontal Conflict in Sabungan Ni Huta IV & II 
The village is now at risk of escalating tensions due to overlapping land claims from three 
different Simanjuntakdescendant groups. 

• The Descendants of Op. Ronggur Simanjuntak (Sabungan Ni Huta II) 
• The Descendants of Op. Bolus Simanjuntak (Sabungan Ni Huta V) 
• The Descendants of Op. Baginda Raja Simanjuntak (Sabungan Ni Huta IV) 

Each group has begun cultivating land that was recently harvested by PT TPL, leading 
to growing disputes over ownership and potential horizontal conflicts between the different 
factions. Mediation or conflict resolution mechanisms will be crucial to prevent further 
escalation. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

*** End of Document*** 
 
 





From: Julian Nierentz <j.nierentz@fsc.org> 
Date: Sat, 5 Apr 2025, 12:54 am 
Subject: RE: Letter of Complaint concerning the implementation of FSC's remedy process in North 
Sumatra, North Kalimantan and East Kalimantan 

To: Patrick Anderson <patrick@forestpeoples.org>, Rudiansyah YMKL 
<rudi.ymkl@forestpeoples.org>, Harry Oktavian <arrybule@yahoo.com> 
Cc: Chris Burchmore <Christopher_JB@aprilasia.com>, Dwi R. Muhtaman <dwi.muhtaman@re-
markasia.com>, Marc Jessel <m.jessel@fsc.org>, Salem Jones <s.jones@fsc.org>, Anna Maurer 
<a.maurer@fsc.org> 

Dear Patrick Anderson, 
Dear Rudiansyah, 
Dear Harry Oktavian, 
Copied: RGE, Re-mark Asia, relevant FSC colleagues. 

Thank you for your response. 

Firstly, I would like to briefly comment on the more fundamental points raised in your message 
about the FSC remedy framework (RF) such as the role of independent assessors, or of FSC´s versus 
the company´s responsibility in the process. This discussion needs a separate dialogue process from 
this complaint, as the RF is a normative document and cannot be adapted via a complaints process. 
It was developed with considerable stakeholder engagement and approved by the FSC Board, and 
it´s setup mirrors the certification system in terms of the role of FSC. 

Secondly, FSC is not “rejecting” the complaint by referring to RGE, and we do take the concerns 
raised very seriously. We would like to keep the dialogue open on the questions you raised (see also 
the third paragraph below), despite of the formal complaint having to be handled first via RGE´s 
grievance mechanism. The complaints mechanism of FSC, in line with the principles outlined in the 
UNGPs, foresees that complaints should be handled first at the operational level because that´s 
where it´s most likely that a solution can be found. This does not exclude that the case may follow an 
escalation path if necessary, which will then be informed by the process and its documentation of 
seeking a solution at the operational level. The responsibilities of the remedy client as outlined in 
the RF also foresee this route as mentioned in the previous message. 

Thirdly, we are glad to follow up separately on the other points raised and would like to share the 
following comments for now:  

• Your two “primary requests”: 
o FSC has put on hold the further contracting of RemarkAsia until the complaint has 

been resolved by FSC. The contracting will continue if and when this complaint is 
closed at the FSC level.  

o The baseline report contains sensitive and protected confidential information that 
cannot be shared.  A summary of the baseline will be published as a component of 
the approved Concept Note in Section 23.6, Chapter 3.    

• FSC´s role as contract party to Remark Asia: 
As noted earlier, the setting is exceptional and not according to the RF requirements. We 
will monitor the outcome of this complaint closely and, if necessary, take action as the 
contract party to the Independent Assessor (IA). 

• Role of FSC in engaging on the ground:  
The oversight role of FSC does not foresee engaging on the ground to oversee IAs. So there 

is no capacity to do so because the RF does not foresee such a role for FSC. The third party 
verifiers (TPVs) are a key actor in determining whether the assessment was “adequate, 
impartial, and rights-based”, as you mention below. FSC ensures the independence of TPVs 
by approving them for each remedy case, requiring to demonstrate their qualifications, 
complete a conflict of interest declaration, and, if selected, sign an agreement to maintain 
impartiality throughout the process. RGE´s remedy process will be no exception, with TPVs 
fulfilling this function. 

• The “gap” you noted in FSC´s complaint mechanism: 
The ongoing revision process of the complaints and appeals procedures intends to further 
clarify roles and responsibilities for complaints in remedy processes. Nevertheless, the RF 
already provides guidance to determine the path for complaints, such as in this case.  
On a different note, one of the goals of the revision was to fully comply with the UNGPs for 
Business and Human Rights. The sense of the working group of the revision and of the FSC 
team managing the process is that we are on a very good path in achieving that goal and 
that the current draft may set a benchmark for others. We would welcome engaging with 
you on this during the consultation period in the coming months to ensure that we capture 
your expert feedback and advice.  

• FPIC Indicator project: 
Background: In 2024, the FSC Secretariat initiated a non-normative process to develop 
guidance and indicators to support Chapter 3, Section 4 of FSC-PRO-01-007/004 FSC Remedy 
Framework. A public procurement process was carried out and a team from Soil Association 
was selected. The normative requirements of the FSC Remedy Framework require the 
Organization or corporate group to implement Annex 6: Elements and Steps for FPIC 
Processes and consider FSC-GUI-30-003 FSC Guidelines for the Implementation of the Right 
to Free, Prior and Informed Consent. Annex 6 is heavily narrative in form and FSC-GUI-30-
003 refers to certification processes, where there may or may not be a history of social and 
environmental harm carried out by the company, in contrast to remedy processes which 
inherently is a result of past harm. In addition, there are multiple points where the Third 
Party Verifier (TPV) must verify FPIC. Due to the complex nature of FPIC, FSC is striving to 
support TPVs in their work, in the role of the Secretariat to provide oversight of the TPV. 
Initial drafts were assembled, and feedback was solicited from stakeholders with expertise in 
FPIC, the FSC normative framework, remedy processes, verification and auditing, and 
Indigenous People's issues, including stakeholders involved with current remedy processes 
and PIPC.  

o Current status: This work is set to be field tested in April 2025.  
o Future plans: After testing, the draft will be refined and finalized. It will be shared 

publicly, as well as with remedy clients, independent assessors, and third party 
verifiers in all future remedy processes. 

We look forward to the upcoming Remedy Dialogue in June, where many related topics will be 
discussed and where we hope to engage with you.  

Kind regards 

Julian 

 

 
 






